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ABSTRAK

MARYANTL Analisis Pembangunan Berkelanjutan pada Propinsi Penghasil
Tambang di Indonesia (dibimbing oleh Rahmatia, Nursini, dan Sanusi Fattah)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengukur seberapa besar
pengaruh antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan
demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Penslitian ini menggunakan model persamaan analisis statistika. Jenis data
yang digunakan adalah data panel sepuluh propinsi penghasil tambang terbanyak di
Indonesia tahun 2005-2018. Data dianalisis dengan menggunakan estimasi
persamaan simultan equation mode! (SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta dan dana bagi hasil
sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap
pembangunan berkelanjutan. Demokrasi tidak berpengaruh secara langsung
terhadap pembangunan berkelanjutan. Investasi swasta, dana bagi hasil sumber
daya alam, dan demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan
pendapatan. Investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi
tidak berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung
melalui kriminalitas.

Kata kunci: Investasi Swasta, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Demokrasi,
Ketimpangan Pendapatan, Kriminalitas, Pembangunan Barkelanjutan
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ABSTRACT

MARYANTI. Analysis of Sustainable Development in Mining Producing Provinces in
Indonesia (supervised by Rahmatia, Nursini, and Sanusi Fattah)

This study aims to analyze and measure how much Influence between
private investment, natural resource sharing funds, and democracy on sustainable
development both directly and indirectly through income inequality and erime.

This study uses the statistical analysis equation model. The type of data
used is panel data of the ten most mining producing provinces in Indonesia in 2009-
2018. Data were analyzed using simultaneous equation model estimation (SEM).

The results show that private investment and natural resource revenue
sharing have a positive and significant direct effect on sustainable development.
Democracy does not directly influence sustainable development. Private investment,
natural resource revenue-sharing funds, and democracy have a positive and
significant effect on sustainable development indirectly through income inequality.
Private investment, natural resource revenue-sharing funds, and democracy do not
affect sustainable development indirectly through crime,

Keywords: Private Investment, Revenue Sharing Natural Resources, Democracy,
Income Inequality, Crime, Sustainable Development
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan Hﬂmltman. barsama
baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pencapaian
keberlanjutan pembangunan bukan sekedar frade off antara tujuan
ekonomi dan lingkungan (Fauzi, 2004), Karena pembangunan ekonomi
yvang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan
di kemudian hari.

Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan sudah dikenalkan
sejak abad ketika Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 mengajukan
hipotesis antara pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Secara
konseptual, teorl Malthus merupakan cikal bakal tumbuhnya frade off
antara pembangunan yang mengandalkan aspek ekonomi dengan daya
dukung sumber daya dan lingkungan, sebuah konsep yang sebenamya
telah mengakar sejak masa pemikiran Yunani, yakni pemikiran Aristoteles
dengan Nichomecian Ethics yang ditulis pada tahun 350 SM. Dalam
Nichomecian Ethics, misalnya penempatan etika dalam konteks “virlue"
merupakan landasan penting dalam memahami perilaku manusia dan
Kaitannya dengan alam dan lingkungan (Malthus, 1798).

Belakangan konsep ini kemudian mengemuka dengan terbitnya

buku “The Limit fo Growth" pada tahun 1972 oleh Meadow, yang memicu



perhatian lebih serius tentang adanya *batas darl pertumbuhan®. Dalam
buku ini memunculkan teori pertumbuhan yang mengakomodasi
keterbatasan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan
(Meadow, 1972).

Dua tahun berselang, Stiglitz tepatnya tahun 1974 mengeluaﬁﬂn
konsep pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasl ekstraksi sumber daya
alam. Hal ini didasari dengan terjadinya teori agsymmelric information yang
dikeluarkan dalam Washington Concensus. Ada pihak yang diuntungkan
dan ada pihak yang dirugikan dalam menjalankan roda pembangunan.
Saat perbedaan informasi tersebut diperlukan peran pemerintah dalam
menyeimbangkan berjalannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
(Stiglitz, 1974).

Selanjutnya mendorong Solow pada  tahun 1974 juga
menambahkan teori Stiglitz dengan mengemukakan teori pertumbuhan
dalam bukunya Intergenerational Equity & Exhaustible Resource. Pada
teori Solow, adanya penekanan tabungan, populasi dan teknologi yang
mempengaruhi output dan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya Solow juga
menerangkan harus adanya keadilan dan kesetaraan dalam pemanfaatan
input dan sumber daya yang akan dinikmati oleh setiap generasi (Solow,
1974).

Keempat teori di atas yang mengawali berkembangnya konsep
pembangunan berkelanjutan di dunia. Salu dekade kemudian kembali
konsep ini mengemuka dengan dikeluarkannya buku Ouwr Common Future

yang dikeluarkan oleh World Commision on Resources Development



tahun 1987, Buku ini begitu terkenal dengan mengenalkan tentang
pembangunan berkelanjutan. Pada buku ini disebutkan bahwa
pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi
kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi
yang akan datang (WRI, 2000).

Perjalanan perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan
berakhir pada tahun 2015 setelah terpenuhinya MDGs. Selanjutnya FPBB
menargetkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep ini
harus terpenuhi hingga tahun 2030, Dalam SDGs terkandung ada 17
tujuan pembangunan yang harus terpenuhi dengan 169 target program
pemabangunan yang meliputi dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial.
Namun dimensi politik belum dibicarakan secara kompleks.

Menindaklanjuti hal tersebut selama liga dasawarsa terakhir telah
banyak upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Namun sifat multi-dimensi dari keberlanjutan tersebut
memerlukan pertimbangan yang simultan dari berbagai aspek yang
mewakili ukuran-ukuran atau indikator keberanjutan (Cinelli, 2014).
Artinya pengukuran atas indikator dari pembangunan berkelanjutan masih
berbentuk abu-abu dimana keragaannya masih dipertimbangkan.

Kompleksitas pencapaian pembangunan berkelanjutan akan
dihadapi pula oleh pengambil kebijakan baik tingkat daerah maupun di
tingkat pusat. Karena pembangunan berkelanjutan menyangkut aspek
muiti-dimensi dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan bahkan politik dengan

masing-masing ukuran atau indikator berbeda yang berbeda. Sehingga



diperiukan identifikasi kriteria, definisi, dan pengukuran untuk berhasilnya
implementasi pembangunan berkelanjutan (Poveda, 2011). Adanya konfiik
antara agenda pertumbuhan, keadilan ekonomi, dan lingkungan sering
diartikan sebagai sesuatu yang alamiah. Sehingga, frade-off antara
ketiganya sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari
(Fauzi & Oktavianus, 2014).

Ketika pembangunan berkelanjutan akan dilaksanakan setelah
berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) setelah tahun 2015,
terdapat disparitas antar negara berkembang dan negara sedang
berlembang. Karena dihadapkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi
seringkali disertai dengan ketimpangan pendapatan dan diskriminasi
sosial. Ketimpangan pendapatan dicerminkan dengan pembangunan
sosial tidak merata, akses kepada layanan dan ketidaksetaraan antar
generasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan
berkelanjutan (Amekudzi et all, 2015).

Indonesia cukup berhasil mencapai berbagai target dalam tujuan
pembangunan millennium (MDG) hingga tahun 2015 yaitu mengurangi
kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar, dan
mengurangi  prevalensi penyakit tertentu. Namun ketimpangan
pendapatan masih tinggi, serta kondisi masyarakat pribumi yang tinggal di
daerah terpencil masih terus tertinggal. Bauran program sosial yang ada
saat ini, termasuk bantuan tunai yang mesyaratkan kehadiran anak di
sekolah serta program beras bersubsidi (raskin), belum tepat sasaran,

meskupun pemanfaatan basis data terpadu sebagai basis data tunggal



yang membuat daftar keluarga kurang mampu seharusnya dapat
mengatasi persoalan tersebut (OECD, 2013).

Pasar domestik Indonesia yang besar, prospek pertumbuhan
ekonomi, kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja
berbiaya murah menjadikan Indonesia sebenarnya menjadi tempat tujuan
yvang menarik bagi investor (Hornberger, 2011). Di tengah keadaan
internasional yang sedang sulit, arus masuk investasi Indonsia meningkat
cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih lebih rendah
bila dibandingkan di sejumlah negara lain (IMF, 2018).

Uni Eropa adalah investor terbesar kedua dalam perskonomian
Indonesia sekaligus mitra dagang terbesar ke empat, dengan porsi hampir
10 % dari seluruh perdagangan luar negen Inonesia. Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IE-CEPA,
Indonesia-European  Union Comprehensive Economic Partnership
Agreement) telah tertunda cukup lama, tetapi dengan adanya kemauan
politik yang baru dari pemerintah Indonesia diperkirakan dapat membuat
kesepakatan ini rampung pada tahun 2019, Indonesia dan Uni Eropa telah
menandatangani, tetapi belum meratifikasi Forest Law Enforcement
Governance and Trade (FLEGT), yang akan membantu Indonesia
memperoleh lisensi untuk mengekspor kayu dan produk hutan lainnya dari
sumber yang legal ke Eropa. Pada bulan Maret 2016, Australia dan
Indonesia memulai kembali perundingan  Indonesia-Australia

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEFA), vyang



mencakup kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi
(OECD, 2016).

Meskipun kemajuan luar biasa telah dicapai dalam 50 tahun
terakhir, termasuk dalam mencapai tujuan pembangunan milennium
(MDGs), Indonesia masih tertinggal dari banyak negara berpenghasilan
menengah lainnya (seperti 1.4 % di India; 2.1 % di Cina; 2.8 % di Brasil;
dan 3.1 % di Afrika Selatan) dari segi indikator pembangunan, termasuk
kesehatan (angka kematian dan kekerdilan), kemiskinan, dan capaian
pendidikan. Penggunaan dana publik secara lebih baik akan sangat
meningkatkan efektifitas kebijakan pemerintah dan memberikan ruang
fiskal untuk mengembangkan lebih lanjut bidang pengeluaran yang saat
ini kurang mendapat pendanaan; misalnya anggaran layanan kesehatan
publik yang hanya mencapai sekitar 1 % PDB di tahun 2015, walaupun
pemerintah telah menambah alokasi anggaran kesehatan menjadi 5 %
dari keseluruhan pengeluaran publik di tahun 2016 dalam konteks adanya
keterbatasan penerimaan pemerintah (OECD, 2016).

Desentraliasasi secara drastis (big-bang decentralization) yang
mengiringi terbentuknya demokratisasi yang terbukti sangat popular dan
telah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dan prakiek demokratisasi
ini melalui desentralisasi pada tahun 2001 dan tahun 2005 di Indonesia,
yang sebagian besar terjadi karena alasan politis, melimpahkan sejumlah
besar dana dan wewenang kepada pemerintah daerah, termasuk
tanggung jawab penyelenggaraan dan pemberian berbagai layanan publik

serta pengaturan dunia usaha dan sumber daya alam. Dasar pemikiran



bagi desentralisasi pemerintah adalah akuntabilitas dan pemberian
layanan yang lebih baik melalui peningkatan kecepatan daya tanggap
terhadap kebutuhan setempat (Faguet, 2014), yang sering disebut
sebagai prinsip subsidiaritas. Selain itu, desentralisasi dapat
meningkatkan kinerja dengan jalan mendorong persaingan di antara
berbagai daerah untuk menyediakan layanan secara efisien dan untuk
menarik dunia usaha daerah dapat belajar satu sama lain dan
mempearoleh manfaat dari penerapan praktik (OECD, 2013).

Mamun demikian, otonomi daerah di Indonesia belum
menghasilkan perbaikan yang diharapkan (Resosudarmo et al, 2014,
Buehler, 2010); Mﬂéli-:-nc: et al, 2009; World Bank, 2011). Heterogenitas
capaian ekonomi dan sosial masih besar. Hal ini terjadi meskipun transfer
dana dari cemerintah pusat terus meningkat. Sehingga nila transfer
tersebut kini mencapai setengah dari APBN (dikurang subidi dan
pembayaran bunga utang sekitar 1% PDB (OECD, 2018).

Walaupun Indonesia kaya akan berbagai macam sumber daya
alam, yang menghasilkan setengah dari pendapatan ekspor dan
seperempat PDB sebelum terjadinya penurunan harga komoditas.
Mamun, eksploitasi sumber daya alam, tersebut memunculkan sejumliah
kosekuensi yang penting. Misalnya upaya mengatasi perubahan iklim
berarti bahwa sejumlah cadangan bagan bakar fosil Indonesia (terutama
bahan bakar fosil) seltidaknya sampai teknologi tidak banyak
mengakibatkan polusi. Emisi gas rumah kaca per unit keluaran di

Indonesia masih relatif rendah. Tetapi perlu turun cukup banyak demi



memenuhi target penurunan emisi sebesar 29 % dari angka proyeksi
busniness as usual (tanpa melakukan apapun) pada tahun 2030 (dan
sebesar 41 % dengan bantuan internasional) (World Bank, 2015).

Antara Juni dan Oktober 2015, terjadi kebakaran besar di hutan
alam dan lahan gambut yang mengancam keanekaragaman hayati Juar
biasa di Indonesia, Pada tahun itu, sekitar 2 juta hektar lahan terbakar,
memakan biaya sebesar US § 16.1 milyar bagi pihak Indonesia
(diperkirakan oleh Marlier et al, 2013) dan berdampak terhadap 75 juta
orang di enam negara (diprediksi oleh Stolle & Tomich, 1999).
Pengurangan emisi yang berkaitan dengan kebakaran hutan menjadi
bagian yang signifikan dari pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia
(World Bank, 2015). Membakar lahan adalah cara yang murah dan sering
digunakan untuk membuka lahan agar dapat ditanami tanaman panen,
terutama kelapa sawil dan tanaman kayu. Kepemilikan lahan yang tidak
jelas juga menjadi menjadi faktor penyumbang masalah, karena daerah
yang dibakar tersebut dikuasai secara ilegal. Membuka lahan dengan cara
dibakar sudah dilarang tetapi penegakan larangan tersebut sulit dilakukan
karena tanggung jawab atas hal tersebut tersebar di berbagal tingkat
pemerintah, lemahnya kapasitas di tingkat daerah, dan kecilnya denda
yang dikenakan (OECD, 2015).

Melihat argumentasi di atas, maka penelitan ini
mengakomodasikan dimensi pembangunan berkelanjutan dalam tiga pilar
dimensi keberlanjutan yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan

terhadap indikator pembangunan nasional dengan menggunakan indeks



pembangunan berkelanjutan pada propinsi yang terpilih di Indonesia. Agar
pembangunan berkelanjutan mampu menjadi tolak ukur keberhasilan
pembangunan di Indonesia secara kompleks. Oleh karena itu, penulis
merangkumnnya dalam judul “Analisis Pembangunan Berkelanjutan

pada Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di
atas, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh investasi swasta terhadap pembangunan
berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil
tambang di Indonesia?

2. Apakah terdapat pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam
terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada
propinsi penghasil tambang di Indonesia?

3. Apakah terdapal pengaruh demokrasi terhadap pembangunan
berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
ketimpangan pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil

tambang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas

maka tujuan penelitian ini adalah:



1.

Untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar pengaruh
investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan
dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia.

Untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar pengaruh dana
bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan
baik secara langsung maupun tidak langsung melalul ketimpangan
pendapatan dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di
Indonesia.

Untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar pengaruh
demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan balk secara
langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan

dan kriminalitas pada propinsi penghasil tambang di Indonesia.

1.4 Kegunaan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian

dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka secara umum kegunaan
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
analisis pembangunan berkelanjutan pada propinsi penghasil tambang di

Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat, 1) mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di propinsi
penghasil tambang di Indonesia, 2) mengetahui model persamaan regresi

pola analisis pembangunan berkelanjutan di propinsi penghasil tambang
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di Indonesia, dan 3) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuatan
kebijakan dalam rangka mengambil keputusan kebijakan tentang
pembangunan berkelanjutan.

Sebagai karya akademik, hasil kajian pembangunan berkelanjutan
ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan iimu
pengetahuan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan konsep
dan perkembangan teori dalam ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan dan
ekonomi regional set't;el keberlanjutan pembangunan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun
referensi pembanding bagi peneliti-peneliti berikutnya yang bermaksud
ingin melakukan penelitian yang terkait dengan masalah pembangunan
berkelanjutan serta untuk karya ilmiah.

Selain kedua kegunaan yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil
penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang terkait
dengan keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini membahas mengenai pembangunan berkelanjutan
terhadap indikator penyusunnya dalam dimensi ekonomi, sosial, politik
dan lingkungan yakni investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam,
demorasi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Pendekatan yang
digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori ekonomi, teori
ekonomi pembangunan, teori fiskal, teori ekonomi politik dan teor

ekonomi sosiologi.
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BAE I

TINJAUAN PUSTAKA,

2.1 Tinjauan Teori Pembangunan Berkelanjutan
2.1.1 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam

Dimensi Ekonomi

Financial Times Leksikon mendefinisikan keberlanjutan ekonomi
merupakan keberlanjutan pertumbuhan tanpa menyebabkan masalah
ekonomi dan lingkungan. Karena istilah keberanjutan ekonomi pertama
kall diperkenalkan oleh klub Roma, sebuah asosiasi ilmuwan
internasional, eksekutif bisnis, pejabat publik dan sarjana. Dalam
laporannya ‘“the limifs to growth™ pada tahun 1972 yang membantah
gagasan pertumbuhan yang kontras antara masa kini dengan masa lalu,
dan melihat masa depan sebagai kemungkinan berkelanjutan untuk
pertumbuhan dan peningkatan lebih lanjut karena diakui adanya
kegagalan terhadap keterbatasan sumber daya sehingga pertumbuhan
berdasarkan sumber daya lidak dapat terbatas, Berdasarkan laporan ini
diparoleh model output yang mewakili sistemm di dunia berupa
keberlanjutan tanpa mendadak dan tidak terkendali serta kemampuan
untuk memuaskan seluruh kebutuhan dasar rakyatnya (Meadows et al,
1972).

Teori berkelanjutan kemudian telah menjadi agenda global sejak
diadopsi pada Rio Summit tahun 1992, dan mengemukanya concern

terhadap perubahan iklim. Implikasi dari keduanya kemudian melahirkan
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teoriteori pembangunan baru seperti “green economy” atau ekonomi
hijau, Teori ekonomi hijau ini lebih menekankan pembangunan yang
bersifat rendah karbon dan pertumbuhan yang inklusif. Strategi
pembangunan rendah emisi atau sering dikenal juga dengan Low
Emission Development Strategy (LEDS), bahkan telah diadopsi pada COP
(Conferences of Parties) ke-15 di Copenhagen, Denmark tahun 2009,
Dalam dokumen Copenhagen Accord, LEDS diadopsi menjadi bagian
yang tidak terpisahkan (indispensable) dari pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain teori ekonomi hijau juga menghasilkan konsep inclusive growth
atau pertumbuhan inklusif.

Pertumbuhan inklusif merupakan terjemahan lebih implemeniing
dari konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuban inklusif
selain harus bersifat sektor yang lebih luas (broad base sector),
pertumbuhan ini juga harus bersifat pro poor dan berkelanjutan. Konsep
pembangunan berkelanjutan selain mengandung kebutuhan dan
keterbatasan juga mencakup tujuan (goals) dan value atau nilai. Uniuk
mencapai kedua hal tersebut yang menjadi lantangan adalah terkait
dengan pengukuran. Walaupun meski konsep pembangunan
berkelanjutan sering bersifat ambigu namun yang paling serius adalah
mendefinisikan dan mengukur indikator pembangunan berkelanjutan itu
sendiri. Saat ini secara global ada berbagai pendekatan yang digunakan
untuk mengukur pembangunan berkelanjutan tersebut di antaranya
adalah Wellbeing Index, Environmental Sustainability Index, dan

Ecological Foolprint (Kates et al, 2005).
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Di sisi lain ada juga ukuran yang dikaitkan dengan indikator-
indikator makro ekonoml| seperti Genuine Progress Indicator, Genuine
Saving, dan berbagai indikator makro lainnya. Pengukuran Indikator ini
juga sering dikaitkan dengan tujuan pembangunan jangka menengah dan
jangka panjang. Misalnya saja Millennium Development Goals (MDGs)
yang dicanangkan PBB terkait jangka waktu 15 tahun dan pengganti
MDGs yang sudah berakhir tahun 2015 ini dengan konsep yang disebut
Sustainable Development Goals I[S-DGE} yang merupakan agenda
pembangunan sampai dengan tahun 2030 mendatang.

Banyaknya keragaman dalam  mengukur  pembangunan
berkelanjutan tersebut, karena setiap pendekatan mungkin lebih sesuai
digunakan untuk tujuan tertentu dengan demikian tidak ada pendekatan
yang sesuai untuk semua aspek (Amekudzi, et al, 2015). Namun
demikian setiap pendekatan pengukuran pembangunan berkelanjutan
yvang efektif selayaknya memenuhi beberapa kaidah dari kaidah-kaidah
sebagai berikut (1) memenuhi definisi keberlanjutan yang jelas dengan
tujuan yang terukur, {2) bersifat interdisiplin (ekonomi, sosial, lingkungan,
dan sebagainya), (3) kemampuan membahas aspek jangka panjang atau
concern antargenerasi, (4) kemampuan untuk mengelola ketidakpastian,
(5) kemampuan untuk membahas interaksi lokal-global, (6) kemampuan
untuk mengakomodasi partisipasi stakeholder (pemangku kepentingan),
dan (7) kemampuan untuk mengadopsi, balk process-based atau
outcome- based atau aspek statik dan aspek dinamik dari pembangunan

berkelanjutan. Idealnya memang seluruh kaidah tersebut di atas dapat
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dipenuhi, namun kendala ruang dan waktu sulit memungkinkan
terpenuhinya semua kaidah di atas, sehingga memenuhi beberapa kaidah
dari tujuh kaidah di atas sudah mencukupl untuk mengukur pembangunan

berkelanjutan.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa konsep pembangunan
berkelanjutan yang awalnya cenderung abstrak, kemudian dijabarkan
dalam beberapa konsep yang lebih operasional. Pertumbuhan inkiusif dan
pertumbuhan rendah karbon adalah jabaran operasional dari
pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan yang
menempati hierarki tertinggi dalam konsep pembangunan yang
berkualitas ini kemudian lebih dipersempit lagi menjadi konsep
pertumbuhan inklusif yang menekankan pentingnya proses partisipatif dan
keterlibatan pihak yang terpinggirkan dalam proses pembangunan,
Semetara pertumbuhan rendah karbon merupakan hierarki yang lebih
operasional lagi dengan menekankan pada pentingnya inpuf dan output

pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakali 17 tujuan
yaitu: tujuan pertama adalah tanpa kemiskinan (pengentasan segala
bentuk kemiskinan di semua tempat); tujuan kedua adalah tanpa
kelaparan (mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan
perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan);
tujuan ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera (menggalakkan
hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia); tujuan

keempat adalah pendidikan berkualitas (memastikan pendidikan
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berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar
seumur hidup bagi semua orang). tujuan kelima adalah kesetaraan
gender (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua
perempuan); tujuan keenam adalah air bersih dan sanitasi
layak (menjamin akses atas air dan sanitasi untuk Eeml;ia}: tujuan ketujuh
adalah energi bersih dan terjangkau (memastikan akses pada energi yang
terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modemn untuk semua);
tujuan kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan
ekonomi (mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan
inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua);
tujuan kesembilan adalah industri, inovasi dan infrastruktur {membangun
infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan
mendorong  inovasi); tujuan kesepuluh adalah berkurangnya
kesenjangan (mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-
negara); tujuan kesebelas adalah kota dan komunitas
berkelanjutan (membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan
berkelanjutan); tujuan keduabelas adalah konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab (memastikan pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan); tujuan ketigabelas adalah penanganan perubahan
iklim {(mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan
dampaknya); ftujuan keempatbelas adalah ekosistem laut (perlindungan
dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara
berkelanjutan); tujuan kelimabelas adalah ekosistem daratan (mengelola

hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun,
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menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan
kepunahan keanekaragaman hayati); tujuan keenambelas adalah
_ perdamaian, ke&dilan dan kelembagaan yang tangguh (mendorong

e o I, T —

masyarakat adll, darmi= dan inklusif); tujuan ketujuhbelas adalah

kemitraan untuk mencapai tujuan (menghidupkan Hﬁmh-aii kemitraan

global demi pembangunan berkelanjutan).

2.1.2 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam

Dimensi Sosial

Pada keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial tidak bisa
dipisahkan dari kemiskinan dan ketidaksetaran vyang kemudian
mendorong terjadi kriminlitas. Banyak negara berkembang yang terjebak
dalam ikatan ganda masalah kemiskinan, ketidaksetaraan dan
ketidaknyaman yang mengakar. Kejahatan dan keterbelakangan dibingkai
sebagai kejahatan sosial yang terjalin dan saling menguatkan. Para
kriminolog diminta untuk memberikan kontribusi pada agenda kebijakan
internasional pembangunan berkelanjutan yang muncul  melalui
pengendalian kejahatan berbasis bukti (Dijk, 2014),

Ada banyak bukti tentang hubungan antara kemiskinan dan
ketidaksetaraan dan tingkal kejahatan serius pada skala global. Dalam
beberpa studi epidemiologis tingkat kekerasan vyang dicatat paolisi,
termasuk kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hubungan statistik
dengan ketimpangan pendapatan (Fajnzylber et al, 2002, LaFree &

Tseloni, 2008),
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Dalam laporan pembangunan manusia UNDP dikatakan bahwa
kemiskinan tidak hanya dinyatakan dalam kekurangan makanan, tempat
tinggal dan pakaian. Hal ini juga dinyatakan dalam tingkat kejahatan yang
'tirbgigi'tanﬁasul.i He;ke-rasan di kalangan orang miskin itu sendiri, terutama -
terhadap perempuan dan anak-anak, dalam banyak kasus disertai ;;Iengan
penyalahgunaan obat-obatan. Karena ketidaksetaraan pendapatan
cenderung lebih besar di negara-negara miskin, dimana lebih banyak
orang menderita kemiskinan ekstrim sehingga dampak kemiskinan dan
ketidaksetaraan pada kekerasan sulit untuk diatasi. Ketidaksetaraan
pendapatan dan kemiskinan adalah dua sisi mata uang yang sama.
(UNDFP, 2013).

Di sisi biaya, tingkat kejahatan konvensional pertama-tama
menambah biaya langsung terhadap dilakukannya bisnis di suatu negara.
Kejahatan meningkatkan biaya bisnis baik melalui kehilangan barang
langsung atau biaya mengambil tindakan pencegahan seperti menyewa
penjaga keamanan, membangun pagar, atau memasang sistem alarm
pencurl. Secara ekstrim perusahaan asing akan menolak untuk
berinvestasi dan perusahaan domestic akan meninggalkan negara itu
untuk tempat yang lebih damai. Dalam beberapa kasus kejahatan yang
terorganisir yang merajalela juga dapat menghalangi wisatawan asing
untuk mengunjungi negara tersebut. Masalah keamanan menjadi
pertimbangan terpenting untuk memilih tujuan liburan (World Bank, 2011).

Selama dua dekade terakhir beberapa negara non-barat telah

memberikan praktik terbaik dalam mengendalikan kejahatan dan korupsi.
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Studi kasus masing-masing negara beragam (Jacobs, 1999 untuk New
York AS; Orlando, 2001 untuk Palermo) Singapura, Bostwana, Hongkong,
dan Taiwan, yang _mendekum&ntasikan kapasitas pemerintah lokal atau
""nas-lc;r:r'-ljntuh berhasilnya menangani urgani;sasi yang kejahatan dan
korupsi yang terorganisir agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Contoh lain dari negara yang telah meningkatkan ekonominya
dengan menghancurkan kejahatan terorganisir adalah Georgia.
Administrasi mantan presiden Shaakashvili melancarkan kampanye besar
dan berkelanjutan terhadap mafia Georgia dan pejabat korup antara tahun
2005 dan 2011. Meskipun Shaakashvili sejak itu terpilih dan dituduh
melakukan pelanggaran hak asasi manusia, efek menguntungkan dari
inisiatif anti-kejahatannya tentang keselamatan dan pengembangan public
tidak dapat diragukan (World Bank, 2013). Di beberapa negara individu
investasi yang ditargetkan dalam mengendalikan kompleks kejahatan-
korupsi yang terorganisir tampaknya telah terbayar dalam hal
keselamatan publik dan pembangunan berkelanjutan (Dijk & Chanturia,
2012).

Adanya sejarah panjang ketidakpercayaan antara perusahaan
tambang dengan komunitas lokal membuat terkendalanya keberlanjutan
sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat menuntut hak
mereka secara tegas, dan baik pemerintah maupun perusahaan
partambangan belum sepenuhnya mampu atau siap untuk bereaksi,
meskipun ada relevansi tuntutan. Perusahaan pertambangan sering

menghadapi tuntutan paling luas di daerah-daerah di mana lembaga
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negara lemah. Beberapa perusahaan bahkan dipaksa untuk mengambil
tanggung jawab baru untuk melestarikan penerimaan sosial penduduk
setempat terhadap penambangan. Asumsi ini oleh perusahaan _tgnggung
" jawab pemerintah berubah, dengan gerakan yang dibuat menuju
pemahaman tentang pentingnya lembaga lokal. Partisipasi masyarakat
dan hak-hak masyarakat juga telah diakui lebih balk, ini telah diklaim telah
mengubah hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Untuk
pemahaman vang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat dan
menggunakan LSM sebagai konsiliator untuk perselisihan. Distribusi
manfaat dari penambangan harus diselesaikan melalui proses kerja sama
dan dianggap sebagai kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan
pertambangan. Sepanjang garis, perencanaan harus sebanding dengan
kapasitas untuk mengimplementasikan tindakan yang disarankan, yang
harus diputuskan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah
tertentu, masyarakat, pemerintah, dan layanan. Ini adalah tugas yang
sangat sulit dan terutama menuntut sehubungan dengan struktur
pemerintah, karena pembangunan berkelanjutan bersifat lintas sektoral,
sementara keputusan politk biasanya tidak dapat mengambil bidang
sosial, ekonomi, dan ekologi sama-sama menjadi pertimbangan (Von
Ciriacy & Wantrup, 1852),

Hak dan keadilan partisipalif saat ini dianggap penting untuk
pengembangan masyarakat. Pada saat vyang sama, industri
pertambangan dunia membutuhkan praktik-praktik baru. Produksi

informasi dan akses terhadap informasi terkait erat dengan keadilan sosial
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dan kapasitas individu untuk membela hak mereka atas sumber daya.
Peningkatan kerjasama dan pemahaman yang lebih dekat antara semua
peserta selama proses pengambilan keputusan dapat lebih baik dicapai
dengan marhpefhatihah ﬂp_r'nses parﬁbuatan informasi. Informasi harus
mudah diakses tetapi juga dapat dipahami oleh semua yang terlibat,
seharusnya tidak menciptakan ketidaksetaraan, tetapi harus memuluskan
perbedaan antara para peserta. Sebagai kesimpulan, komunikasi dan
informasi harus sedemikian rupa sehingga semua aktor dapat mengambil
bagian dalam diskusi tentang proses pengambilan keputusan sehingga
menjadi lebih setara: resclusi yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan.
Akses yang sama terhadap informasi sebagian besar didasarkan pada

peningkatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat (Kitula, 2006)

2.1.3 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam
Dimensi Lingkungan

Selama 50 tahun terakhir telah dapat dibuktikan bahwa pemanasan
global yang sekarang ini kita rasakan terjadi terutama karena ulah
manusia sendiri. Emisi dari gas-gas rumah kaca seperti CO2 dan N20O
dari aktivitas manusia adalah penyebabnya. Konsentrasi gas CO2 di
atmosfer naik 30% selama 150 tahun terakhir. Kenaikan jumlah emisi CO2
ini terutama disebabkan karena pembakaran sumber energi dari bahan
fosil (antara lain minyak bumi). Selain itu, perubahan dalam penggunaan
sumber daya alam lainnya juga memberikan kontribusi pada kenaikan

jumlah CO2 di atmosfer: 15% oleh penggundulan dan pembakaran hutan
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dan lahan untuk diubah fungsinya (misalnya dari hutan lindung menjadi
hutan produksi) (WRI, 2000).

Masalah ekologi lainnya adalah degradasi tanah atau hilangnya
kesuburan tanah. Ini dapat diakibatkan ocleh erosi akibat air dan angin,
penggaraman dan pengasaman tanah, dan sebagainya. Penyebab
hilangnya kesuburan tanah lainnya adalah hilangnya lapisan humus dan
mikro organisme, zat makanan pada tanah, dan kemampuan tanah
menguraikan sampah/limbah. Tanah yang tandus (kering) adalah akibat
dari degradasi sumber daya tanah seperti yang sudah lama terjadi pada
beberapa daerah tandus di Indonesia, seperti di Jawa pada daerah
Gunung Kidul, Yogyakarta. Di seluruh dunia, 15% tanah mengalami
degradasi. Selain diakibatkan erosi oleh air dan angin, degradasi tanah ini
juga disebabkan oleh penggunaan zal-zat kimia (pestisida). Terancamnya
kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayali oleh tangan manusia
juga menjadi masalah ekologi lainnya. Setiap tahunnya 6000 jenis hewan
punah yang terdiri dari 13% unggas, 25% mamalia, dan 34% ikan. Hilang
atau punahnya keanekaragaman biologis tidak hanya berarti sumber daya
alam yang tidak ternilai yang dapat digunakan untuk obat-obatan dan
tempat berekreasi hilang, tapi juga mengancam keberlangsungan
ekosistern secara keseluruhan, mengancam kemampuan alam sebagai
penyedia sumber daya untuk produksi (fungsi ekonomis) dan dalam
melakukan fungsi regulasinya (UNDP, BPS & Bappeda, 2002).

Konsumsi air dari tahun ke tahun juga terus bertambah sejalan

dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri dan usaha-usaha di
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sektor pertanian. Dari total konsumsi air di seluruh dunia, sekitar 70%
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Pencemaran air
dan tanah semakin memperburuk ketersediaan air bersih bagi
kelangsungan hidup manusia. Pencemaran air dan tanah ini terutama
disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida untuk pertanian dan

perkebunan (WRI, 2000).

2.1.4 Konsep Pemikiran Pembangunan Berkelanjutan dalam Dimensi

Politik

Menurut Miriam Budiardjo (1998), seorang ilmuwan politik
indonesia senior, menyatakan bahwa bahkan meskipun ada banyak
definisi politik yang dibentuk cleh banyak sarjana, ada lima konsep utama
ilmu politik sebagai berikut: politik sebagai konsep negara, politik sebagai
konsep kekuatan, politik sebagai konsep pengambil keputusan, politik
sebagai konsep kebijakan, dan p-nlill!-;: sabagai konsep distribusi (alokasi).

Politik sebagai negara mempunyai konsep bahwa negara adalah
organisasi di tempat tertentu yang memiliki kekuatan sah tertinggi dan
dipatuhi oleh rakyatnya. Dalam konsep ini, para cendekiawan
menekankan negara sebagai pusat politik dan memberikan perhatian
yang kuat kepada institusi resmi negara, oleh karena itu konsep ini juga
dikenal sebagai "pendekatan institusional®. Roger F. Soltau dalam
"Pengantar Politik" menyatakan: "llmu politik adalah studi tentang negara,
tujuan dan institusi yang melaluinya ini akan direalisasikan, hubungannya

dengan anggota individu, dan negara-negara lain "(Budiardjo, 1998).
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Politik sebagai konsep kekuatan bermaksud bahwa kekuatan
adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi
perilaku orang lain atau kelompok untuk mematuhi dan sejalan dengan ide
atau tujuannya. su sentral dari konsep ini adalah melihat politik sebagai
proses bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, atau
juga disebut dengan perebutan kekuasaan. Fokus perhatian para ilmuwan
politik berpusat pada perjuangan untuk mendapatkan atau
mempertahankan kekuasaan, untuk menjalankan kekuasaan atau
pengaruh atas orang lain, atau untuk melawan latihan itu {Budiardjo
1998).

Politik sebagai konsep pengambilan keputusan berarti pengambilan
keputusan mengacu pada proses membuat atau memilih dari alternatif.
Titik sentral dalam konsep ini adalah melihat politik sebagai proses
pengambilan keputusan untuk mencapai satu konsensus yang dipegang
oleh masyarakat secara kolektif dan orang-orang dalam masyarakat harus
menghormati setiap keputusan yang mereka buat bersama. Joyce Mitchell
menulis dalam "Analisis Politik dan Kebijakan Publik,” "Politik adalah
pengambilan keputusan koleklif atau pembuatan kebijakan publik untuk
seluruh masyarakat” (Budiardjo, 1998).

Politik sebagai konsep kebijakan mengandung arti kebijakan adalah
kumpulan kepulusan yang telah diambil dan disusun oleh seseorang atau
kelompok untuk merumuskan dan memutuskan beberapa tujuan / sasaran
dan strategi atau langkah untuk mencapai tujuan [/ sasaran tersebut, Para

sarjana di bidang ini percaya bahwa setiap masyarakat memiliki

24



kepentingan/golnya sendiri. Dan untuk mencapai tujuan ini, masyarakat
harus memiliki kerja sama antara anggota yang memiliki otoritas yang sah
(dalam konteks ini pemerintah) untuk merumuskan konsensus yang harus
ditulis sebagai kebijakan hukum. David Easton memandang bahwa ilmu
politik adalah studi tentang pembuatan kebijakan publik. Lebih jauh,
Easton menyatakan dalam “Sistem Politik,” *Kehidupan politik menyangkut
semua Jenis kegiatan yang mempengaruhi secara signifikan kebijakan
otoritatif yang diadopsi untuk masyarakat dan cara mempraktikkannya.
Kami dikatakan berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika kegiatan
kami terkait dalam beberapa cara unluk pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan untuk masyarakat. "(Budiardjo 1998).

Politik sebagai konsep distribusi/alokasi berarti distribusifalokasi
adalah pemberian atau transfer porsifbagian nilai dalam masyarakat. Para
sarjana yang menekankan politik sebagai masalah bagaimana mencapai
pandangan distribusi yang sangat adil bahwa konflik utama yang mungkin
terjadi dalam masalah ini adalah ketika distribusi / alokasi telah ditetapkan
tidak adil atau ketidakseimbangan. Dan penelitian dan audit pada
kekuatan penguasa dan kebijakan pemerintah adalah faktor paling penting
untuk menemukan di mana titik lemah dari distribusi yang tidak adil.
Harold Laswell memandang politik dalam perspektif yang sangat
sederhana seperti dalam sudut pandangnya, politik hanyalah masalah
siapa yang mendapat apa, kapan dan bagaimana (Budiardjo 1998).

Keberlanjutan dimensi politik tidak terlepas dari seberapa besar

kasus penyelesaian korupsi. Persoalan pemberantasan korupsi
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merupakan agenda besar bangsa Indonesia yang belum tuntas dalam
beberapa tahun bahkan dekade yang akan datang (Haryadi, 2014).
Bahkan korupsi telah menjangkiti berbagai lini kekuasaan baik eksekutif,
legislatif maupun yudikatif (Danil, 2011).

Perencanaan pemberantasan korupsi yang telah dibuat dalam
berbagai perundang-undangan merupakan model pembangunan yang
bersifat teknokrat yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,
akan berhadapan dengan model perencanaan pembangunan politik yang
dituangkan oleh Presiden Jokowi dalam RPJM 2014-2019 (Risnain, 2014).
Jika tidak sinkronisasi akan berdampak negatif bagi upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi. Program politik pemberantasan korupsi
Presiden Jokowi-JK dengan nama MNawacita harus mampu
menuangkannya dalam RPJM vyang diselaraskan dalam program
pembangunan hukum. Untuk menjamin kesinambungan politik hukum
pemerintahan maka diperiukan koordinasi antar berbagai instansi

pemerintah (Ardiwisastra, 2010).

2.2 Tinjauan Teoritis Hubungan Antar Variabel Eksogen dan Endogen
2,21 Hubungan Teoritis Investasi Swasta dan Pembangunan
Berkelanjutan
Ketika menganalisis teori yang mendasari antara investasi swasta
dengan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari teori perdagangan
internasional. Hal ini didassri pada model Heckscher-Ohlin dimana

investasi swasta dalam bentuk modal asing (foreign direct investment/FDI)
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harus mengambil keuntungan dari para pekerja yang berketerampilan
rendah di negara berkembang yang pada gilirannya mengurangi dispersi
upah dan ketidaksetaraan pendapatan dalam perkenomian dalam negeri.
Proses sebaliknya terjadi di negara maju yang merupakan sumber FDI
memberikan peningkatan ketimpangan pendapatan (Mihaylova, 2015).

Penetrasi investasi asing dapat mengarah pada hasil yang
berlawanan dengan yang diprediksi oleh Teorema Stolper-Samuelson,
yaitu peningkatan dalam permintaan lenaga Kerja terampil dan
peningkatan ketimpangan pendapatan (Lee dan Vivarelli, 2008).

Menurut model Feenstra-Hanson (1997), arus masuk investasi
meningkatkan Kkelidakselaraan pendapatan baik di negara pemberi
maupun penerima investasi. Hal ini didasari dalam hal pasar tenaga kerja
di negara berkembang tidak memerlukan keterampilan intensif seperti di
negara maju sehingga melalui transfer teknologi di negara maju mungkin
padat keterampilan dalam hal pasar tenaga kerja di negara penerima.

Di tambah lagi dengan adanya liberalisasi pasar tenaga kerja
domestik pada globalisasi yang sering disertai dengan kebijakan yang
berorientasi pasar atau privatisasi perusahaan milik negara yang mungkin
juga menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi di negara
tuan rumah (pemberi investasi) (Milanovic, 2003).

Dalam teori modernisasi ekonomi neoklasik yang dikemukakan
oleh Rostow (1960), mengasumsikan bahwa negara-negara maju dari
tradisionalisme ke modernitas dilakukan secara bertahap. Bahwasanya

ekonomi yang kurang berkembang dapat bertermu dengan ekonomi maju
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mengalir dengan sendirinya melalul integrasi ke dalam ekonomi dunia.
Para pendukung teori modemisasi berpendapat bahwa investasi swasta
dalam bentuk modal asing (foreign direct investment/FDI) menghasilkan
berbagai efek langsung positif bagi ekonomi dalam negeri, transfer
teknologi, keahlian dan keterampilan ménajeri&l. penciptaan lapangan
kerja, peningkatan kompetisi, produktivitas, dan pertumbuhan, Kaitannya
dengan adanya ketimpangan, ini dianggap sebagai prasyaral yang
diperlukan untuk peningkatan pendapatan masing-masing individu. Hal ini
sejalan dengan hipotesis “"Kurva Kuznets Terbalik', yang menyatakan
bahwa ketimpangan pendapatan meningkal pada tahap awal
pembangunan tetapi kemudian menurun setelah tahap pembangunan
tertentu tercapai. Distribusi investasi swasta mendorong pertumbuhan dan
manfaatnya akhirnya tersebar ke seluruh aspek ekonomi. Pada awalnya
parfumbuhan investasi terbatas pada para pekerja menerima upah yang
lebih tinggi, maka dalam jangka panjang pertumbuhan di sektor-sektor
utama memiliki potensi dalam penurunan ketimpangan pendapatan
{(Mihaylova, 2015).

Investasi swasta dalam sualu yang melibatkan investor dapat
menjadi kriminal ekonomi karena diduga terjadi sengketa antara investor
dengan negara. Dimana kejahatan atau kriminalitas ekonomi merupakan
kejahatan tanpa kekerasan vyang mengakibatkan kerugian finansial

sehingga mengakibatkan investasi swasta memicu kriminalitas (Kryvoli,

20035).
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Investigasl dan penuntutan atas kejahatan ekonomi dapat
melanggar kewajiban internasional dalam bentuk obligasi internasional
sehingga menimbulkan tuntutan hukum terhadap inveslor. Selain itu,
perwakilan negara dapat terlibat dalam kejahatan ekonomi seperti

penyuapan atau pencucian uang (Schneider, 1987).

Jenis-jenis kriminalitas atau kejahatan ekonomi yang muncul dalam
perselisihan antara investor dengan negara meliputi penyuapan,
penggelapan pajak, bank, penipuan akuntasi dan sekuritas (Bosworth &
Saltmarsh, 1995), Karena tuduhan pencucian uang terjadi dalam konteks
klaim atas hasil kejahatan, penjualan asset palsu, penjualan barang-
barang mahal yang disengaja, dan penipuan penggantian biaya (The
Rompetrol Group, 2013).

Megara juga dapat memulai proses pidana sebagai lindakan
defensif (misalnya untuk menghindar vyurisdiksi atau sebagal bentuk
pembalasan) dan ilegalitas hanya dapat digali ketika klaim diajukan
terhadap negara. Inisiasi investigasi kriminal adalah tindakan berdaulat,
tetapi jika proses tersebut melanggar standar hukum internasional, negara
dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi (Quiborax, 2010).

Adapun antara investor dengan pengadilan negara domestik harus
memutuskan pada awal apakah mereka memiliki yurisdiksi dalam kasus-
kasus di mana investasi yang mendasarinya diperoleh dengan cara ilegal,
seberapa jauh mereka harus memeriksa dugaan kejahatan ekonomi, dan
berapa batasan rasa hormat mereka terhadap proses dan keputusan

pengadilan domestik (LaFree & Tseloni, 2008)).
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Korupsi tetap menjadi perhatian utama hukum bagi investor yang
memutuskan di mana akan berinvestasi. Selama dua dekade terakhir,
komunitas internasional telah memberikan perhatian yang semakin besar
untuk menangani kejahatan ekonomi, termasuk dalam konteks investasi
asing di tingkat regional dan global. Selain konvensi internasional
multilateral memerangi kejahatan ekonomi, beberapa negara baru-baru ini
menyimpulkan perjanjian investasi bilateral dengan ketentuan yang secara
tegas ditujukan pada pencegahan kejahatan ekonomi (Godson, 2003).

Kriminal ekonomi, seperti suap, sangat sulit dibuktikan. Konsep
hukum tentang beban pembuktian membantu menyelesaikan
ketidakpastian dan mendorong banyak pihak untuk menghadirkan bukti
untuk mendukung klaim investasi mereka. Dibandingkan dengan
pengadilan domestik, antara investor dengan pengadilan negara tidak
memiliki alat dan kekuatan untuk menyelidiki kejahatan dengan benar dan
mengandalkan pengajuan para pihak yang bersengketa, Beberapa
pengadilan menghindari memeriksa secara rinci dugaan kejahalan
ekonomi, seperti pencucian uang, karena kurangnya bukti (Yukos
Universal, 2009).

Namun ada juga bukti kuat dan substansial dari keterlibatan aktif
investor dalam dugaan kejahatan ekonomi, untuk memutuskan apakah
klaim tersebut dapat dikalahkan karena ‘perlindungan investasi tidak
dimaksudkan untuk memberi manfaal kepada penjahat (Vogenauver &

Kleinheisterkamp, 2009).
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Dalam memfasilitasi kepastian hukum mengenai efek penyuapan,
pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya dalam hukum investasi
internasional, perjanjian harus memasukkan ketentuan tentang dampak
kejahatan ekonomi. MNegara Juga dapatl mengeluarkan pernyataan
interpretatif bersama pada perjanjian yang telah disimpulkan sebelumnya,
atau mengganti perjanjian lama dengan perjanjian bilateral modern, baik
satu per satu atau melalui perjanjian regional (Hindelang & Kryvoi, 2017).

Menurut Brown et al (1993) berpendapat bahwa investasi
sebenamya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan saat
diterapkan pemanfaatan tenaga kerja tidak terampil yang berpendapatan
rendah. Hal ini mengakibatkan dengan adanya peningkatan investasi
menaikkan pendapatan golongan rendah.

Tsai (1995) juga berpendapat bahwasanya investasi merangsang
pertumbuhan ekonomi dan manfaat akhimya menyebar ke seluruh
ekonomi. Wood (1995) berpendapat bahwa dengan investasi baru
menciptakan tempat kerja baru bagi tenaga kerja berketerampilan rendah.
Dan Paoclo (2006) terjadinya efek non-linear saal investasi meningkat
maka ketimpangan upah meningkat dan efek akan berkurang dengan

peningkatan lebih lanjut dalam investasi.

2.2.2 Hubungan Teaoritis Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan
Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Musgrave dalam Bratakusumah (2002) penyelenggara

permerintahan, baik di pusat maupun di daerah, menjalankan paling sedikit
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tiga fungsi utama dalam pembiayaan publik yaitu, fungsi alokasi, fungsi
distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam rangka menjalankan fungsi
distribusi, pemerintah umumnya menggunakan instrumen transfer.

Transfer bertujuan untuk pemerataan atau mengurangi
ketimpangan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun
horisontal (antar daerah), memperbaiki eksternalitas spasial di perbatasan
wilayah, mengarahkan prioritas pembangunan, dan mendorong lahirmya
ide-ide baru dari daerah (Ulbrich, 2003), |

Pelaksanaan transfer di Indenesia diatur dalam Undang-Undang
Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah. Dalam Undang-undang
tersebutdinyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan menurut Undang-undang
tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAL),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum DBH dan DAU
digolongkan ke dalam bentuk transfer fidak bersyarat (unconditional
transfer), sedangkan DAK digolongkan ke dalam bentuk transfer bersyarat
(conditional transfer),

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APEN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu
dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang bersumber dari
pajak dan sumber daya alam. Nilai yang tinggi serta porsi terbesar

diberikan kepada daerah penghasil, kecuali minyak dan gas bumi. Dana

32



bagi hasil sumber daya alam selama inl menjadi sumber penerimaan
utama bagi daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Ditambah
dengan sifat transfer yang tidak bersyarat, pemerintah daerah dapat
menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas daerah (Wilhelm &
Fiestas, 2005).

Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh alokasi
pengeluaran pemerintah. Prinsip utama dalam mengalokasikan
pengeluaran pemerintah adalah didasarkan pada kebutuhan mengatasi
kegagalan pasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seria
memperbaiki distribusi pendapatan guna mengurangl kemiskinan.
Sehingga pada akhimya akan membuat hubungan yang tingginya
anggaran pengeluaran pemerintah untuk sumber daya alam akan
mengurangi ketimpangan pendapatan (Wilhelm & Fiestas, 2005).

Pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui dua cara, vyaitu
meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan
meningkatkan kesempatan orang miskin untuk berkontribusi pada proses
pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sumber daya manusia dan
pengurangan biaya transaksi. Namun umumnya yang digunakan selama
ini adalah pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi secara Keseluruhan, dimana pengurangan kemiskinan lebih
mengharapkan pada dampak tidak langsungnya melalui pertumbuhan

ekonomi. Sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan
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pengurangan kemiskinan menjadi tantangan dan permasalahan yang
sangat penting bagl pemerintah dalam menentukan pengeluarannya
(Wilhelm & Fiestas, 2005).

Menurut Lisna dkk (2014) bahwasanya pemerintah daerah yang
marniiii-:i dana bagi hasil lebih besar dapat mencapai pertumbuhan pro-
poor yang berdampak besar menurunkan kemiskinan terutama di
kelompok penduduk miskin pertanian. Jika penerimaan dari transfer DAU
dialokasikan lebih besar untuk belanja perindustian maka akan
berdampak besar menurunkan headcount index pertanian melalul peran
PDRB industri pengolahan berbasis pertanian seperti industri makanan
jadi. Dengan demikian, kebijakan peningkatan dana bagi hasil sebagai
salah satu komponen kapasitas fiskal yang selanjutnya dialokasikan lebih
besar untuk belanja-belanja sektor rill terutama pertanian dan
perindustrian berdampak besar menurunkan tingkat kemiskinan pertanian
sebagai kantong kemiskinan terbesar di Indonesia sehingga dapat
mempercepat laju penurunan kemiskinan nasional. Dengan demikian
terjadinya peningkatan dana bagi hasil mempercepat menurunkan

ketimpangan pendapatan,

2.2.3 Hubungan Teoritis Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Lothering & Elkington (2008) bahwa demokrasi liberal
tidak mampu mengelola dan memberikan keberanjutan pembangunan

secara memadai karena teradi inkoherensi kebijakan, kelembaman
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struktur demokrasi dan ketidakpercayaan terhadap polittk dan proses
politik.

Aspinal (2014) menyebutkan bahwa adanya pengaruh yang positif
antara demokrasl terhadap menurunnya ketimpangan pendapatan.
Ditambah iagi Mietzner (2012) juga berpendapat senada bahwasanya
dalam tahun politik menjelang pemilihan umum, paham demokasi telah
menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.

Adapun bentuk pemerintahan memaksakan serangkaian tuntutan
dan kendala yang berbeda pada |lembaga-lembaga hukum mereka, tren
global demokratisasi menciptakan sistem peradilan pidana (kriminalitas)
yang transparan dan akuntabel di seluruh dunia, Namun demikian, banyak
negara lelah berhasil menjatuhkan rezim otoriter dan menggantinya
dengan pemerintah yang dipilih secara bebas, hanya beberapa dari
mereka yang berhasil mengembangkan institusi peradilan pidana dan
praklik yang sejalan dengan cita-cita demokrasi kesetaraan, keterbukaan,
dan keadilan. Sehingga bentuk pemerintahan demokrasi menurunkan
praktek kriminalitas (Prillaman, 2000; Solomon & Foglesong, 2000; Ungar
2002),

Sayangnya, siklus pemilu reguler tidak dengan sendirinya
merupakan penentu yang cukup dari demokrasi yang matang. Masyarakat
otoniter dapat menjadi "demokrasi disjungtif’ dengan mengadakan
pemilinan kompaetitif berulang tanpa menjadi demokrasi liberal (Rodrigues,

2008).
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Demokrasi liberal, juga dikenal sebagal liberalisme konstitusional,
adalah suatu bentuk demokrasi representatif di mana kekuasaan pejabat
terpilih dimoderasi oleh berfungsinya lembaga-lembaga konstitusional
yang melindungl hak-hak dan kebebasan individu dan minoritas dan
membatasi saj:lauh mana kehendak mayoritas dapatl dilaksanakan
(Zakaria, 2003).

Secara sosial, ini ditandai dengan toleransi dan pluralisme.
Demokrasi disjungtif berbeda dari demokrasi liberal dalam hal lﬁereka
masih menderita cacat serius dalam hubungan antaretnis, diskriminasi
terhadap minoritas dan kelompok yang kurang beruntung, kekuatan
eksekutif yang tidak terkendali, dan/atau pers yang lemah. Penjajaran
ekspansi demokrasi demokrasi yang stabil selama dua dekade terakhir,
dan stagnasi dalam tingkat kebebasan sipil di banyak negara,
menunjukkan kesenjangan yang mengganggu antara kedua standar
tersebut sehingga memunculkan pengaruh yang negalif terhadap
tingginya angka kriminalitas (Zakaria 2003).

Facker {1968) menjelaskan bahwa nilai-nilai dan praktik-praktik
yang ditemukan dalam masyarakat otoriter cocok dengan semua ciri-ciri
dasar model pengendalian kriminalitas. la menambahkan bahwa ada
administrasi peradilan, yang diorganisasikan dalam penindasan perilaku
kriminal. Seluruh sistem dirancang untuk mencegah kejahatan seria untuk
mengidentifikasi pelanggar hukum pada secara maksimum efisiensi
maksimum. Efisiensi, menurut Packer, adalah “"kapasitas sistem untuk

menangkap, mengadili, menghukum, dan membuang sebagian besar
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pelaku kejahatan yang pelanggarannya diketahui®, Pusat penyelesaian
untuk proses peradilan pidana terletak pada tahap pencarian fakta
administratif awal diawasi oleh polisi, jaksa penuntut, atau hakim
investigasi. Pada saat yang sama, tahapan ajudikasi selanjutnya relatif
tidak penting dan 5|;=rrlng terpotong., Kecepatan dan finalitas dicapai
dengan memberikan lembaga penegak hukum tenaga kerja yang unggul
dan izin hukum untuk menyaring tersangka dan untuk menentukan
kesalahan faktual dengan tingkat gangguan minimum. Efisiensi proses
hukum dalam model ini ditingkatkan dengan asumsi bersalah dan
dibuktikan dengan aliran kasus yang terus-menerus kepada pejabat yang
menangani kasus secara seragam dan rutin. Finalitasnya, pencapaian
tahap terakhir dari proses kriminal, juga dijamin dengan meminimalkan
Jumlah kasus yang dipecat selama yudikasi dan penuntutan, yang
memastikan bahwa pelanggar hukum membayar untuk tindakan
berbahaya mereka.

Menurut Alesina (1994) bahwa sifat diktator dalam pemerintahan
demokrasi akan menaikkan koefisien gini. Artinya pemerintahan yang
diktator mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan. Karena
seorang diktator tidak mampu sepenuhnya memenuhi tuntutan sosial,
karena takut digulingkan sehingga mempengaruhi jumiah suara dan
keputusan kebijakan mempengaruhi distribusi pendapatan. Senada
dengan yang diungkapkan dengan Perotti (1983); Saint-Paul & Verdier
(1992); Fernandez & Rogerson (1992), Benhabib & Rustichini (1991);

Pearson (1991).
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Westall (2015) berpendapat bahwa gagasan dan realitas
pembangunan berkelanjutan dan demokrasi dapat menjadi tumpang tindih
dan bisa juga saling bergantung dan menguatkan. Misalnya pada
partisipasi masyarakat untuk bersatu dan terlibat dalam keputusan tentang
bagaimana kita hidup, {.‘;an tujuan yang ingin kita capai sebagai
masyarakat. Sehingga dengan kebulatan pendapat dapat memungkinkan
terjadinya inovasi tingkat tinggl dan merespons tantangan dengan cepat.
Adanya keadilan, legitimasi dan transparansi yang dicapai dalam
perlindungan demokratis juga dapat membuat pencapaian pembangunan
berkelanjutan.

Meadowcroft et al, (2012); Beckman, (2008); Bluhdorn, {2012); dan
Lafferty, (2012) mengatakan dalam risetnya bahwa interaksi antara
demokrasi dan pembangunan berkelanjutan tidak menerima perhatian dan
implikasi yang cukup, yang membutuhkan adaptasi, dan transformasi
sistern politik demokrasi., Perubahan radikal pada praktik ekonomi, sosial,
dan lingkungan yang cenderung membutuhkan lebih banyak koordinasi
dan keterlibatan antara pemerintah, orang-orang, masyarakat sipil, dan
bisnis, yang menyiratkan bentuk politik demokrasi yang berbeda dan lebih

luas.

2.2.4 Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan
Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Murwanto (2014) Tujuan pembangunan ekonomi di

Indonesia pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya,
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sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran
global "Deklarasi Millennium” yang ditandatangani di New York tahun
2000 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan tersebut dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs),

Setelah tujuan era MDGs-berhaslf dicapal, selanjutnya era SDGs
(Sustainable Development Goals) dimulai dan dirancang untuk
meneruskan capaian yang telah diraih oleh MDGs sebelumnya.
Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dard SDGs dan
merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah, dapat diukur dengan menggunakan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) (Putra & Ulupui, 2015).

IPM sebagai salah satu dar indikator alternatif, untuk menilai
kesejahteraan masyarakat, mencakup tiga komponen yang dianggap
mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk
menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan
manusia. Ketiga komponen tersebut adalah: 1) Peluang hidup, 2)
Pengetahuan, 3) Hidup layak (Sanggelorang et all, 2015).

Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persocalan utama
yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan
dinyatakannya no powverly (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama
prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan
dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia (Ishartono dan Santoso,
2016).

Menurut Santosa (2013) semakin meningkatnya daya beli
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masyarakat yang di dukung oleh pendapatan yang semakin tinggi tentu
akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan menuju pada
hidup yang lebih sejahtera. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita
dapat memberikan dampak pada jumléh penduduk miskin disuatu daerah
sebab semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita menunjukkan adanya
peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan,

Menurut Blau & Blau (1982) adanya ketidaksetaraan pendapatan
akan meningkatkan perasaan perampasan dan ketidakadilan.
Ketidaksetaraan dapat diperburuk oleh ras. Psikolog evolusi, Wilson &
Daly (1997) memandang kriminalitas sebagai akibat dari persaingan
status. Mereka berpendapat bahwa orang-orang di bagian bawah
distribusi pendapatan sangal sensitif terhadap ketidaksetaraan dan ini
mengarah pada perilaku risiko kejahatan ketika kegiatan berisike rendah
menawarkan pengembalian yang buruk kepada individu,

Menurut Becker (1968) bahwa tingkat kriminalitas tergantung pada
resiko dan sanksi alas kejahatan dan perbedaan potensi keuntungan dari
kejahatan tersebut dalam bentuk opporfunity cost. Keuntungan bersih ini
telah mewakili perbedaan kekayaan antara si miskin dan si kaya seperli
yang dijelaskan oleh Bourgiugnon {2000). Kelly (2000) menafsirkan bahwa
ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan antara keuntungan
dengan biaya peluang kriminalitas. Penduduk yang berada di pendapatan
kelas bawah memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi daripada di

daerah penduduk yang berada di pendapatan kelas menengah atau tinggi
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(Braithwaite, 1979). Ada harga & insentif atas kriminalitas dalam melihat

masalah ketimpangan pendapatan (Ehlirch, 1973).

2.2.5 Hubungan Teoritis Kriminalitas dan Pembangunan

Berkelanjutan |

Dalam konteks aktualisasi pembangunan bahwa pengendalian dan
perkembangan kriminalitas atau kejahatan merupakan hal yang relatif
berbeda atas pengambil kebijakan yang terjadi dalam praktik internasional
sejak awal tahun 1900-an. Oleh karena itu, minat komunitas
pembangunan internasional terhadap kriminalitas terbatas terutama pada
proyek 'reformasi sektor keamanan' di masyarakat pasca-konflik (Ellison
2007, Gordon 2014).

Menurut Jesperson (2015) yang mengamati bahwa sebelum
adanya konsep pembangunan berkelanjutan, banyak aktor pembangunan
tetap ragu-ragu untuk memasukkan masalah kriminologis ke dalam
mandat formal mereka karena mereka khawatir hal itu akan membuat
pembangunan menjadi sarana untuk mencapai keamanan.

Adanya kekhawatiran ini tidak berdasar karena apabila "sekuritisasi’
masalah pembangunan lainnya didokumentasikan dengan baik dan
banyak masalah kriminologis sangal rentan terhadap manipulasi politik
dan kewirausahaan moral, sehingga saal terjadi masalah dalam
kriminologis akan berpengaruh kepada pembangunan (Pickering, 2007 ).

Para kriminolog telah mempelajari dampak perkembangan

terhadap kejahatan tetapi secara komparalif sedikit mengatakan tentang
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dampak kejahatan terhadap pembangunan atau hubungan dialektis, dua
arah antara fenomena-fenomena ini dan menyimpulkan kejahatan
mempunyai hubungan yang positif terhadap pembangunan (Liu, 2006)

Permasalahan  menyangkut  pembangunan  berkelanjutan
didasarkan pada seperangkat wacana yang rﬁembarantas kriminalitas
kekerasan dan tidak adanya aturan hukum sebagai hambatan untuk
pembangunan (Jesperson, 2015),

Adanya kontrak historis antara kriminolog dan sektor pembangunan
internasional telah menjadi pembahasan dalam banyak penelitian. Sektor
pembangunan internasional (kadang-kadang digambarkan sebagai
‘komunitas’) atau lorganisasi internasional, organisasi keuangan
internasional, lembaga bilateral, organisasi non-pemerintah (baik
internasional dan lokal), kontraktor swasta, badan amal dan konsultan
independen yang bekerja untuk mempromosikan atau memperoleh
keuntungan dari pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan
(Blaustin et all, 2017).

Bahkan menjadi suatu kebenaran ubahwa pembangunan tidak
memiliki definisi vang disepakati secara universal, tetapi masyarakat maju
digambarkan memiliki kermampuan untuk menghasilkan produksi barang
dan jasa yang memadai dan terus berkembang secara produktif dan
efisien, dalam mengakumulasi modal, dan untuk mendistribusikan kembali
hasil-hasil produksi dengan cara yang relatif adil (Jaffee, 1998 dalam

Blaustin, 2017).
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Sebuah topik yang terkait erat dalam penelitian green criminolog
menyangkut ekonomi politik masyarakat kapitalis maju dan kontribusinya
pada 'organisasi ekologis' pada pembangunan berkelanjutan (Lynch et all,
2013). Green criminolog telah mengungkap ketidakadilan yang terkait
dengan produksi, transfer dan pembuangan bahan-ha.han pencemar dan
limbah, dan dampak materialnya pada populasi manusia, spesies bukan
manusia seperti tanaman dan hewan, dan ekosistem (Ruggiero & South,
2010). Penelitian mereka lebih lanjut menunjukkan bahwa apa yang terjadi
pada tanah, udara dan air berhadapan dengan proses industri dan
perdagangan yang memiliki hasil pencemaran dan limbah mempengaruhi
kesehatan dan kesejahteraan orang-orang dan habitat tertentu (Ruggiero
& South, 2013),

Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat kejahatan yang terjadi di
daerah penghasil sumber daya alam lelah meningkatkan kekhawatiran,
membawa konsekuensi material dan imaterial yang masih harus dipahami
dengan baik. Strategi anti-kejahatan periu segera diimplementasikan
untuk mempromosikan komunitas yang aman dan berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan. Kriminalitas perlu diperhitungkan selama
proses perencanaan, karena komponen berharga dapat disediakan yang
dapat menawarkan pendekatan yang efektif untuk pencegahan kejahatan
dan peningkatan keselamatan masyarakat (Santana, 2009),

Harris (2000) berpendapat bahwa terdapat biaya finansial atas
kriminalitas yang terjadi karena memiliki efek memiliki efek emosional dan

fisik yang mendalam pada para korban, menyebabkan perubahan perilaku
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yang dapat membawa konsekuensi serius bagi seluruh masyarakat, Ini
termasuk juga atas ketakutan akan kejahatan (kegelisahan dan rasa tidak
amany), yang hasilnya mungkin sebenarnya lebih buruk daripada kejahatan
itu sendiri (Carter & Jones, 1989) karena menyebabkan orang mengubah
secara drastis rutinitas harian mereka. |

Kalau dipilah antara daerah perkotaan dan pedesaan terhadap
insiden kriminalitas tentunya perbedaan yang sangat jelas terjadi banyak
di daerah perkotaan. Ini jelas hasil dari fakta bahwa ada jauh lebih banyak
barang yang tersedia di kota untuk dicuri dan dijual. Namun, itu juga
mencerminkan fakta bahwa semakin banyak orang telah pindah ke kota-
kota dalam beberapa dekade terakhir, hanya untuk menemukan diri
mereka hidup di daerah kumuh dalam situasi pengucilan sosial (Cozen,
2002). Di tambah lagi, kriminalitas yang terjadi di masyarakal karena
memiliki perbedaan besar antara kekayaan dan kualitas hidup {(Cozen,
2002),

Bagi orang-crang yang berpenghasilan rendah, fakior-faktor seperti
itu dapat membuatnya lebih mudah untuk beralih ke kriminalitas sebagai
bentuk subsisten dan cara memperoleh barang yang seharusnya tidak
terjangkau, dengan demikian meningkatkan status sosial seseorang.
Akhimya, lingkungan perkotaan juga menawarkan lebih sedikit kontrol
sosial dan lebih banyak anonimitas, yang dapat menguntungkan para
penjahat. Memang, studi pola distribusi kejahatan dalam kota telah

menunjukkan bahwa tidak adanya fungsi pengawasan alami sebagai
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variabel yang mempengaruhi timbulnya jenis kejahatan tertentu di tempat-
ternpat di mana motivasi dan banyak peluang (Harries, 2000).

Dengan demikian, penelitian kriminal telah mengkonfirmasi bahwa
terdapat pola yang jelas untuk kejahatan, dengan konsentrasi di tempat-
tempat tertentu dan pada waktu tertentu (Cozens, 2002). Artin}ra.l insiden
tidak didistribusikan secara acak; sebaliknya, ada daerah-daerah tertentu
di kota-kota yang relatif kecil, tetapi di mana kejahatan terjadi jauh lebih
sering daripada di tempat lain (disebut "hotspot"), menjadikannya sangat
rentan dan dapat diprediksi (Goldsmith & McGuire, 2000). Fakta ini telah
menarik perhatian pada studi lokalitas dan desain perkotaan.

Mewman (1872) dalam (Cozen 2002) vyang pertama kali
mengidentifikasi hubungan antara aspek-aspek spesifik dari desain
perkotaan dan tingkat kejahatan. Dalam teorinya "Pencegahan Kejahatan
melalui Desain Lingkungan®, ia berpendapat bahwa desain perkotaan
mempengaruhi timbulnya kejahatan dan pembentukan hotspot.

Penulis lain juga mengklaim bahwa desain dan lingkungan
perkotaan dapat berperan dalam keputusan apakah akan melakukan
kejahatan atau tidak (Geason & Wilson, 1989), misalnya, kurangnya
kewaspadaan alami, pencahayaan yang buruk dan variabel lainnya berarti
bahwa area kecil dapat dengan mudah diubah menjadi hotspot kejahatan
yang polensial.

Studi lain telah menilai pengaruh lingkungan fisik terhadap
kekerasan, menyoroti kontribusi yang dibuat oleh ruang hijau (yaitu

keberadaan pohon dan rumput) dalam mengurangi kejadian perilaku
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agresif dan kekerasan pada penduduk yang tinggal di sekitarnya,
terutama dalam lingkungan perumahan sosial kota (Ulrich, 1984; Kuo &
Sullivan, 2001; Kim & Kaplan, 2004),

MNamun, untuk ruang hijau yang akan digunakan untuk aktivitas
fisik, termasuk aksesibilitas mereka, persepsi keamanan, kualitas &an
kenyamanan infrastruktur dan daerah sekitarnyva (keberadaan jalan
setapak, penyeberangan pejalan kaki, lalu lintas yang aman, penerangan
yang memadai, pemeliharaan dan kebersihan ruang publik)

mempengaruhi tindakan kriminalitas {Santana, 2009),

2.2.6 Hubungan Teoritis Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Menurut Becker (1968) bahwa tingkat kriminalitas tergantung pada
resiko dan sanksi atas kejahatan dan perbedaan potensi keuntungan dari
kejahatan tersebut dalam bentuk opportunity cost. Keuntungan bersih ini
telah mewakili perbedaan kekayaan antara si miskin dan si kaya separti
yvang dijelaskan oleh Bourgiugnon (2000). Atau Kelly (2000) menafsirkan
bahwa ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan antara
keuntungan dengan biaya peluang kriminalitas. Penduduk yang berada di
pendapatan kelas bawah memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi
daripada di daerah penduduk yang berada di pendapatan kelas
meneangah atau tinggi (Braithwaite, 1979).

Fajnzylber (2002) menjelaskan bahwa hubungan antara
ketimpangan pendapatan melalui indeks gini dan kejahatan telah

berkembang dalam teori sosiologi. Relevansinya terletak pada interpretasi
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atas konsistensi orang-orang kelas bawah dengan orang-orang kelas
atas. Dalam lingkungan masyarakat kelas bawah tinggal dan hiduplah
orang yang melakukan kejahatan. Kemudian kelompok kelas bawah ini
mengganggu kehidupan masyakat kelas atas. Teori ini yang dikenal
dengan ‘the relative deprivation”. Arinya ketiaksetaraan melahirkan
ketegangan sosial sebagai orang yang kurang mampu merasa
disingkirkan bila dibandingkan dengan orang yang kaya. Perasaan tidak
beruntung dan tidak adil ini menguasal orang miskin untuk mencarl
kompensasi dan kepuasan dengan segala cara termasuk melakukan
kejahatan terhadap orang kaya bahkan orang miskin sekalipun jika
keadaan terdesak.

Cheong (2013) berpendapat bahwa negara-negara dengan
ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, individunya memiliki harapan
yang lebih rendah untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.
Melalui kegiatan ekonomi akan mengurangi biaya peluang untuk
berpartisipasi dalam kejahatan illegal. Adanya persepsi pesimis terhadap
perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya dilemma moral yvang
terkait dengan pelanggaran hukum,

Kelly (2000) juga menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan
memberikan pengaruh terhadap kejahatan properti dan kejahatan dengan
kekerasan. Dampak dari kemiskinan merupakan pengaruh terhadap
kejahatan property melalui teori kejahatan ekonomi. Sedangakn kejahatan
kekerasan merupakan teori ketegangan dan diorganisasi sosial. Teori

kejahatan ekonomi adalah ketika seseorang dihadapkan kepada
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keberhasilan meningkatkan pendapatan maka orang lain yang reltif tidak
berhasil merasa frustasi terhadap situasi mereka. Keadaan ini membuat
ketimpangan semakin tinggi dan mendorong seseorang terbujuk atas
individu yang berstatus rendah untuk melakukan kejahatan. Sedangkan
teon disorganisasi adalah kejahatan terjadi ketika mekanisme kontrol
sosial lemah. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial ini
adalah kemiskinan, heterogenitas, ras, mobilitias, tempat tinggal dan
ketidakstabilan dalam keluarga. Daerah dengan ketimpangan yang tinggi
cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Stack (1984) mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan
melahirkan ketegangan sosial, dimana orang yang kurang mampu merasa
disingkirkan atau dirampas bila dibandingkan orang yang kaya. Perasaan
tidak bearuntung dan tidak adil mendorong si miskin mencari kompensasi
dan kepuasan dengan segala cara, termasuk melakukan kriminalitas
terhadap orang miskin dan orang kaya (Fajnzylber, 2002).

Van Gestel et all (2008) menjelaskan bahwa hubungan keluarga
dan hubungan bisnis dalam investasi berperan penting dalam jaringan
kriminalitas. Namun karana jaringan ini dapat menyembunyikan dari dunia
luar sehingga pengungkapan kasus kriminalitas tidak dapat diungkap.
Selanjutnya ia juga menambahkan investasi dalam bentuk hipotek
mengindikasikan terjadinya kriminalitas dengan cara membeli properti
melalui hipotek mungkin diperoleh dari penipuan hipotek dan untuk

melunasi hutang hipotek dengan uang kriminal. Adapun alasan utama di

balik konstruksi memperpanjang pinjaman, konstruksi pinjaman yang
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baru, atau transaksi fiktif (tidak nyata) digunakan untuk tujuan pencucian
uang dan investasi dalam kriminalitas agar pelaku yang terlibat dan pihak
yang berwenang dapat mengelak dari tindakan kriminalitas Ferwerda et al,

{2007); Nelen et al, (2007); Van de Bunt et al, (2007).

2.3 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Penelitian

Mihaylova (2015) melakukan riset fentang analisis regresi
mengenai ketimpangan pendapatan melalui perhitungan indeks gini
dipengaruhi oleh investasi asing (foreign direct investment /FDI) pada 10
negara eropa (Central and Easten Europe). Dimana variabel bebas
adalah investasi asing yang dihitung sebagai persentase GDP (gross
domestik product) dan variabel terikatnya adalah indeks gini. Hasilnya
diperoleh bahwa investasi asing meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Bhandari (2006) yang menguji FDI di Amerika menemukan
bahwa FDI menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal yang sama juga
berlaku pada studi Milanovic (2002) yang menggunakan data panel di 88
negara pada periode tahun 1985 hingga 1991 yang menemukan bahwa
FDI tidak berdampak pada distribusi pendapatan dalam pembangunan
berkelanjutan.

Babatunde (2018) menjelaskan bahwa terdapal pengaruh antara
investasi asing terhadap ketimpangan pendapatan di Nigeria. Adapun riset
ini dilakukan pada tahun 1980 dan 2016. Riset ini menggunakan metode
NARDL asimetrik yang mengivestigasikan hubungan jangka pendek dan

jangka panjang investasi asing yang masuk ke Nigeria. Hasil riset ini
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menunjukkan bahwa pada jJangka pendek investasi asing yang masuk
menaikkan ketimpangan pendapatan. namun di jangka panjang
menurunkan  ketimpangan pendapatan., Sehingga ketimpangan
pendapatan ini mendorong bertambahnya pertumbuhan populasi
penduduk dan malah menambah investasi domestik.

Apabila terjadi kesalahan setelah pembentukan investasi, atau jika
instrumen yang relevan tidak mengandung persyaratan legalitas, maka
masalah tersebut sebagai masalah penerimaan dapat diputuskan pada
fase prestasi daripada fase yurisdiksi (Douglas, 2012). Sebagai contoh di
Plama v Bulgaria, adanya persyaratan legalitas dalam perjanjian energi
pada investor dan pengadilan memutuskan untuk mendengar dugaan
kekeliruan dalam pemberian manfaat energi di Bulgaria {Plama
Consortium Bulgaria, 2008). Pengadilan di Eropa pada Semen v Turki
berurusan dengan tuduhan penipuan mengenai kepentingan kepemilikan
di perusahaan investor pada tahap jasa (Eurupe Cemen Investment,
2009). Di Churchill Mining v Indonesia, semua klaim yang berkaitan
dengan memperoleh hak penambangan ternyata tidak dapat diterima
karena skema penipuan dokumen palsu felah menembus investasi
(Churchill Mining, 2016).

Trinh {2016) menerangkan babhwa investasi asing mempeangaruhi
kesenjangan pendapatan di Vietnam. Riset ini berlangsung selama
beriode 2002-2012. Dengan menggunakan model OLS dan model fixed
effect memperlihatkan bahwa investasi asing yang masuk ke Vietnam

menekan upah pekerja rendah keahlian sehingga distribusi pendapatan

50



menjadi negatif dan signifikan. Artinya dengan masuknya investasl asing
ke dalam negerl membuat distribusi pendapatan tidak merata sehingga
terjadi ketimpangan pendapatan.

Orellana (2011) yang melakukan riset di California, Amerika Serikat
bahwasanya perusahaan yang melakukan investasi agar meningkatkan
laba dan pendapatan perusahaan yang ditujukan untuk karyawannya
sehingga melakukan Investasi dalam bidang kesehatan dengan
rﬁemhangﬂﬂ klinik pengobatan; dalam bidang lingkungan dengan
membangun groundwater untuk sanitasi dan air bersih; membangun
garbage ethanol untuk mengelola sampah;, dan membayar pajak
kebersihan lingkungan yang sangat tinggi kepada pemerintah.

Azizi (2018) menerangkan bahwa besarnya PDRB, dana alokasi
umum dan dana bagi hasil menunjukan bahwa perekonomian di Sulawesi
selatan tidak mencerminkan kondisi atau corak kehidupan masyarakatnya.
Adanya perbedaan potensi dan kondisi geografis sebagai penyebab
dalam ketimpangan pembangunan kabupaten dan Kota di Sulawesi
selatan, kondisi demografi juga terlihat mengalami ketimpangan. Seperti
ketimpangan vang terjadi dalam kualitas tingkat pendidikan
masyarakatnya. Propinsi Sulawesi Selatan lebih banyak bergantung pada
sektor pertanian yaitu sekitar 33,54%. Selain itu perekonomian Sulawesi
Selatan memiliki perkembangan PDRB yang pesat sekitar 7,28 persen per
tahun. Namun tejadi ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.

Lisna (2013) berpendapat bahwa implementasi desentralisasi fiskal

dimana komposisi Dana Alokasi Umum (DAU) pada total pendapatan
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daerah relatif tinggl, sementara komposisi bagi hasil bukan pajak (sumber
daya alam) rendah telah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada
23 propinsi di Indonesia, tetapi laju penurunan kemiskinan melambat
bahkan proporsi penduduk miskin pertanian meningkat. Penelitian ini
bertujuan menganalisis dampak peningkatan bagi hasil pajak dan belanja
sektor rill lerhadap perekonomian dan kemiskinan sektoral daerah yang
memihak penduduk miskin pertanian serta mengurangi ketergantungan
kauanﬁan daerah pada DALU.

Zaini (2017) berpendapat bahwa Provinsi Kalimantan Timur
merupakan provinsi penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.
Akibat proses eksploitasi yang massive dan nilal yang tinggl, sektor
pertambangan sangat mendominasi perekonomian daerah tersebut. Dari
sekian banyak sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Timur,
batubara adalah yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian.
Terkait kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
kekayaan sumber daya alambatubara dalam bentuk dana bagi hasil bukan
pajak (sumber daya alam) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi
Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dari sembilan
daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2006-

2014, vyang kemudian diolah menggunakan model pooled least

square. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengeluaran

pemerintah berhubungan positifdengan ketimpangan pendapatan, yang
berarti pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemerataan

kesejahteraan di wilayahnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dan
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kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Kalimantan
Timur terbuktl tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan.

Westall (2015) melakukan riset tentang kesamaan dan perbedaan
hubungan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Riset ini
dilaksanakan saat pemilihan umum tahun 2015 di Amerika Serikat.
Menurutnya efek kegiatan yuridiksi politik dapat mempengaruhi perubahan
iklim. Karena batas-batas ekosistem tidak berkesesuaian dengan batas
politik. Keputusan yang diambil di bidang politik dibuat untuk mereka yang
hidup hari ini namun generasi mendatang kehilangan hak nya untuk
menikmati manfaat kegiatan saat ini.

Sori (2012) membahas demokrasi terhadap rasio gini. Dalam
pembahasannya wvariabel demokrasi merupakan variabel terikat nya
sedangkan rasio gini ditempatkan sebagai variabel bebasnya dari tahun
1973 hingga 2004. Ada tiga model demokrasi yang dibahas, yaitu model
pertama mengenai kepuasan atas demokrasi, model kedua mengenai
diskusi politik, dan model ketiga intensitas memilih.

Soci (2012) pada model pertama tentang kepuasan atas demokrasi
ditempatkan wvariabel dummy atas kepuasan demokrasi yaitu angka 1
hingga angka 4. Pada angka bernilai satu menunjukkan sangat puas atas
demokrasi, nilai dua menunjukkan cukup puas, nilai tiga menunjukkan
tidak puas dan nilai empat menunjukkan sangat tidak puas. Pada model
kedua menempat angka 1 hingga angka 3 mengenai diskusi politik.

Dimana angka dummy 1 berarti sering berdiskusi politik, angka 2 berarti
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kadang-kadang dan angka 3 berarti tidak pernah berdiskusi politik.
Sedangkan pada model ketiga tentang intensitas memilih saat pemilu
dengan menempatkan angka dummy 1 dan angka dummy O, dimana
angka 1 berarti tidak memilih saat dan angka 0 berati memilih saat
memilih.

Hasilnya menurut Sori (2012) adalah dengan model pertama
mengenal hubungan kepuasan atas demokrasi atas kesenjangan
pendapatan adalah penurunan kepuasan atas demokrasi menaikan
kesenjangan pendapatan, mendewasakan umur (dimana usia orang
menjadi lebih bijaksana, atau lebih sabar, atau lebih toleran), pria lebih
puas atas demokrasi dibanding wanita (dimana perempuan lajang lebih
peka atas keadilan moral), kepuasan menaikkan pendidikan (orang
berpendidikan versus tidak berpendidikan) dan lebih kuat untuk orang
labih berpendidikan (dimana pendidikan membantu mengevaluasi
demokrasi dan juga hakekat demokrasi tersebut) dengan tingkat
probabilita atas kepuasan demokrasi meingkat per tahun hingga 0.00075;
kondisi peEerja pengangguran dan pekerja lepas lebih sedikit
kepuasannya atas demokrasi.

Untuk model kedua, Sori (2012) menunjukkan tentang kualitas
demokraksi melalui diskusi politik, yakni sering atau kadang-kadang atau
jarang berdiskusi politik, Hasilnya adalah orang yang sudah menikah dan
mempunyai pekerjaan mempunyai hubungan yang positif terhadap diskusi

politik.
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Untuk model ketiga, Sori (2012) memperlihatkan tentang tidak
memilih saat Pemilu esok, semua indeks ginl memperlihatkan nilai negatif.
Artinya kemungkinan secara langsung menunjukkan hubungan yang
berlawanan balk dari segi kelamin pria, menikah, tingkat pendidikan
menengah tinggi, dan umur akan meningkatkan kemungkinan memilih
pemilu. Penekanannya adalah ketika ketidaksetaraan (indeks gini)
menaikkan keputusan memilh walau tanpa mediasi saat pemilu yang akan
datang. Konfirmasi yang kuat atas keahlian tentang politik memunculkan
teori konflik berlawanan dengan teori kekuatan relatif.

Selanjutnya melalui model probit, Sori (2012) mengestimasi ketiga
model di atas yang dikaitkan dengan indeks gini. Hasilnya jika indeks gini
tinggi mendorong ketidaksetaran pendapatan akan meurunkan kepuasan
atas demokrasi dan diskusi mengenai politik. Selanjutnya lebih tua, pria,
dan mempunyal tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan
signifikan berdampak pada kemungkinan kepuasan atas demokrasi, lalu
sering berdiskusi politik dan memilih jika mereka sering berdiskusi
mendorong mereka untuk memilh saat Pemilu mendatang. Seterusnya
orang yang mempunyai pekerjaan mempunyai peranan penting dalam
persepsi tentang demokrasi; orang yang tidak bekerja dan pekerja manual
mempunyai sedikit kepuasan atas demokrasi dengan respek yang tidak
aktif atas demokarsi; wiraswasta, manager, buruh, pekerja manual, orang
yang telah pensiun dan menanggur lebih tidak aklif berdiskusi politik.

Menurut Sori (2012) bahwa distribusi pendapatan membawa

pengaruh positif terhadap kepuasan atas demokrasi. Dimana orang kaya
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menjadi lebih kaya karena mereka lebih puas atas demokrasi dan
keputusan untuk memilih saat Pemilu mendatang.

Hsieh dan Pugh (1993), melakukan meta analisis dari 34 studi
cross-sectional tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan
kejahatan dengan kekerasan, menemukan 97% korelasi menjadi positif
dan menyimpulkan bahwa tingkat kekerasan lebih tinggi di masyarakat
yang lebih tidak setara di Amerika Serikat.

Ganda (2015) yang menceritakan aturan yang fundamental dalam
kerjasama kegiatan investasi penghijauan pada pembangunan
berkelanjutan. la menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan praktek
investasi penghijauan di Afrika Selatan. Adapun teori yang diadopsinya
yakni the goal-framing theory. Teori ini mendeskripsikan bagaimana
orang-orang membentuk tujuan kemudian mengumpulkan informasi yang
mendukung tujuan lalu bertindak sesuai tujuan, Di Afrika Selatan kegiatan
investasi penghljauan diterapkan dalam peraturan lingkungan yang
ditujukan kepada perusahaan berupa biaya pinalti tinggi atas pengrusakan
lingkungan, hukuman penjara, penutupan perusahaan. Tim manajer
perusahaan harus memberikan gambaran kebijakan penghijauan dan
teknologi penghijauan.

Ahmad (2017) yang melakukan riset di Chili. la melakukan riset
mengenai investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur pada
pembangunan berkelanjutan. Di negara Chili dibangun sarana prasarana
yang murah dan bersih, terhubung dengan negara-negara di Eropa

lainnya melalui pembangunan jalan, bandara, kerela api. Pengaturan

56



pajak yang ftinggi bagi individu, perusahaan, atau lembaga Yyang
melakukan pengrusakan lingkungan. Hal ini memberikan pengaruh positif
pertumbuhan pendapatan perkapita PDB terhadap pendapatan regional
tahun 2016 melalui riset dengan mengolahnya melalui regresi. Hasil riset
inl adalah adanya pengaruh positif terhadap permintaan penggunaan
investasi fasilitas public terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita
negara Chili.

Hege (2018) yang melakukan riset di 30 negara di Eropa pada
tahun 2016 dan tahun 2017. Hasilnya adalah ada 23 negara yang telah
melakukan pengelolaan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan
melalui prinsip keuangan yang transparan; yang melibatkan parlemen,
masyarakat sipil, partai politik, kementerian dan lembaga sosial
masyarakat. Negara-negara ini telah membentuk auditor yang menggiring
anggaran mengenai keberlanjutan pembangunan.

Martin (2016) yang menjelaskan mengenai pengeluaran
pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan, la melaporkan terdapat 72
negara yang melakukan ikut dalam analisis transparansi dan akuntabilitas
program MDGs. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 24 negara yang
mempunyai perhatian rendah terhadap pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan berkelanjutan. Sisanya 48 negara telah secara detail
mengelompokkan  pengeluaran pemerintah  untuk  pembangunan
berkelanjutan. Beberapa sektor yang dibiayai pemerintah pada 48 negara
ini terangkum dalam panel data yakni sektor pertanian, gender,

perlindungan sosial, dan sanitasi air higienis.
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Qurbani (2014) yang menjelaskan bahwa terdapat perubahan pasal
20 UU No. 33/2004. la menerangkan bahwa bukan presentase yang diatur
tetapi adanya penerapan asas desentralisasi di Indonesia. la
berkesimpulan bahwa telah dilakukan perubahan atas Pasal 14 huruf e
dan huruf f, Pasal 19 serta Pasal 20 UU No. 33/2004 yaitu lebih
ditekankan pada strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang
mendistribusikan dana bagi hasil migas kepada pemerintahan daerah
secara proporsional menurut kriteria '_,;ang rasional, adil, sesuai kondisi,
potensi serta problem khusus di daerah vyang bersangkutan dan
memberikan keleluasaan ruang gerak (discretionary power) yang labih
besar kepada pemerintahan daerah sehingga terwujud kesejahteraan dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana bagi hasil dari
kegiatan usaha migas harus dilakukan secara transparan, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, menjamin keamanan, keselamatan, serta
kesejahteraan masyarakat.

Munslow (1995) wyang menjelaskan mengenai demokrasi
berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Adapun riset nya diujikan
ke negara menganut desentralisasi seperti di Afrika yakni Nigeria, Algeria,
Kamerun dan Cina dan negara barat. Hasilnya bahwa negara yang
menganut paham demokrasi mempunyai kemampuan dan prioritas dalam
membangun pembangunan berkelanjutan dalam bentuk tranparansi
manajemen sumber daya, melindungi hak azazi manusia dan partisipasi

sosial.

Soderbaum (2012) vang menjelaskan tentang demokrasi dan
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pembangunan berkelanjutan. la menganalisis 22 negara angggota panel
Our Common Future di Afrika Selatan tahun 1987. la menjelaskan bahwa
demokarsi adalah cara memindahkan tanggung jawab masa depan
kepada individu yang dalam istilah ekonomi yakni sebagai produsen dan
konsumen. Kemudian tanggung Jawab ini mengubah kemauan politik
untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Hasilnya bahwa negara
dengan ideologi yang menganut paham ekonomi neo-klasik yang
menempatkan peran pemerintah dalam idelogi negaranya atau menganut
paham demokrasi lebih terdepan melaksanakan kegiatan pembangunan
berkelanjutan,

Dervis (2012) yang menerangkan bahwa negara kaya dan negara
berkembang menganut paham konvergen (menyatu), kebebasan dan
divergen (menyebar). la berpendapat bahwa negara miskin telah
mengalami banyak pengalaman dan konflik dan kegagalan pemerintahan.
Sedangkan negara maju telah melakukan kebebasan atas individu untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi. la berkesimpulan bahwa negara miskin
belum mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan karena masih
berkutat dengan konflik politik dan pemerintahan.

Fajnzylber (2002) yang melakukan riset tentang hubungan antar
ketimpangan pendapatan dan kejahatan dengan kekerasan. Risel ini
difakukan pada 39 negara. la menerangkan korelasi antara indeks gini
dan tingkat pembunuhan dan perampokan di negara-negara tersebut.
Kemudian secara parsial menguji tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi penentu kejahatan tersebut. Lalu secara endogenitas
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mengisolasi ketidaksetaraan dengan dampak eksogennya. Dalam riset
tersebut digunakan data panel selama 5 tahun yaitu periode tahun 1965
hingga tahun 1995 untuk kasus pembunuhan dan tahun 1970 hingga
tahun 1994 untuk kasus perampokan. Hasilnya adalah terjadi korelasi
positif antara tingkat kejahatan dan ketidaksetaraan di dalam negara-
negara tersebut.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, Pratowo (2013), Yasa &
Sudarsana (2015) menyimpulkan bahwa ketimpangan yang diukur dengan
rasio gini, memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Berbeda dengan hasil penelitian Rustariyuni (2014), bahwa
gini rasio memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Cheong (2013) yang meneliti tentang ketimpangan pendapatan
terhadap jumiah kejahatan di propinsi yang ada di cina. Riset ini
menggunakan data panel dari tahun 1997 hingga tahun 2007. Hasil riset
nya adalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di propinsi bagian-
regional mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah kejahatan di
daerah tersebut. Hal ini dipengaruhi coleh tingkat pendidikan. Dimana
tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah kejahatan. Adinya
semakin tinggi sekolah seseorang maka jumlah kriminalitas akan
berkurang. Disamping ilu riset ini juga menjelaskan tentang tingkat
kejahatan di propinsi bagian-regional secara positif berpengaruh terhadap
tingkat inflasi, tingkat pengangguran, ketimpangan atas konsumsi dan

tenaga kerja antara di sektor perkotaan dan pedesaan,
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Telah ada banyak penelitian yang mengupas tentang ketimpangan
pendapatan dan kriminalitas. Kelly (2000) menyimpulkan bahwa tingkat
perampokan, penyerangan, dan tingkat kejahatan agregat semuanya
dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan. Kennedy et al. (1998) temuan
mﬁﬁﬂimkkan bahwa efek ketidaksetaraan pendapatan pada kejahatan di
AS dimediasi oleh modal sosial. Machin & Meghir (2004) menemukan
bahwa kenaikan upah di bagian bawah distribusi telah mengurangi
kejahatan dengan mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan. Krohn
(1976) melaporkan bahwa koefisien Gini adalah prediktor terbaik untuk
tingkat pembunuhan nasional di AS dan Messner et al. (2002),
menggunakan metode cross-sectional. Deininger dan Squire (1998),
menemukan bahwa untuk AS ada hubungan positif antara pembunuhan
dan ketidaksetaraan pendapatan.

Mathur (1978) menemukan bahwa Gini memiliki efek ambigu pada
kejahatan, dan Stack (1984), menggunakan data dari Interpol untuk lintas
negara, tidak menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan
kejahatan.

Kelly (2000) yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan
antara daerah perkotaan yang dibandingkan dengan jumlah kejahatan
karena perilaku properti dan karena kejahatan dengan kekerasan. Riset ini
dilakukan di daerah perkotaan yang berada di negara Amerika dan Inggris
pada tahun 2000. Hasilnya adalah ketimpangan pendapatan tidak
berpengaruh pada kejahatan properly tetapi berpengaruh kuat pada

kejahatan dengan kekerasan dengan elastisitas 0,5 pada persamaan
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regresi.

Holzman (2011) menjelaskan dalam risetnya bahwa adanya aturan
hukum yang jelas pada perlindungan ketenagakeriaan yaknl skema
pengangguran yang komprehensif seperti yang dilakukan di Cile pada
tahun EDﬁE dan di Korea Selatan pada tahun 2005 agar pemberian
pesangon dengan jumlah besar tidak diberikan lagi.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjuan pustaka
maka kajian penelitian terdahulu atas variabel-variabel yang diteliti oleh

peneliti terdahulu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu dan Preposisi Penelitian

Hubungan Penelit Teknik Temuan Preposisi
Antar Variabel Analisis
Investasi Mihaylova, 2015 Anova Terdapat pengaruh Investas swasta
Swasta =¥ negalil di Eropa berpengarubh negatif
Rasio Ginl . Tengah dan Timur terhadap raslo gind
Bhandari, 2006 Deskriphtif Terdapat pengansh
== negatit D AS
Miksnovic, 2002 Reagres] Terdapat penganeh
___negatif di AS
Dana Bagi Withelm & Ragresi Terdapat pengaruh |  Dana bagi haskl SDA
Hasil SDA = Fiestas, 2005 negatif di Eropa berpengaruh negatif
Rasio Gini Azizi, 2018 Regresi Terdapal pengarch | terhadap rasio gini
_negative di Sulsel
Laini, 2017 Regresi Terdapat pengansh
negalif di Kaitim
Demokrasi = Socl, 2012 Regresi Tardapat pengaruh Damokrasd
Rasio Gini positif di AS berpangarub positif
Aspinal, 2014 Deskriplif Terdapat penganuh terfradap rasio gini
positif di Indonesia |
Miglzmer, 2012 Draskriptif Terdapat penganuh
— — positf di indonesia
Investasi Kryvai, 2005 Ceskriptif Terdapat penganuh Invesiasi swasta
Swasla 3 positf di A% berpengaruh positif
Kriminalilas N terhadap kriminalitas
Vopenaver & Deakriptif Terdapal pangamnih
Klainheisterkamp, poaitif
20049
Dana Bagi Westall, 2015 Daskriptif Terdapat Dana bagi hasil SDA
Hasil SDA 2 pengaruh positif berpangaruh positil
Eriminalitas di AS terhadap kriminalitas
Harries, 2000 Deskriptif Terdapat
pengaruh positif
Wewman, 1972 Deskriptif Terdapal
pengarnih positif
Demokrasi = Prillaman, 2000 Deskriptif Terdapat Demokrasi
Kriminafitas | | pengaruh negatif | berpenganih negatif
Solomaon & Deskriptif Terdapat terhadap kriminalitas
Foglesong. 2000 pengaruh negatif
Uingar, 2002 Deskriptif Tardapat
pengaruh negatif
Zakaria, 2003 Regresi Terdapal
pengaruh negatif
Investasi Hsieh & Pugh, Koralasi Terdapat Investasi swasta
Swasta 2 19493 pengaruh positif berpengarul positif
Pambangunan di AS terhadap
Berkalanjutan Ganda, 2015 Desklif Terdapat ﬁ:ﬁn:;nqunan
Y anjutarn
pengaruh positif
di Afrika Selatan
Ahmad, 2017 Regresi Terdapat
pangaruh positif
) di Chili
Oralana, 2011 Deskriptil Terdapat
pengaruh positif
di AS
Dana Bagi Hege, 2018 Deskriptif Terdapat Dana Bagl Hasi
Hasil SDA 2 pengaruh di Sumbaer Alam
Pembangunan Eropa I_:-T!:rangamh tEI‘hadE_FI__

63




T e B

o

[ Berkelanjutan

Martin, 2016

Deskriptif

Terdapatl
pengaruh di 72

negara

Qurbani, 2014

Deskriptif

Terdapat
pengaruh di
Indonesia

pembangunan
berkelanjutan

Demokras! 2
Pembangunan
Berkelan|utan

Munslow, 1995

Daskriptf

Terdapat

pengaruh di
Afrika

Soderbawm,
2012

Deskriptif

Terdapat

Dervls, 2012

Deskriptif

Terdapat
pengaruh dl AS

pengaruh

Demokrasi
barpengaruh lerfhadap
pambangunan
berkelanjulan

[ Rasio Ginl &
Pembangunan
Berkelanjulan

Futra & Ulupud,
2015

Deskriptif

Terdapat
pengaruh positif
di Indonesia

Sanggelorang et
all, X115

Deskriptif

Terdapat
pengaruh poskif
di Vielnam

Pratawa, 2013

Regresi

Terdapat
pengaruh negatif
di Indonesia

Yasa &
Sudarsana, 2015

Regresi

Terdapat
pengaruh negatif
dl Indonesia

Fustariyuni, 2014

Regrasi

Tardapat
pengaruh positif

Santosa, 2013

Deskriptif

Terdapatl
pengaruh positif
di Indonesia

di Indonesia__

Rasio gini berpengarub
tarhadap
pembangunan
barkelanjulan

Rasio Gind
Kriminalilas

Fajnzylber, 2002

Karalas|

Terdapat
pengaruh positif
di 38 negara

Cheong, 2013

Horalasi

Terdapat
pengaruh positif
_di Cina

Kally, 2000

Regresi

Terdapat
pengaruh positil
di AS & Inggris

Rasio ginl berpengaruh
terhadagp kriminalilss

Erminafitas <
Pembangunan
Berkelanjulan

Jesperson, 2015

Deskriptf

Terdapat
pengaruh posktil
di AS

Pickering, 2007

Deskriptif

Terdapat
pengaruh positil
di Eropa

Liu, 2006

Deskriptif

Terdapat
pengaruh positif
di Asia

Kriminalitas
berpengarub terhadap
pembangunan
berkelanfutan
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KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Tujuan pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah
membangun manusia seutuhnya sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dikenal sebagai Millennium
Development Goals (MDGs). Setelah tujuan era MDGs berhasil dicapali,
selanjulnya era SDGs (Sustainable Development Goals) dimulai dan
dirancang untuk meneruskan capaian yang telah diraih oleh MDGs
sebelumnya.

Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari SDGs
dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan vyang
dilaksanakan oleh pemerintah menitikberatkan pada tiga pilar dimensi
keberlanjutan vyailu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan
menambahkan dimensi politik dalam mengukur pembangunan
berkelanjutan maka akan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan
keberhasilan keberlanjutan pembangunan.

Pencapaian. pembangunan berkelanjutan yang dapat diukur maka
dilakukan perhitungan angka indeks pada tiga pilar dimensi keberlanjutan.
Yang dinamakan indeks pembangunan berkelanjutan (IPB). IPB ini
merupakan indeks komposit atas indeks dimensi ekonomi yaitu indeks
PDRB, indeks dimensi sosial yailu indeks pembangunan manusia, dan

indeks dimensi lingkungan yaitu indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
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Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan
berkelanjutan diantaranya ada lima variabel yaitu investasi swasta, dana
bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan
kriminalitas, Kelima variabel ini mewakili keberlanjutan di bidang ekonomi,
sosial, lingkungan dan puliti}cl. Penulis mengungkap faktor ekonomi
sebagai penentu atas keberlanjutan di bidang ekonomi dengan mengkaji
indeks PDRB, investasi swasta, dan dana bagi hasil sumber daya alam.
Faktor sosial yakni ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan
manusia (IPM) dan indeks krminaitas sebagai salah satu penentu
keberlanjutan pembangunan di bidang sosial. Faktor politik yaitu indeks
demokrasi sebagai salah satu penentu keberlanjutan pembangunan di
bidang politik. Dan faktor lingkungan yakni indeks kualitas lingkungan
hidup (IKLH) sebagai salah satu penentu keberlanjutan pembangunan di
bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam

Pemilihan ketiga indikator ini sebagai penyusun indeks komposit
didasari pandangan bahwa ketiganya mampu memenuhi kriteria indikator
yvang baik dalam pemenuhan pembangunan berkelanjutan. Baik dari sisi
tingkat kehandalannya, ketersediaannya, cakupan sosial, serta relevansi
dengan fenomena yang diukur. Dua indikator yang pertama yakni FDRB
{Pembangunan Domestik Regional Bruto) dan IPM (Indeks Pembangunan
Manusia) merupakan indikator yang sudah diakui oleh dunia internasional.
Sedangkan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) walaupun masih

belum dapat dikatakan sebagal indikator yang terbaik dari indikator
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lingkungan yang ada (the best available). Sebagaimana dijelaskan dalam

Gambar 3.1 berikut:

Dimensi Ekonomi Dimensi Sosial Dimensi Lingkungan
Indeks PDRB Indeks Indeks Kualitas
Pembangunan Lingkungan Hidup
Manusia (IPM) (IKLH)

Indeks Pembangunan
Berkelanjutan (IPB)

Gambar 3.1 Penyusunan Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya keberhasilan pembangunan berkelanjutan dalam
mensejahterakan masyarakatnya akan dipengaruhi oleh investasi swasta
dan dana bagi hasil sumber daya alam yang mewakili pilar dimensi
ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas yang mewakili pilar
dimensi sosial, serta demokrasi yang mewakili pilar dimensi politik.

Dalam riset ini dilihat seberapa besar pengaruh faktor-faktor
tersebut dalam menuntaskan berlanjut atau fidaknya pembangunan

berkelanjutan pada propinsi penghasil tambang di Indonesia selama

pericde tahun 2009-2018.

Oleh karena itu kerangka konseptual penelitian inl dijelaskan
sebagai berikut bahwa variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber

daya alam dan demokrasi berpengaruh langsung maupun tidak langsung

terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan.
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Kemudian variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam
dan demokrasi berpengaruh langsung mauoun tidak langsung terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas. Untuk mendeskripsikan
hubungan antara berbagal variabel-variabel tersebut, selengkapnya

disajikan pada skema atau diagram pada Gambar 3.2 berikut:

Investasi
Swasla

Kelimpangan
Pendapatan

Dana Bagi
Hasil
Sumber
Dava

Fambangunan
Berkalanjutan

\

Kriminalitas
Demakrasi

Gambar 3.2 Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, tinjavan pustaka, studi empiris, dan kerangka
konsep maka disusun hipotesis sebagai berikut:
Hi = Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjulan secara langsung.
Hia= Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan

secara tidak langsung.
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Hib= Investasi swasta berpengaruh negatif dan signifkan terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui krminalitas secara tidak
langsung.

Hz = Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pembangunan berkala-njutan secara langsung.

Hza= Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh negatif dan
signifikan  terhadap pembangunan  berkelanjutan  melalui
ketimpangan pendapatan secara tidak langsung.

Hzb = Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh negatif dan
signifkan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas
secara tidak langsung.

Ha = Demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan secara langsung.

Hia= Demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan
secara tidak langsung.

Hab= Demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas secara langsung.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian 'ufEl-']ﬁkﬂsi yaitu menguji
jawaban yang tertuang dalam hipotesis terhadap masalah yang ada.
Penelitian verifikasi tersebut dikategorikan sebagai penelitian kausalitas
yang bertujuan untuk mengkaji dan menguji keberadaan teod secara
empiris dari hubungan variabel-variabel yang diformulasikan ke dalam
hipotesis.

Penelitian ini bersifat explanatory atau penelitian eksperimen yang
bertujuan untuk meramalkan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi atau
yang akan terjadi di antara variabel-variabel tertentu melalui spekulasi
pengontrolan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Sehingga
ditemukan perbedaan salah satu variabel atau hubungan dan bahkan
berpengaruh di antara variabel-variabel tersebut.

Selanjutnya penelitian kausalitas ini bertujuan untuk menyelidiki
kemungkinan hubungan sebab akibat dari suatu penelitian atau peristiwa
atau fenomena yang dapat diukur dan berusaha menjelaskan hubungan
kausalitas antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Dengan
demikian maka penelitian kausalitas merupakan tingkatan penelitian
verifikasi yang didasari pada sifat penelitian eksplanatori  yakni
menjelaskan hubungan kausalitas antar variabal. Karena itu, rancangan

penelitian yang bersifat verifikasi dan didasari pada eksplanatori yang
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dipilih tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan pemikiran deduktif,
yang disimpulkan berdasarkan hasil pemikiran (logic) atau rasio, sehingga
untuk meyakinkan kebenarannya diperlukan pengujian (verifikasi) yakni
membandingkan dan atau menyesuaikan keadaan empiric dengan proses
penalaran induktif. Hal ini didasarkan pada hasil pemilihan I]ugiha tersebut
yang umumnya didasari atas ketidakpuasan terhadap sesuatu dan bukan

hanya terhadap hasil pemikiran orang lain, bahkan termasuk dengan hasil

pemikiran itu sendiri.

4.2 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam studi adalah dilakukan secara
proporsional dengan memilih (10) sepuluh propinsi di Indonesia yang
didasarkan pada pembukaan |zin Usaha Pertambangan (IUP) dan

rekomendasi status clean and clear (C&C) sesudah adanya Koordinasi

dan supervisi yang disajlkan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Perkembangan Izin Usaha Tambang di Indonesia Tahun 2015

Sebelum Koordinasi

Sesudah Koordinasi

o Propinsd dan Supervisi dan Supervisi
1. | Kalimantan Timur (Kaltim) 993 buah perusahaan 1.018 buah perusahan
2. | Kalimantan Tengah (Kalteng) | 553 buah perusahaan 554 buah perusahaan
3. | Kep. Bangka Belitung (Babel) | 484 buah perusahaan 514 buah perusahaan
4. | Kalimantan Selatan (Kalsel) 404 buah perusahaan 404 buah perusahaan
5. | Kalimantan Barat (Kalbar) 370 buah perusahaan 374 buah perusahaan
6. | Sulawesi Tenggara (Sultra) 326 buah perusahaan 321 buah perusahaan
7. | Sumatera Selatan (Sumsel) 276 buah perusahaan 274 buah perusahaan
8. | Maluku Utara (Malut) 227 buah perusahaan EEHuah perusahaan
9. | Sulawesi Tengah (Sulleng) 224 buah perusahaan 204 buah perusahaan
|10, | Sulawesi Selatan (Sulsel) 172 buah perusahaan | 176 buah perusahaan

Sumber: Ditjien Minerba, 2015
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Berdasarkan Tabel 4.1 maka diurutkan sampel propinsi penghasil
tambang terbanyak setelah dilakukan koordinasi dan supervisi adalah

sebagai berikut:

1. Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

2. Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)

3. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)
4. Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)

5. Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar)

6. Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

7. Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

8. Propinsi Maluku Utara (Malut)

9. Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)

10. Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

4.3 Objek Penelitian

Wilayah atau daerah yang menjadi obyek dalam penelitian ini
adalah 10 (sepuluh) propinsi penghasil tambang di Indonesia selama
periode tahun 2009 hingga tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data
panel (pooled data) dengan mengkolaborasi atau dengan
menggabungkan data cross section 10 (sepuluh) propinsi penghasil
tambang dan data time series 10 tahun.

Pada studi ini mengandung hubungan variabel bebas (eksogen),
variabel antara (mediasi/interveining) dan wvariabel terikat (endogen).
Variabel bebas (eksogen) meliputi investasi swasta yang dilambangkan
dengan X, dana bagi hasil sumber daya alam dilambangkan dengan Xz,
dan  demokrasi dilambangkan dengan Xa.  Variabel antara

(mediasifinterveining) meliputi ketimpangan pendapatan dilambangkan
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dengan Y, dan kriminalitas dilambangkan dengan Yz). Sedangkan
variabel terikat (endogen) terdiri dari pembangunan berkelanjutan yang

dilambangkan dengan Ya.

4.4 Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagali
berikut, pertama, data diolah dan dianalisis dengan statistik dan
dideskripsikan untuk memberikan gambaran umum tentang perekonomian
makro dan pembangunan berkelanjutan di sepuluh propinsi penghasil
tambang di Indonesia. Kedua, data diestimasi dengan melakukan analisis
regresi lajur untuk tiga persamaan simultan dalam bentuk persamaan
reduced form.

Model struktural dalam penelitian ini sebagaimana yang diajukan
dan didasarkan pada kerangka konseptual sehingga kerangka model studi
ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan fungsional dengan 3 (tiga)
persamaan adalah sebagai berikut:

Yom = f (X, Xan, Xan), 1=1,2,3,...10;t=1,2,3, .10
Yoa=f{Xm X, Xm),i=1,23, ...10;t=1,2, 3, ...,.10.
Yau = (Yo, Yo, X, Xan, Xan),1=1,2,3,...10;t=1, 2,3, ..., 10

Dimana;

¥ait = Investasi Swasta di propinsi | pada tahun t

¥an = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam di propinsi i pada tahun t
%41t = Demokrasi di propinsi | pada tahun t

¥ = Ketimpangan Pendapatan di propinsi | pada tahun t
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Yan = Kriminalitas di propinsi | pada tahun t
Yar = Pembangunan Berkelanjutan di propinsi | pada tahun t
Berdasarkan bentuk sistem persamaan struktural tersebut, maka

secara eksplisit dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi non linear adalah

sebagai berikut;

e’ = X[, " X2, %2 e, 23¥BiHu1k (3.1)
e, 't = ﬁﬂfl;rﬁ'l?"'ﬂeum'“[“ p2it L ey
"—'u” = }fﬂfll-tﬂ.}ﬁ“rz g YA XBil+ y4¥ Lite y5Y2its piit . 1
Dimana:

e = bilangan experimental, dan an, fn, yn adalah parameter.
i = propinsi i, dan t = tahun ke t

Ketiga fungsi non linear yakni pada Persamaan (3.1), Persamaan
(3.2), dan Persamaan (3.3) dapat dinyatakan ulang dalam benftuk
persamaan estimasi regresi linear secara simultan yang telah
ditransformasikan menjadi linear dalam bentuk logaritma natural (in),

adalah sebagai berikut:

Yue=In a0+ alin X+ a2in Xy + a3 Xaa + 1 ... (3.13)
Yau =00 fO+ G100 Xon + f2In Ko + 3 Xga + u2 .o (3.28)
Yar =Iny0+ ylin Xa+y2in Xan+ ¥3 Xan+ pd Yo + ¥5 Yo + 43 ... (3.3a)

Persamaan (3.1a) dan Persamaan (3.2a) dapat disedernakan
menjadi Persamaan (3.1b) dan Persamaan (3.2b) adalah sebagai berikut:
Y= a0+ alin Xa+ aZln Xa + a3 Xan + plit ..{3.1b})
Dimana:

al = Konstanta
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a1 = Pengaruh langsung X melalul 4
a2 = Pengaruh langsung X2 melalui Yy
a3 = Pengaruh langsung Xs melalui Y.

ulit = Composite random error

Yau = Bo + Brln Xen+ Bz In Xon + BaXan +uz
Dimana:

Bo = Konstanta.

B1 = Pengaruh langsung X1 terhadap Y.
Pz = Pengaruh langsung Xz terhadap Ya.
Bz = Pengaruh langsung Xaterhadap Ya.

Hzi = Composite random error

- (3.2b)

Persamaan (3.1¢) dan Persamaan (3.2b) disubstitusi ke

Persamaan (3.3a) menghasilkan persamaan reduced form adalah sebagai

berikut:

Y =po+ p1In X+ p2in Xan + p3 Xa+ pa (a0 + a1 In Xt azin Xon + aaXos

+p1a) + ps ((Bo+ Baln X+ Bz In Xan + BaXan + p2 } + + pm

= yo+ yato+ ysPo + (1 + yats + ysPa) In X + (y2 + yaaz + ysp2) In Xz

+ (ya+ yaaa + ysPa) Xan + yapm+ yspa+ pa

Yair = Ga+ Gy InXairr Gz InXan + GaXan + €123

Dimana:

By = yu+ ysdo+ ysPe adalah konstanta

.-- (3.3b)
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61 = yr+ ysa1 + ysB1 adalah pengaruh total Xy terhadap Ya yang terdiri
dari pengaruh langsung X: terhadap Ya sebesar yi ditambah
pengaruh tidak langsung Xy hanya melalui Y: sebesar ysaq
ditambah pengaruh tidak langsung hanya melalui Y2 sebesar ysp1.

B2 = yz2 + yati2 + ysPz adalah pengaruh total X2 terhadap Ys yang terdir
dari pengaruh langsung Xz terhadap Y: sebesar y: ditambah
pengaruh tidak langsung Xz terhadap Y1 sebesar ysoz ditambah
pengaruh tidak langsung Xz terhadap Yz sebesar yspa.

B3 = ya+ pa0n + psfa adalah pengaruh total X3 terhadap Y3 yang terdiri
dari pengaruh langsung X: terhadap Ys sebesar ya ditambah
pengaruh tidak langsung Xs terhadap Y sebesar ysaa ditambah
pengaruh tidak langsung X3 terhadap Yz sebesar ysfa.

€1zam = yapm + yspza + paiadalah composite random error
Dengan demikian Persamaan (3.1b), Persamaan (3.2b) dan

Persamaan (3.3b) inilah yang merupakan persamaan fungsional dalam

bentuk simultan (Simultaneous Equation Model, SEM) yang digunakan

dalam penelitian ini.
Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan persamaan reduced form

di atas terhadap hubungan setiap variabel dalam kerangka pikir penelitian

ini. maka diuraikan dalam skema diagram kerangka konseptual penelitian

sabagai berikut:
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{in X2)

Kriminalitas

(¥3)
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/’5' &
(x3) B

Gambar 4.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Gambar 4.1 dijelaskan bahwa kerangka kerangka
konseptual penelitian ini dijelaskan sebagai berikut bahwa variabel
investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan demokrasi
berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui ketimpangan pendapatan. Kemudian
variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam dan
demokrasi berpengaruh langsung terhadap pembangunan berkelanjutan
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kriminalitas.

Adapun teknik analisa data dalam studi menggunakan analisis
regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab pengaruh
langsung variabel eksogen (bebas) yaitu investasi swasta, dana bagi hasil
sumber daya alam, dan demokrasi terhadap variabel antara (mediasi)
yaitu ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Sedangkan untuk
menjawab pengaruh variabel eksogen (bebas) yaitu investasi swasta,

dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi terhadap variabel
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endogen (terikat) yaitu pembangunan berkelanjutan, Data diolah
menggunakan program SPSS versi 21,

Teknik pengujian hipotesis menggunakan pengujian asumsi klasik
meliputi pengujian koefisien determinasi (R%), uji F, dan uji t. Teknik

pengujlan hipotesis ini diuraikan sebagai berikut:

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R? yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Secara umum
koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah
karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan,

sedangkan untuk data runtun waklu (time series) biasanya mempunyai

nilai koefisien determinasi yang tinggi.

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan, dengan
tingkat signifikansi (kepercayaan) sebesar 5%. Apabila value < 5% maka

dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dapat mempengaruhi variabel
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terikat, atau mode! yang digunakan layak (Fit). Pengujian hipotesis

menggunakan uji signifikan simultan (F hitung) dengan penerimaan atau

penolakan hipotesis sebagal berikut (Ghozall, 2011):

1. Jika nilai signifikan > a (0,05) berarti hipotesis tidak terbukti atau
hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabe! terikat secara serentak.

2. Jika nilai signifikan < a (0,05) berarti hipotesis terbukti atau hipotesis
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa varlabel bebas

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara serentak.

4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011), Uji statistik t pada dasamya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam
menerangkan variasi variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini
digunakan t hitung dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai
berikut:

1. Jika nilai signifikan > a (0,05) berarti hipotesis tidak terbukti atau
hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulakan bahwa variabel bebas
tidak berpengaruh signifikan terhadap wvariabel terikat secara
individual.

2. Jika nilai signifikan < a (0,05) berarti hipotesis terbukti atau hipotesis
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara individual.
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4.5 Definisi Operasional

Untuk mengoperasionalkan variabel-variabal yang dianalisis dalam
penelitian ini maka berdasarkan klasifikasi variabel, kerangka konseptual,
dan definisi operasional dari variabel yang ada adalah sebagal berikut:

1. Investasi swasta adalah realisasi besarnya penerimaan investasi
swasta di dalam negeri pada sepuluh propinsi penghasil tambang di
Indonesia tahun 2009-2018 dalam trilyun rupiah. Data investasi swasta
inl merupakan penggabungan antara realisasi penerimaan investasi
swasta asing (foreign direct investment) dan investasi swasta domestik
(domestik direct investment) yang diambil dalam website BPS. Adapun
nilai realisasi penerimaan Investasi swasta ini diukur dalam rupiah.

2. Dana bagi hasil sumber daya alam adalah jumlah sharing bukan pajak
fsumber daya alam yang ditetapkan dalam APBN dan APBD pada
sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia tahun 2009-2018
dalam rupiah yang diambil dalam website BPS. Perlode pengamatan
selama kurun waktu 2009 hingga 2018 yang diukur dalam trilyun
rupiah.

3. Demokrasi diukur dengan menghitung indeks demokrasi pada sepuluh
propinsi penghasil tambang selama tahun 2009-2018. Indeks
demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan tingkat perkembangan
demokrasi di Indonesia yang telah dipublikasi melalul website BPS.
Tingkat pencapaiannya berdasarkan indeks komposit atas 3 aspek, 11
variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek itu yakni aspek

kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi,
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11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Adapun aspek, variabel dan
indikator penyusun indeks demokrasi ini dapat dilihat pada Lampiran 4.
Metode perhitungan indeks demokrasi ini menggunakan empat sumber
data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub,
dan lain-lain), focus group discussion, dan wawancara mendalam.
Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni
“baik” (indeks > 80), “sedang" (indeks 60-80), "buruk” (Indeks < 60).
Indeks demokrasi ini memuat sepuluh propinsi penghasil tambang di
Indonesia selama periode 2009-2018 yang diambil dari website BPS.

. Ketimpangan pendapatan diukur dalam rasio gini pada sepuluh propinsi
penghasil tambang di Indonesia selama periode tahun 2009-2018.
Rasio gini mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan
penduduk. Angkanya antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan sempurna). Rasio gini menunjukkan jumiah persentase
penerima pendapatan dikali dengan jumlah kumulatif persentase
pendapatan. Rasio gini memuat indeks gini sepuluh propinsi penghasil
tambang di Indonesia selama kurun waktu 2008-2018 yang diambil dari
website BPS.

. Kriminalitas diukur dengan indeks kriminalitas (crime index) yang
mencerminkan peristiwa kejahatan (crime rate), yang mana angka

indeks kriminalitas dirumuskan sebagai berikut: (BPS, 2014)

Crime race tahun ¢
Indeks Kriminalitas (1K) = = dasar ~ 100 ...(4.1)

Dimana indeks kriminalitas ini dihitung berdasarkan jumlah kejadian

kriminalitas {crime rate) pada tahun t yang dibandingkan dengan tahun
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dasar yaitu tahun 2010. Crime rate adalah resiko penduduk terkena
indak pidana per 100.000 penduduk menurut Kepolisian Daerah
(Polda). Indeks kriminalitas ini diambil dari publikasi BPS (Buku
Statistika Kriminal Indonesia) pada sepuluh propinsi penghasil tambang
di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018,

- Pembangunan berkelanjutan yang merupakan sasaran akhir yang
disintesis dan diuji menjadi Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB)
yang merupakan indeks komposit atas indeks Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam menghitung indeks
pembangunan berkelanjutan menggunakan metode pembobotan
parameter peringkat (rangking). Metode pembobotan ini didasarkan
atas pengambilan keputusan spasial yang sering kali menggunakan
banyak parameter yang pasti dihadapkan pada masalah penentuan
tingkat pengaruh satu parameter terhadap parameter lainnya yang
menyusun fungsi keputusan. Pengambilan keputusan harus melakukan
pembobotan untuk setiap parameter berdasarkan tingkat pengaruh atau
nilai penting parameter yang bersangkutan. Nilai penting suatu
parameter, dapat dilihat dari seberapa besar bobot yang diberikan
untuknya dalam proses penentuan keputusan (Selamat, 2002).
Disamping itu, Fauzi (2014) telah menggunakan indeks pembangunan
berkelanjutan dengan melakukan pembobotan parameter melalui

skenaric indeks komposit indeks pembangunan berkelanjutan.

Pembobotan yang sama dilakukan antar dimensi pembangunan
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berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan), Fokusnya pada studi
ini bukan pada indikator penyusunnya, melainkan pada dimensi
pembangunan yang mewakili masing-masing indikator. PDRB dan IKLH
masing-masing mewakili dimensi ekonomi dan lingkungan, sedangkan
IPM mewakili dua dimensi sekaligus yaitu sosial dan ekonomi. Agar
bobot antar dimensi sama, maka masing-masing indikator diberi bobot
yang berbeda, 1/6 untuk indeks PDRE, 3/6 untuk IPM, dan 2/6 untuk

IKLH. Hal ini terangkum dalam Rumus (4.2) berikut:

IPB = Indeks PORE+(3 :!F‘H] +([2x IKLH)

.. (4.2)

Dengan demikian nilai indeks pada Rumus (4.2) yang diambil sebagai
nilai indeks pembangunan berkelanjutan dalam studi ini.

. Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan publikasi
BPS (Buku Produk Domeslik Regional Bruto) yang telah
disebarluaskan pada website BPS. Indeks PDRB mengandung indeks
perkembangan PDRB yang membandingkan PDRE atas dasar harga
konstan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap kategori
menurut lapangan usaha. Dalam studi ini diambil indeks perkembangan
PDRE pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia pada
kategori pertambangan, dan penggalian atas dasar harga konstan
2010, selama periode tahun 2009-2018.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salahsatu publikasi
BPS yang dapat dlihat di website BPS. IPM dihitung berdasarkan
indeks komposit atas indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks

pendidikan (rata2 lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks
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pengeluaran (pengeluaran perkapita), Dalam studi ini IPM yang diambil
terangkum dalam sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia
selama kurun waktu 2008-2018.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga merupakan publikasi
BPS (buku Statistika Lingkungan Hidup Indonesia) yang dapat dilihat di
website BPS. IKLH ini dihitung berdasarkan indeks komposit atas
indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara, dan indeks tutupan
hutan. Dalam studi ini IKLH yang diambil terangkum dalam sepuluh
propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-

2018.



BAB V
HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

5.1.1 Perkembangan Investasi Swasta pada Propinsi Penghasil
Tambang di Indonesia

Adapun gambaran umum penelitian ini menyangkut data variabel
investasi swasta, bagi hasil sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan
pendapatan, kriminalitas, dan pembangunan berkelanjutan. Berikut ini
digambarkan data investasi swasta yang mewakili variabel X: yang
diambil dari data realisasi investasi swasta dalam negerl propinsi
penghasil tambang di Indonesia dibandingkan dengan Indonesia secara
keseluruhan yang dirangkum pada Tabel 5.1.

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 terlihat bahwa terjadi
peningkatan nilai investasi swasta walaupun berjalan lambat dari tahun
2009-2013, Ini terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Namun memasuki periode Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014
terjadi penurunan nilal investasi swasta karena terjadi peristiwa palitik
yakni pergantian periode pemerintahan SBY ke periode pemerintahan
Jokowi. Investor melakukan tindakan penundaan investasi yang
disebabkan olh faktor politik sejalan dengan berjalannya tahun politik.

Pada pemerintahan Jokowi banyak sekali dikeluarkan paket-paket
kebijakan ekonomi yang terkesan memberatkan calon investor. Salah satu

strategi pemerintah yakni dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres)
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No. 32 Tahun 2014 Pads prinsipnya paket kebijakan ini bermuara pada

peningkatan investasi dan mendorong peningkatan daya saing.

Alhasil pada tahun 2015 terdapat respons positif langsung dapat
_ terlihat dan dirasakan pada Propinsi Sumatera Selatan yakni nilai
investasi swasta mencapai Rp 10.9 Trilyun dibandingkan dengan investasi
swasta tahun 2014 sebesar Rp 7.04 trilyun. Selama kurun waktu 2009
hingga tahun 2018 rata-rata investasi swasta sebesar Rp 5.5 trilyun. Kalau
dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan selama periode
2008-2018 rata-rata investasi swasta per tahun sebesar Rp 303. 5 milyar.

Tren positif terjadi pada tahun 2017-2018. Hal ini terdihat pada
Propinsi Kalimantan Timur bahwa realisasi investasi swasta mencapal Rp
11.7 trilyun pada tahun 2018 yang meningkat dari tahun 2017 hanya
sebesar Rp 10.9 trlyun (atau rata-rata per tahun sebesar Rp 8.85 trilyun.
Keadaan ini membawa respon cepat dan positif pemerintah dalam
menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),
khususnya dengan menerbitkan serial paket kebijakan ekonomi oleh
pemerintah Jokowi-JK. Paling tidak sudah dikeluarkan sekitar 18 paket
kebijakan ekonomi oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal ini menggambarkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi
yang berorientasi memberikan kemudahan berinvestasi, memangkas jalur
birokrasi perijinan, serta upaya-upaya menghilangkan hambatan-

hambatan ekonomi yang sering dikeluhkan oleh para inveslor.
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Dengan demikian melalui hadirnya paket kebijakan ekonomi
tersebut yang secara khusus mengatur resiko politik bagi investasi
diharapkan kekhawatiran mengenai terjadinya fransfer risk (resiko yang
her_hubungan dengan capital payment), operational risk (yang mengancam
sumber daya lokal), ownership controf risk (kemungkinan pengambilalham

atau penyitaan) bisa diminimalisasi, sakaligus menjadi jaminan bagi para

investor untuk menanamkan modalnya,

5.1.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada

Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun dana bagi hasil sumber daya alam yang mewakili variabel
Xz yang diambil dari share (dana bagi) hasil bukan pajak/sumber daya
alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada dasamya
Dana Bagi Hasil (DBH) lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara
pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA} yang
dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA
salama ini.

Dana Bagi Hasil menjadi salah satu sumber pembiayaan yang
berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Oleh
sebab itu, propinsi yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak
tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. Namun
sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia
sangat beragam sehingga hal itu mempengaruhi sumber pendapatan

daerah melalui mekanisme Transfer Ke Daerah (TKD). Karena
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keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan penyediaan
layanan publik menjadi lebih rendah.

Secara keseluruhan apabila dilihat pada Tabel 5.2 bahwa dana
bagi has_l! sumber daya alam (DBH SDA) pada propinsi penghasil

tambang di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan memiliki tren

yang menaik, di mana pada tahun 2009 Propinsi Sulawesi Selatan
mencapai Rp 9 triliun menjadi sebesar Rp 97.9 triliun pada tahun 2018,
serta pada Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 dialokasikan
sebesar Rp 1.5 milyar meningkat menjadi Rp 98 milyar, Adapun rata-rata-
rata per fahun yang diterima pada propinsi ini adalah Rp 49 Milyar.

Kalau dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan selama
pericde tahun 2009 hingga tahun 2018 rata-rata DBH SDA yang
dihasilkan sebesar Rp 24.5 Trilyun. Dan nilai DBH SDA, terbesar berada
pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 47.6 Triyun.

MNamun masalahnya porsi DBH yang diberikan ke daerah dapat
berfluktuasi tergantung pengelolaan SDA dan pajaknya. Salah satu
daerah dengan porsi DBH sangat tinggi adalah di Provinsi Kalimantan
Timur. Pada tahun 2017, penerimaan transfer fiskal dalam APBD Fropinsi
ini menurun drastis. Dari Rp 3.17 trilyun pada tahun 2015 terus menurun
menjadi Rp 1.2 trilyun pada tahun 2018. Hal ini dapat terjadi karena
pengaruh fluktuasi dari DBH SDA dan pajak akibat kebijakan pemerintah
pusat terkait TKD. Proporsi APBD Propinsi ini terdiri dari PAD sebesar 48
persen dan dana perimbangan sebesar 52 persen. Penyusun dana

perimbangan terbesar herasal DBH SDA dari minyak dan gas (migas) dan
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tamban i
g serta DBH pajak. Pada tahun 2014 Propinsi ini menjadi penerima

DBH SDA tertinggi dibandingkan propinsi lain di
Pada

Indonesia.
t
ahun 2014, Indonesia secara keseluruhan mengalami nilai

transfer DBH ?DA terbesar yakni Rp 47.6 Trilyun. Sedangkan pada tahun

tersebut rata-rata nilai DBH SDA propinsi-propinsi penghasil tambang
adalah sebesar Rp 606.78 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2013
terjadi penurunan nilai transfer DBH SDA yang diterima oleh propinsi-
propinsi penghasil tambang di Indonesia yakni sebesar Rp 661.2 milyar.
Propinsi Bangka Belitung mengalami kenaikan nilai transfer DBH
SDA dari tahun 2017 sebesar Rp 12 Milyar menjadi Rp 122.5 Milyar pada
tahun 2018. Hal ini disebabkan ditemukan tambang-tambang baru di
propinsi ini yang mengakibatkan persentase penerimaan atas DBH SDA
meningkat pula. Begitu juga yang dialami oleh Propinsi Kalimantan
Selatan. Pada tahun 2009-2017 mengalami peningkatan penerimaan DEH
SDA. Pada tahun 2017 mendapatkan DBEH SDA sebesar Rp 71.3 Milyar.

Pada tahun 2018 meningkal tajam menjadi Rp 145.4 Milyar.

R9
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5.1.3 Parkemhangan Indeks Demokrasj pada

Tambang di Indonesia

Propinsi Penghasil

Adapun perkembangan indeks demokrasi Indonesia yang mewakill

variabel Xs pada propinsi penghasil tambang di Indenesia dan Indonesia

secara kaseiuruhanyang berada pada kurun waktu 2009-2018 yang

dimuat dalam Tabel 5.3. Berdasarkan data pada Tabel 5.3 teriihat bahwa
saat pesta demokrasi tahun 2014 nilai demokrasi hampir seluruh sampel
propinsi dan kondisi Indonesia menunjukkan nilai tertinggl di antara tahun-
tahun yang lainnya.

Untuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung saja pada tahun 2018
memiliki nilai demokrasi yang mendekati 100 yakni 85,8. Ini membuktikan
bahwa daerah ini telah memahami persepsi demokrasi di dalam
kehidupan bermasyarakatnya. Dibandingkan tahun 2009 hanya memiliki
niai demokrasi sebesar 67 atau mengalami pertumbuhan tingkat
demokrasi sebesar 1.2 persen.

Propinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan nilai demokrasi
setelah tahun politik 2014, Dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami
penurunan angka indeks dari 80.5 menjadi 75.6. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat di propinsi ini tidak begitu aktf berpartisipasi dalam
politik demokrasi. Selain itu terjadinya aspek kebebasan sipil yang
menurun akibat meningkatnya hambatan kebebasan berkump ul dan

berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek

hal-hal politik karena berkurangnya pengaduan- masyarakat tethadap

penyalenggaraan pemerintah  yang PeAngGAmBATA; g
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kepedulian masyarakat mengoreksi kinerfja pemerintah. Sedangkan
turunnya aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan
peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah.

Propinsi Sumatera Selatan dengan memiliki angka Indeks
demokrasi yang terus meningkat sebesar 82.33 di tahun 2018. Apalagi
jika dibandingkan pada tahun 2008 hanya sebesar 72.5. Hal ini
menunjukkan semakin besar masyarakat antusias terhadap kehidupan
demokrasi di daerahnya.

Propinsi Maluku Utara juga mengalami hal yang sama semenjak
adanya pemekaran propinsi. Ini terlihat pada tahun 2009 telah meraih
demokrasi di atas 50 tepatnya sebesar 67.2 dan terus naik hingga tahun
2018 yaitu sebesar 75.98. Ini membuktikan bahwa masyarakat Fropinsi
Maluku Utara semakin aktif dalam politik dan kehidupan demokrasi.

Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 hingga tahun politik
2014 mengalami penurunan angka demokrasi. Nilai demokrasi nya rata-
rata berada pada angka 50. Hal ini berarti sebagian masyarakat belum
paham pentingnya kehidupan berdemokrasi bagi kemajuan daerah dan
bangsa. Mamun di tahun politk yaitu tahun 2014 telah mengalami
kenaikan sebesar 72 persen atau sekitar pada angka indeks 50.2 menjadi

70.1.
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.4
5.1 Perkembangan Ketimbangan Pendapatan pada Propinsi

Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan ketimpangan pendapatan di propinsi
penghasil tambang di Indonesia diukur dengan rasio gini. Pada Tabel 5.4
berikut terlihat perkembangan rasio gini antar propinsi penghasil tambang

di Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 5.4
Perkembangan Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

NO | PROVINSI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2017 | 2018 [ RATA-
1 | KALTIM 0.379 | 0.368 | 0.323 | 0.363 | 0.366 | 0.361 | 0.315 | 0.328 | 0.333 | 0.345 | 0.348
2 | KALTENG | 0.293 | 0.304 | 0.334 | 0.332 | 0.358 | 0.365 | 0.300 | 0.347 | 0.327 | 0.346 | 0.331
3 | BABEL 0.288 | 0.296 | 0.320 | 0.311 | 0.307 | 0.295 | 0.275 | 0.288 | 0.276 | 0.367 | 0.302
4 | KALSEL 0.348 | 0.366 | 0.353 | 0.364 | 0.356 | 0.326 | 0.334 | 0.351 | 0.347 | 0.407 | 0.355
5 |kaLBAR | 0.321 | 0.370 | 0.363 | 0.395 | 0.384 | 0.402 | 0.330 | 0.331 [ 0.320 | 0.406 | 0.383
6 | SULTRA | 0.358 | 0.421 | 0.389 | 0.403 | 0.391 | 0.399 | 0.381 | 0.388 | 0.404 | 0.394 | 0.393
7 |sumseL | 0.313 [ 0.340 | 0.401 | 0397 | 0.375 | 0.381 | 0.334 | 0.352 | 0.385 | 0.397 | 0.367
B | MALUT 0.327 | 0.336 | 0.343 | 0.306 | 0.320 | 0.322 | 0.286 | 0.309 | 0.330 | 0.349 | 0.323
9 |euLTENG | 0.338 | 0.366 | 0.388 | 0,387 | 0.391 | 0.352 | 0.370 | 0.347 | 0.345 | 0.395 | 0.368
10 | suLseL | 0.394 | 0.404 | 0.427 | 0.418 | 0.432 | 0.448 | 0.404 | 0.400 | 0.428 | 0417 | 0417
el 0.336 | 0.357 | 0.384 | 0.368 | 0.368 | 0.365 | 0.333 | 0.345 | 0.348 | 0.382
| INDONESIA | 0.372 | 0.382 | 0.396 | 0.425 | 0.424 | 0.433 | 0.418 | 0.409 0.407 | 0.406 | 0.407

Sumber: www.bps.go.id.

Berdasarkan data pada Tabel 5.4 terlihat bahwa angka rasio gini
Indonesia masih dalam kisaran 040 tepatny angka rasio gini terbesar
Indonesia berada pada angka 0433 pada tahun 2014 Hal ini
membuktikan bahwa terdapat terjadi ketimpangan distribusi pendapatan
yang besar sebesar 43 persen. Artinya di Indonesia pada tahun 2014
terdapal kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin sebesar 43

persen. Kondisi yang ideal adalah dimana angka rasio gini mendekati
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k
urang dar 30 persen atay 0.30, dimana saat kondisi ini terjadi

ketimpangan pendapatan yang kecil antara si kaya dan si miskin. Selama

kurun waktu 2009-2018 Indonesia mengalami ketimpangan pendapatan

rata-rata sebesar 40.7. Ini berarti bahwa Indonesia masuk dalam kategori

sedang pada ketimpangan pendapatan,

Selain itu apabila dilihat dari 10 (sepuluh) propinsi penghasil
tambang terbanyak di Indonesia, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang memiliki angka ketimpangan pendapatan yang mendekati 0.30, yaitu
tepatnya 0.276 pada tahun 2017. Ini membuktikan bahwa di di daerah ini
terdapat pemerataan distribusi pendapatan pada tahun 2017.

Mamun yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan terlihat
ketimpangan pendapatan terbesar dari keseluruhan sampel propinsi,
yakni sekitar 0.448 pada tahun 2014. Ini membuktikan bahwa di propinsi
terjadi ketidaksetaran distribusi pendapatan sebesar 44,8 persen. Arlinya
terdapat terdapat jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin sebesar
44 B persen.

Propinsi Kalimantan Timur telah mengalami  penurunan
ketimpangan pendapatan dari tahun 2009 yang hanya 37.9 persen
menjadi 33.3 persen. Hal ini berart terjadi penyerapan jumlah tenaga
kerja di propinsi pada sekior andalannya yakni sektor pertambangan.

Keadaan yang serupa juga terjadi di Propinsi Kalimantan Selatan.
Ini terlihat adanya pemeratan distribusl pendapatan darl tahun 2009

hingga tahun 2018 yakni rata-rala sebesar 35 persen yang cenderung

stabil pada periode tahun tersebut.
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Adapun perkembangan kriminalitas di propinsi penghasil tambang
di Indonesia diukur dengan indeks kriminalitas yang terlihat dalam Tabel

5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Parkl_zmha ngan Indeks Kriminalitas
Propinsi Penghasil Tam bang di Indonesia

Tahun 2009-2018

NO | PROVINSI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2047 | 2018 ’;ﬂi‘
1 | KALTIM 8B.90 | 8661 | 0427 | 8312 | 90.76 | 93.25 | 9038 | 90.25 | 96.91 | 90.32 | 9049
2 | KALTENG B6.61 | 9359 | 0804 | 9768 | 0696 | B1.43 | 9821 | 0966 | 99.75 | 9866 | 9506
4 | BABEL 96.05 | 9912 | 9403 | 90,85 | 8668 | 8206 | B5.34 | 8404 | 9180 | 9223 | 910
4 | KALSEL 89.00 | 8545 | 9545 | 9545 | 9982 | 99.64 | 99.36 | 9082 | 99.09 | S6.O7 | BA12
5 | KALBAR 099.89 | 69.50 | 9800 | 99.44 | 9078 | 0044 | 8833 | 9167 | 9715 | 8832 | 9415
6 | SULTRA 91.40 | 99.45 | 9915 | 99.85 | 90.03 | 8550 | 8687 | 61.53 | 9097 | §9.32 | 9141
T | SUMSEL B1.20 | 89.15 | 97.00 | 93.60 | 86.80 | 96.00 | 8360 | B3.60 | 91,32 | 01.34 | 9256
B | MALUT 7111 | 0364 | 8506 | B394 | 8455 | 81.01 | B5.66 | B4B5 | 86.02 | B5.45 | B4.24
9 | SULTENG B1.46 | 8271 | 83.75 | B1.46 | 88.01 | 67.00 | 84.30 | B5.13 | 94.26 | 93.04 | A7
10 | suLseL o469 | 8719 | 9237 | s0.17 | eze2 | 9870 | 0379 | 93.79 | 90.00 | 97.B7 | 94.05
RATA-RATA | 80.04 | 0164 | 9380 | 9246 | 9182 | 0040 | 90.60 | 90.62 | 94.64 | 93.47
INDONESIA_| 99-30 | 98.33 [ 105.97 | 106.43 | 102.29 | 100,00 | 93.57 | 90.60 | 10853 | 9256 | 99.88

Dari Tabel 5.5 terlihat bahwa angka krminalitas menunjukkan
jumlah kriminalitas pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasar
yaitu tahun 2010. Di Indonesia tahun 2016 merupakan tahun yang
menmiliki kriminalitas terendah yakni sebesar 90.80.

Propinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan jumiah
kejahatan selama kurun wakiu 2009-2018 yang terlihat pada nilai

kriminalitas sebesar 88.98 tahun 2009 menjadi 98.7 tahun 2018, Namun
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apabila dilihat secara detaj| sefiap tahun nya mengalami fluktuasi. Pada

tahun 2012 sempat mengalami Penurunan kriminalitas sebesar 83.12.

Propinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan jumilah
Kejahatan selama kurun waktu 2008-2018 yang teriihat pada nilai
kriminalitas sebesar 86.61 tahun 2009 menjadi 98.66 tahun 2018. Namun
apabila dilihat secara detail setiap tahun nya mengalami fluktuasi. Pada
tahun 2014 sempat mengalami penurunan kriminalitas sebesar 81.43.

Propinsi Bangka Belitung mengalami penurunan jumlah kejahatan
selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai kriminalitas
sebesar 96.05 tahun 2009 menjadi 92.33 tahun 2018. Namun apabila
dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012
sempat mengalami peningkatan kriminalitas sebesar 99.85.

Propinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan jumlah
kejahatan selama kurun wakiu 2009-2018 yang terlihat pada nilai
kriminalitas sebesar 99.00 tahun 2009 menjadi 98.7 tahun 2018, Namun
apabila dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada
tahun 2013-2014 sempat mengalami penurunan kriminalitas sebesar
95.45.

Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan jumlah
kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada niai
kriminalitas sebesar 91.07 tahun 2009 menjadi 89.32 tahun 2018. Namun
apabila dilihat secara datail =etia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada

tahun 2016 sempat mengalami panurunan kriminalitas sebesar 81.53. Hal
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ini disebabkan banyak sekior informal membuka kesempatan kerja yang

mengurangi pengangguran sehingga menambah penghasilan masyarakat.

Propi
ropinsi  Sumatera Selatan mengalami peningkatan jumlah

kejahatan selama kurun waktu 2009-2018 yang terlihat pada nilai

kriminalitas sebesar 81.20 tahun 2009 menjadi 91,34 tahun 2018. Namun
apabila dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada
tahun 2010 mengalami peningkatan kriminalitas sebesar 99.15.

Propinsi Maluku Utara mengalami peningkatan jumiah kejahatan
selama kurun waktu 2009-2018 yang terfihat pada nilai krminalitas
sebesar 71.11 tahun 2009 menjadi 85.45 tahun 2018. Namun apabila
dilihat secara detail setia tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010

sempat mengalami peningkatan kriminalitas sebesar 93.64.

5.1.6 Perkembangan Indeks PDRB pada Propinsi Penghasil Tambang

di Indonesia

Adapun perkembangan Indeks Produk Domestik Regional Brulo
(PRDB) pada 10 (sepuluh) propinsi penghasil tambang terbanyak di
Indonesia dan dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan yang
disajikan pada Tabel 5.6 berikut.

Adapun indeks PDRE pada tahun 2010 mengalami kenaikan
sebesar 7.8 persen. Pada tahun 2013 meningkat tajam menjadi 46.1
persen. Namun pada tahun 2014 menurun tajam mencapai 9.4 persen.

Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan pendapatan secara
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regional pada tahun 2014 sehingga dapat dikatakan selama periode 2009-
2018 pada tahun 2014 Indonesia lebih sejahtera

Tabel 5.6

i Perkembangan Indeks PDRB
ropinsi Penghasil Tambang di Indonesia

e Tahun 2009-2018
o | PROVINSI 2008 2010 2041 2012 2013 2014 2015 2016 2047 2018 :iTA—
= TA
|| KALTIM 110.49 | 117.77 | 139.98 | 150.29 | 149.95 | 11486 | 117.00 | 11124 | 11258 | 113.83 | 123.85
) |KALTENG 3 11146 | 111.78 | 135.78 | 158.10 | 183.08 | 147.58 | 150.35 | 161.78 | 17504 | 175.91 | 151.18
j | BABEL 102.96 | 100.89 | 112.06 | 114.77 | 116.78 | 104.55 | 106.26 | 106.80 | 109.17 | 107.99 | 108.22 |
i | KALSEL 103.92 | 108.24 | 12661 | 134.15 | 140.98 | 12876 | 127.89 | 12635 | 133.61 | 139.23 | 127.97
i | KALBAR 109.03 | 108.96 | 134.11 | 150.66 | 149.99 | 11551 | 116.20 | 14120 | 142.94 | 15350 | 133.12
3 | SULTRA 106.05 | 12299 | 133.83 | 179.19 | 187.82 | 168.84 | 185.51 | 186.04 | 208.81 | 22417 | 170.43
1| SUMSEL 104.88 | 11064 | 128.74 | 14399 | 154.70 | 117866 | 122.30 | 126686 | 133.50 | 145.88 | 128.90
1 | MALUT 8232 | 107.85 | 112.96 | 120.79 | 126.09 | 5508 | 101.14 | 99,55 | 11072 | 123.38 | 108.99
) | SULTENG | 126.19 | 152.50 | 137.81 | 18242 | 23533 | 162.96 | 206,87 | 27810 | 32011 | 344.17 | 214.60
0 | SULSEL 9518 | 11597 | 91.77 | 104.70 | 109.46 | 11887 | 127.79 | 129,35 | 134.27 | 13568 | 116.31
RATA-
_|RATA | 106.22 | 115.76 | 12557 | 144.81 | 15543 | 127.42 | 13622 | 146.92 | 158.27 | 166.38 S
INDONESIA | 111.48 | 107.8 1266 | 13850 | 148,08 | 10841 | 110.53 | 11287 | 11464 | 11659 | 11946

Sumber: www.bps.go.id.

Propinsi Maluku Utara memiliki penurunan indeks perkembangan
PDREB pada tahun 2009 yang terlihat pada angka indeks PDRB-nya hanya
92.32. Artinya pada tahun 2008 propinsi ini mengalami penurunan
kesejahteraan yang tergambar dan pendapatan regional nya sebesar 7.7
persen. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan pendapatan
sebesar 26.09 persan.

Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2018
mengalami peningkatan pendapatan regional yang berarti telah terjadi

peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditandai dengan indeks perkembangan

PDRB-nya hingga mencapai 344.17.
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Begitu juga halnya Propinsi Sulawesj Tenggara juga mengalami

peningkatan kesejahteraan pada tahun 2014 hingga tahun 2018, Ini

terlihat pada pencapaian indeks Perkembangan PDRB yang berturut-turut
yaitu 168.84, 185.51, 186.04, 209.81 dan 224.17. Artinya selama periode

2014-2018 telah mengalami peningkatan pendapatan regional sebesar
95.5 persen.

5.1.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada Propinsi

Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan indeks pembangunan manusia pada
propinsi penghasil tambang di Indonesia dan dibandingkan dengan
Indonesia secara keluruhan selama periode 2009 hingga tahun 2018
terangkum dalam Tabel 5.7 berikut ini.

Berdasarkan data pada Tabel 5.7 bahwa indeks pembangunan
manusia (IPM) Indonesia memiliki dua bentuk perhitungan yakmni
menggunakan metode lama dan metode baru. Hingga tahun 2013
dilakukan perhitungan IPM memakai metode lama. Selanjutnya tahun
2014 hingga saat ini nilai IPM menggunakan perhitungan metode baru,

Pada metode lama, nilai IPM dihitung berdasarkan pertama; angka
melek huruf sudah tidak relevan mengukur tingkat pendidikan secara utuh
karena lidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu karena
angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak
dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Kedua;
PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan

bahwasanya
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masyarakat pada suatu wilayah, D samping itu penggunaan rumus rata-

rata aritmatika dalam Perhitungan P menggambarkan pencapaian yang

rendah di suatu dimensi dapat ditutupi dari dimensi lain.

Pad
ada perhitungan metode baru, indlkator yang berubah adalah

angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah dan PDB
perkapita diganti dengan PNB perkapita. Selanjutnya metode agregasi

diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Tabel 5.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

No | PROVINS! | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | RATS
[ [ kALTM 7511 | 7556 | 7622 | 76.71 | 73.21 | 7382 | 74.17 | 7458 | 7512 | 74.32 | 748
2 |KALTENG | 7436 | 7464 | 7506 | 7546 | 67.41 | 67.77 | 6853 | 69.13 | €079 | 6954 | 7347

3 | BABEL 7255 | 7286 | 7337 | 7378 | 67.92 | 66.27 | 60.05 | €9.55 | 68.98 | 68TV T-E.hﬁ

4 | KALSEL 6930 | 69.92 | 70.44 | 71.08 | 67.17 | 67.63 | 68.38 | 69.05 | 69,65 | 60.68 | gg 23

s | KALBAR 66.79 | 69.15 | 60.66 | T0.31 | 64,30 | 64.80 | 6550 | €5.88 | 66.26 | 67.78 | g7.26

& | SULTRA 6o52 | 7000 | 70.55 | 71.05 | 67.55 | 68.07 | 6875 | 69.31 | 69.86 | 69.66 | gg43

7 | SUMSEL 7261 | 72.95 | 7342 | 73.99 | 66.16 | 66.75 | 67.46 | 68.24 | 68.86 | 69.67 | 70.01
o | maLuT 56.63 | 69.03 | 69.47 | 69.98 | 64.78 | 65.16 | 6591 | 66.63 | 67.20 | 60.77 | g7.68

s |SULTENG | 70.70 | 7114 | 7162 | 72.14 | 85.79 | 66.43 | 6676 | 6747 | 68.11 | 70.78 | 69.00

1q | SULSEL 7004 | 7162 | 72.14 | 72.70 | 67.92 | 68.49 | €9.15 | 60.76 | 70.34 | 70.78 | 7938

ATARATA | 7125 | 7168 | 7220 | 7272 | 67.22 | 67.73 | eB.38 | 6896 | €0.52 | 70.7
S DONESIA | 7178 | 7227 | 7277 | 7320 | 68.31 | 68.80 | 60.55 | 70.18 | 7081 | 7187 | yo.97

Sumber: www.bps.go.id.

berarti bahwa kualitas pembangunan manu
standar. Propinsi Kalimantan Tengah memiliki

75.46 pada tahun 2012, yang ber

Dari data Tabel 5.7 terihat

nilai IPM berkisar antara 56-80 yang

sia sudah berada di atas

IPM tertinggi pada angka

arti bahwa propinsi ini dengan hasil

tambang yang tersedia mendorong perbaikan kualitas pembangunan
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manusia. Propinsi Kalimantan Barat memiliki nilai IPM yang terendah yang

telihat pada tahun 2013 berada pada angka 64.30

Propinsi Bangka Belitung mengalami penurunan an gka IPM. Pada

tahun 2009 memperoleh IPM sebesar 72.6 namun tahun 2018 sebesar

69.77. Hal ini berarti angka partisipasi penduduk untuk melanjutkan

sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menurun. Di tambah lagi tingkat
pendapatan menurun sehingga mempengaruhi tingkat daya beli,
konsumsi hingga pemenuhan gizi masyarakat.

Begitu juga yang terjadi di Propinsi Sumatera Selatan. Akibat
adanya disparitas pendapatan yang tinggi menyebabkan kemampuan
keluarga untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi
menurun. Ini tergambar dengan penurunan nilai IPM pada tahun 2009
sebesar 72.6 menjadi 68.7 pada tahun 2018.

Pada Propinsi Sulawesi Selatan terdapat kestabilan nilai IPM. Ini
terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2017 nilai IPM nya berkisar rata-rata
sebesar 71. Ini membuktikan bahwa pendapatan perkapita masyarakat
propinsi ini cenderung stabil sehingga kepedulian masyarakat akan
pendidikan relative meningkat stabil.

Hal senada juga dialami oleh propinsi di Pulau Kalimantan yakni
Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi
Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Barat. Nilai IPM yang
diperoleh cenderung stabil salam.a periode tahun 2009 hingga tahun 2018.
Propinsi Kalimantan Timur rata-rata IPM selama periode tersebut adalah
ropinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan

75. Propinsi P
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dan Propinsi Kalimantan Barat

68.

5.1.8 Perkembangan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada

rata-rata berturut-turut sekitar 73, 70 dan

Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia

Adapun perkembangan indeks lingkungan hidup pada propinsi

penghasil tambang di Indonesia dan dibandingkan dengan Indonesia

secara keseluruhan yang menjadi pembentuk indeks komposit atas

pembangunan berkelanjutan dijelaskan dalam Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8

Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO | PROVINSI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 E:*T
4 | KALTIM 6863 | 62.22 | 70.75 | 73.12 | 73.21 | 74.00 | 81.15 | 76.85 | 75.65 | 7543 | 73,10
5 |WALTENG | 4570 | 50.38 | 63.08 | 70.84 | B9.71 | 70.37 | 74.09 | 74.71 | 7147 | T1.55 | g6.28
5 | BABEL 52.15 | 64.92 | 64.99 | 57.73 | 59.41 | 60.21 | 71.26 | 66.88 | 6785 | 68.76 | g3 42
s | KaLSEL | 425 |se24 6029 | 57.10 | 55.88 | 57.51 | 57.47 | 50.07 | 69.38 | 69.66 | 5078
5 | KALBAR 7102 | 7630 | 74.27 | 69.91 | 69.08 | 68.31 | 75.88 | 7224 | 7447 | 7233 | 7245
g | SULTRA 60.53 | 62.23 | 52.79 | 70,32 | 69.08 | 72.14 | 75.18 | 75.24 | 70.38 | 72.32 | gp.02
7 | SUMSEL 60.30 | 75.70 | 77.50 | 56.73 | 58.53 | 61.62 | 69.06 | 67.27 | 69.18 69.35 | g7.42
g | MALUT 7880 | 79.72 | 73.00 | 79.31 | 76.56 | 77.22 | 75.07 | 7248 | 74.55 | 73.54 | 76.12
g | SULTENG | 6762|6289 | 6264 | B4.76 5367 | 64.06 | 76.43 | 70.54 | 69.38 | T0.44 | 57.24
40 | SULSEL 5053 | 62.23 | 5279 | 70.32 | 69.08 | 72.14 | 75.18 | 75.24 ) 7038 7057 | g7.85
RATA-RATA | 62.34 | 65.49 | 6531 | 67.01 | 66.42 | 67.76 7347 | 71.05 | 71.24 | T1.40
INDONESIA | 59.79 | 61.07 | B0.25 | 84.21 | 83.13 | 6342 5823 | 65.73 | 66,46 | 69.45 | g4 .17

Sumber: www.bps.go.id.

Perhitungan nilai 1KLH merupakan indeks kom
pencemaran air, indeks pencemaran udara dan inde
lhan, Apablla nilai iKLH mencapai 100 b

‘sl lingkungan hidup.

posit atas indeks

ks luas tutupan hutan-

ararti telah terjadl penurunan
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Dari data
pada Tabel 5.8 terjihat sepanjang periode tahun 2009

hingga tahun 2 i
018 bahwa Proping| Kalimantan Tengah memiliki indeks

kualitas i
a ngkungan hidup yang terendah yakni berada pada angka 45.70

Fﬂda_‘ ‘E'hll"" 2009. Sedangkan Propinsi Kalimantan Timur memiliki indeks
kualitas lingkungan hidup yang tertinggi yakni berada pada angka 81.15
pada tahun 2015. Artinya telah terfjadi degradasi sumber daya alam dan
lingkungan di Propinsi Kalimantan Timur di tahun 2015 dan di Propinsi
Kalimantan Tengah cenderung masih memiliki lingkungan dan sumber
daya alam yang masih asri pada tahun 2008,

Tapi yang terjadi di tahun 2018, Propinsi Kalimantan Tengah telah
mengalami kenaikan nilai IKLH sebesar 71.6. Artinya di propinsi ini telah
terjadi penurunan kualitas fungsi lahan dan hutan sebesar 72 persen.
Karena propinsi ini banyak bermunculan pembukaan izin perusahaan
tambang, sehingga menggerus lahan dan hutan yang ada.

Hal yang sama juga terjadi di Propinsi Kalimantan Selatan dan
Propinsi Kalimantan Barat. Di Propinsi Kalimantan Selatan telah
meningkatkan nilai IKLH sebesar 48.3 tahun 2009, meningkat drastis pada
tahun 2017 mencapai 69.7. Di Propinsi Kalimantan Barat memperoleh
nilai 1KLH sebesar 71.9 pada tahun 2009 dan di tahun 2018 mencapai
72.3.

Namun berbeda dengan Propinsi Maluku Utara. Di propinsi ini
salama periode tahun 2008 hingga tahun

terjadi menurunan nilai IKLH

2018. Nilai IKLH pada tahun 2009 sebesar 78.8. Kemudian menurun

menjadi 74.5. Hal ini berarti bahwa karena geografis propinsi berbentuk
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kepulauan yang luas lutupan hutan dan lahan tidak banyak sehingga

menyebabkan menurunnya nilai IKLH propinsi ini.
5.1.89 Perkembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan pada

Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Perkembangan indeks pembangunan berkelanjutan pada propinsi
penghasil tambang di Indonesia dan dibandingkn dengan Indonesia
secara keseluruhan yang tersusun atas indeks komposit menurut indeks
PDRB, IPM, dan IKLH terangkum dalam Tabel 5.9 adalah sebagai berikut.
Tabel 5.9
Perkembangan Indeks Pembangunan berkelanjutan

Propinsi Penghasil Tambang di Indonesia
Tahun 2009-2018

no | PROVINSt | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2007 | 2018 E}i’
1 | KALTIM 78.80 | 78.15 | B5.02 | 67.78 | 86.00 | BO.7Z | 8378 | 81.45 | 8154 | 81.28 | 82 45 |
5 | KALTENG | 70,99 | 72.74 | 61,49 | 87.69 | B7.46 | 81.94 | B4.02 | 86,43 | 88.04 | 8794 | 8287
3 | BABEL 7082 | 7489 | 77.03 | 75.26 | 7323 | 7163 | 75.90 | 74.87 | 75.81 | 7580 | 74.53

"4 | KALSEL aB05 | 7241 | 76.75 | 76.83 | 75.70 | 74.45 | 74.66 | 7561 | 80.22 | 81.28 75.60 |
5 | KALBAR 554 | 7820 | B1.94 | 85.07 | B0.18 | 74.47 | 77.46 | 8055 | B1.68 | B360 | T9.97 |
6 | SULTRA 7251 | 7624 | 7518 | Be.ga | 8811 | 8622 | 90.35 | 8074 | 93.36 | 9630 | 85.79
7 | suMsEL 6.05 | 80.15 | 84.00 | 79.00 | 78.39 | 7353 | 7743 | 77.65 | 79.74 | 8227 | TB.96
B | MALUT 597 | 7906 | 77.93 | 81.56 | 78.93 | 7418 | 75.14 | 74.06 | 76.90 | 7996 | T7.97
5 TSULTENG | 76.92 | 8195 | 79.66 | B8.06 | 93.34 | 8163 | 03.34 | 0661 | 96.54 | 96.23 | 5273
10 | SULSEL 7151 | 7508 | 68.96 | 77.24 | 75.23 | 7812 | 80.93 | 6152 | B1.01 | 81.83 | 7719
ATARATA | 7411 | 7697 | 78.79 | 8283 | B1.65 | 77.69 | 81.28 | 8265 | 84.88 | 8862
OONESIA | 7438 | 7446 | 77.57 | 8115 | 7054 | 7383 | 75.04 | 76.81 | 70.67 7852 | 76.78

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 5.9 terlihal bahwa Indonesia selama periode
2009-2018 mengalami fluktuasi indeks pembangunan berkelanjutan (IPB).
Perhitungan IPB ini didasarkan atas indeks komposit atas dimensi indeks
mewakili pembangunan berkelanjutan yakni dimensi ekonomi yang

yang
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mewakilinya yakni indeks PDRB, dimensi sosial yang mewakilinya yaltu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dimensi lingkungan yang

mewakilinya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kalau dibandingkan antara tahun 2009 dengan tahun 2018, IFB

Indonesia berada pada 74.39 di tahun 2009 menjadi 78.52 pada tahun

2018. Artinya terjadi trend yang meningkat dari awal periode pengamatan
hingga akhir periode pengamatan. Hal ini disebabkan karena di Indonesia
pada rentang perlode tersebut secara keseluruhan telah mengalami
mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Walaupun memang
belum maksimal.

Dari tahun 2009 hingga tahun 2018 terlihat tren pembangunan
berkelanjutan meningkat. Ini disebabkan adanya gairah investasi yang
digalakkan oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan-kemudahan
bagi calon investor. Hal ini sangat dirasakan cleh investor pada saal
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini terlihat pada Propinsi
Sulawesi Tengah dan propinsi lainnya. Pada tahun 2009 Propinsi
Sulawesi Tengah mempunyai indeks pembangunan berkelanjutan
sebesar 7B.97 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 96.23.
Artinya telah terjadi peningkatan pembangunan berkelanjutan hampir dua
kali lipat selama kurun waktu sepuluh tahun yakni periode tahun 2009
hingga tahun 2018.

Kemudian dari tahun 2013 hingga tahun 2014 kembali tren

pembangunan berkelanjutan menurun di seluruh propinsi penghasil

tambang di Indonesia kecuall Propinsi Sulawesi Selatan. Rata-rata IPB di
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tahun 2013 tersebut sebesar 81.66 turyn menjadi 77.69 pada tahun 2014.

Tetapi tahun 2014 hingga tahun 201s kembali memperlihatkan

peningkatan tren indeks pembangunan berkelanjutan, Hal Ini disebabkan
akibat adanya pergantian pemerintahan presiden dari Pemerintahan
Susllo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Pada era
pemerintahan Presiden Joko Widodo dikeluarkan paket-paket kebijakan
pembangunan yang mengkhawatirkan para calon investor ke Indonesia
dengan mengurangi resiko bisnis. Seiring berjalan wakiu paket-paket
kebijakan Pemerintahan Jokowi telah kembali menguntungkan para
investor dan meningkatkan pendapatan regional propinsi-propinsi ini.
Adapun hasil estimasi besarnya pengaruh langsung (direct effect),
pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan total pengaruh (total effect)
dari variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam,
demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas terhadap
pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai dan koefisien estimasi

sesual dengan hipotesis yang telah dikemukakan, dapat dilihat pada

Gambar 3.1 berikut:
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Gambar 5.1 Hasil Estimasi Penelitian

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat dijelaskan bahwa secara langsung
antara investasi swasta dan dana bagi hasil sumber daya alam
berpengaruh  positif dan signifikan pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan antara demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan
hempengaruh positif dan tidak signifikan.

Adapun investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan
demokrasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui ketimpangan
pendapatan. Dan investas swasta, dana bagi hasil sumber daya alam,
dan demokrasi mempunyai hubungan positif dan tidak signifkan terhadap

pembangunan berkelanjutan secara tidak lagsung melalui kriminalitas.
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.2 Hasil
B.2 il Estimasi F'ﬂr_'-gal‘uh Investasi Swasta terhadap

Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung Maupun

Tidak Langsung Melaluyj Ketimpangan Pendapatan dan

Kriminalitas

Hasil estimasi studi ini menjelaskan mengenai pengaruh secara

langsung investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan dan
pengaruh secara tidak langsung investasi swasta terhadap pembangunan
berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dapat dilihat pada Tabel
5.10 berikut.

Investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan mempunyai
hubungan positif dan signifikan secara langsung. Investasi swasta
terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui
ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan.
Selanjutnya investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan
secara tidak langsung melalui kriminalitas maempunyai pengaruh negatif
dan tidak signifikan.

Investasi swasta mempunyal pengaruh positif dan signifikan
terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung. Ini terlihat dari
nilai koefisien regresi sebesar 0.639 dan nilai t hitung sebesar 2.616. Pada
{ingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen yaitu sebesar 1 persen.

Maka dapt disimpulkan bahwa hipotesa (H1) diterima. Dengan demikian

setiap peningkatan investasi swasta sebesar 10 persen maka menambah

ketimpangan pendapatan sebesar 6.39 persen pada sepuluh propinsi

penghasil tambang di Indonesia. Begitupun sebaliknya.
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P Tabel 5.10
Sil Estimasi Investasi Swasta
terhadap Pembangunan Berkelanjutan melalui

Keﬂmpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Pengaruh Antar Koefisien Regresi untuk Pengaruh Variabel
Pe
Variabel Larr:ga:;“h Pengaruh Tidak Pengaruh Total
]}
Pengaruh ~i0g | Langsung
Langsung
Investasi Swasta
terhadap 0.639* (1)
Pembangunan (t thitung = 2.6186)
Berkelanjutan (Sig. = 0.019)
Wy = ¥y
Pengaruh Tidak
Langsung
(0.639* ()

Investasi Swasta -0.305* {a1) +0.076" (ya ai)
terhadap (t hitung = -2.953) +0.019 (ys B1))
Pembangunan (Sig. = 0.043) (-0.305" x -0.250%) =0.734*
Berkelanjutan 0.076* (v ai1)
malalui -0.250" (y4)
Ketimpangan (t hitung = -2.649)
Pendapatan (Sig. = 0.011)
Xi=2Y12Y;
Investasi Swasta -0.272" (vs) j
lerhada t hitung = -2.923
Pemhar?gunan ; {Eﬁg,g= 0.047) (-0.272° x -0.073)
Berkelanjutan 0.019 (ys B1)
relalui 0,073 (B41)
Kriminalitas (t hitung = -0.588)
X1 Y22 Ya (Sig. = 0.558)

Sumber: Lampiran, *) = signifikan

Berdasarkan Tabel

5.10 bahwa secara lidak langsung investasi

swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan

berkelanjutan melalul ketimpangan pendapatan pada sepuluh propinsi

penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2009-2018. Ini

terlihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0.076 yang merupakan
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rkalian antara k
2 Oefisien regresi Pengaruh langsung investasi swasta
sabesar -0.305 dan nilaj t hitung sebesar

-2.953 terhadap ketimpangan
pendapatan. Kemudian diteruskan antara ketimpangan pendapatan

terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilal koefisien regresi

sebesar -0.250 dan nilai t hitungnya sebesar -2.649. Pada tingkat
kepercayaan 5 persen dapat disimpulkan bahwa hipotesa (Hia) ditolak.

Adapun investasi swasta mempunyai pengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung
melalui kriminalitas. Ini dibuktikan dengan nilai keefisien regresi sebesar
0.019 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh
langsung inveslasi swasta sebesar -0.272 dan nilai t hitung yakni sebesar
-2.923 terhadap kriminalitas. Kemudian diteruskan antara kriminalitas
terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien regresi
sebesar -0,073 dan nilai t hitung sebesar -0.588. Maka dapat disimpulkan
bahwa hipotesa (H1b) ditolak.

Oleh karena itu, pengaruh total atas investasi swasla terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan
kriminalitas merupakan penjumiahan dari pengaruh langsung dan
pengaruh tidak langsung atas investasi swasta terhadap pembangunan
berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas, yang

mempunyai hubungan positif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada

Ts 5.10 tentang pengaruh total dengan nilai koefisien regresi sebesar

yang merupakan penjumiahan dari nilal koefisien regresi pengaruh

ung investasi swasta terhadap pembangunan berkelanjutan sebesar
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0.639 ditambah de ' '
ngan nilal koefisian regresi investasi swasta terhadap

mbangunan be

pembang rkelanjutan secara tigai langsung melalui ketimpangan

pendapatan sebesar 0.078, ditambah dengan nilai koefisien i

Iowustaal awhels. lorhadap Pembangunan berkelanjutan secara tidak

langsung melalul kriminalitas sebesar 0 019)

§.3 Hasll Estimasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
terhadap Pembangunan Berkelanjutan Baik Secara Langsung

Maupun Tidak Langsung Melalui Ketimpangan Pendapatan dan

Kriminalitas

Dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) mempunyai
hubungan positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan
secara langsung pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia.
Dana bagi hasil sumber daya alam mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung
melalui ketimpangan pendapatan. Dan dana bagi hasil sumber daya alam
mempunyai pengaruh positif dan tidak signifkan terhadap pembangunan
berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas. Hal ini dapat

dilihat pada Tabel 5.11 berikut.
Berdasarkan Tabel 5.11 bahwa dana bagi hasil sumber daya alam

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan

berkelanjutan secara langsung. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien

regresi sebesar 0.001 dan nilai t hitung sebesar 2.402. Pada fingkat

kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen. maka dapat disimpulkan
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hE hwa ip t . i

ambanguna
p ngunan berkelanjutan sebesar 0,01 persen pada sepuluh propinsi

hasi
penghasil tambang di Indonesia selama kurun waktu 2008-2018. Begilu

juga sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 5.11 dijelaskan bahwa dana bagi hasil sumber
daya alam ferdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan secara tidak 1angsll_:ng melalui ketimpangan
pendapatan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Ini
terlihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0.021 yang merupakan
perkalian antara koefisien regresi pengaruh langsung dana bagi hasil
sumber daya alam terhadap ketimpangan pendapatan sebesar -0.111 dan
nilai t hitung sebesar -2.317. Kemudian diteruskan kepada ketimpangan
pendapatan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai koefisien
regresi sebesar -0.188 dan nilai t hitungnya sebesar -2 643. Pada tingkat
kepercayaan 5 persen dapat disimpulkan bahwa hipotesa (Hza) ditolak.

Adapun dana bagi hasil sumber daya alam mempunyai pengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara
tidak langsung melalui kriminalitas. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien
regresi sebesar 0.018 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi

pengaruh langsung dana bagi hasil sumber daya alam terhadap

kriminalitas yakni sebesar _0.251 dan nilai t hitung sebesar -2.932 serla

mempunyai tingkat kepercayaan dibawah 5 persen. Kemudian diteruskan

antara kriminalitas terhadap pembangunan berkelanjutan dengen him
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koefisien regresi sebesar .0.073 dan

nilai t hitungnya sebesar -0.588

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa (Hzb) ditolak,

Hasil Estimasi Dana Ba

terhadap Pembangu
Ketimpangan Pen

Tabel 5.11

gi Hasil Sumber Daya Alam
nan Berkelanjutan melalui
dapatan dan Kriminalitas

Koefislen Regresi untuk Pengaruh Variabel
Pengaruh Antar Bean P Tana
garuh Pengaruh Tidak otal
Variabel Langsung Langsung Pengaruh T

Pengaruh

Langsung

DEH SDA terhadap 0.001* (y3)

Pembangunan {t thitung = 2.402)

Berkelanjutan (Sig. = 0.015

Xz Y

Pengaruh Tidak

Langsung

DBH SDA terhadap -0.342" (y4) ; i .

-0,342* x -0.250%) (0.009° (¥2)

Pembangunan (t hitung = -2.543) ¢ 0.085" (yaaz) + 0.085" (1402)

Berkelanjutan (Sig. = 0.032) T v 0.018 (yefa)) e

melalui -0.250" (@) it i

Ketimpangan {t hitung = -2.649) '

Pendapalan (Sig. = 0.011) [

X2 Y2 Y .
%
¥

-0.251% (Vs .0.251* x -0.073) ",

DBH SDA terhadap {t hitung = -2.932) ( E] 018 (ysPa) =

Pembangunan (Sig. = 0.045) ’

Berkelanjutan -0.073 (B2)

melatui Kriminalitas (t hitung = -0.588)

X2 3 Y22 Y3 {Sig. = 0.558)

Sumber:; Lampiran, *) = signifikan

D E [}

]

i hasil sumber daya
dan pengaruh tidak langsung atas dana bagi
langsung

i an positif dan
tan dan krminalitas, yang mempunyat hubung
:ndapatan



signifikan. Hal ini dapat dibuktikan Pada Tabel 5.11 tentang pe h total
. ngaruh tota

dengan nilai koefisien regres sebesar 0.104

| (yang merupakan
penjumiahan dar nilai koefisien

fegresi pengaruh langsung dana bagi
hasil sulmbar daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan sebesar

0.001 ditambah dengan nilai koefisien regresi dana bagi hasil sumber

daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung

melalui ketimpangan pendapatan sebesar 0.085, ditambah dengan nilai

koefisien regresi dana bagi hasil sumber daya alam terhadap

pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui  kriminalitas

sebesar 0.018).

5.4 Hasil Estimasi Pengaruh Demokrasi terhadap Pembangunan
Berkelanjutan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung
Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Menurut hasil analisa yang telah dilakukan bahwa demokrasi
mempunyal hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan
berkelanjutan secara langsung. Demokrasi memiliki pengarub positif dan
signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung
melalui ketimpangan pendapatan. Demokrasi memillki pengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak
langsung melalui kriminalitas. Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak

..‘|g.r e s demekal terhadap pembangunan berkelanjutan melalui

ygan pendapatan dan kriminalitas dapat dilihat pada tabel 5.12
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Berdasarkan
Tabel 5§12 menunjukkan bahwa demokrasi

mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan

berkelanjutan secara langsung pada sepulun Propinsi penghasil

tambang
di Indonesia. Ini

dibuktikan dengan nilaj koefisien regresi sebesar -0.083

dan nilai t hitung sebesar -0.627. Pada tingkat kepercayaan 53.2 persen

yang lebih besar dari 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa
(Ha) ditolak.

Adapun demokrasi mempunyal hubungan positif dan signifikan

terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui
ketimpangan pendapatan. Ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi
sebasar 0.013 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi
pengaruh langsung demorasi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar
.0.052 dan nilai t hitung sebesar -3.884. Kemudian diteruskan
ketimpangan pendapatan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan
nilai koefisien regresi sebesar -0.250 dan nilai t hitung sebesar -2.649

Artinya hipotesa (Hza) ditolak.
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Tabel 5,12
Hasil Estimasi Demokrasi

terhada
uaumﬂ;“mba““““““ Berkelanjutan melalui
9an Pendapatan dan Kriminalitas
[
Feng:r:;t:::lnm Wﬂl&ﬂwﬂuh Variabel
S e Pengaruh Tidak
Pengaruh =Engsung Langsung Pengaruh Total
Langsung
Demokrasi terhadap 0
083 (y3
Pembangunan )
Berkelanjutan t TEI?"”H_ = -0.627)
¥y > Ya g. =0.532)
Eengaruh Tidak (-0.083 (y3
a“gsuﬂﬂ - u,lnllal- tr‘ual
Demokrasi terhadap " h‘,?':lﬂﬁi' [;’1] # ﬂ::lﬂg' ﬂ:‘r :‘F’n
Pembangunan ilung = -3.884) i R
Etarkelarrﬁutan (Sig. = 0.020}) (-0.052" x -0.2507)
melalui -0.250" (a13) 0.013* (yaa)
Ketimpangan (t hitung = -2.649)
Pandapatan (Sig. = 0.011)
O 2 &
Demokrasi terhadap -0.122 (ys)
Pembangunan {t hitung = -0.087)
Berkelanjutan (Sig. = 0.778) B ;
melalui Kriminalitas .0.073 (Ba) g LEDE‘B? zﬁﬂi
X3 > Yz Y3 (t hilung = -0.588) ki
(Sig. = 0.558)

Sumber: Lampiran, °} = signifikan

Berdasarkan hasil analisa bahwa demokrasi mempunyai hubungan
positif dan tidak signifkan terhadap pembangunan berkelanjutan secara
tidak langsung melalui kriminalitas pada sepuluh propinsi penghasil
tambang di Indonesia. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar
0.009 yang merupakan perkalian antara koefisien regresi pengaruh
tarhadap kriminalitas sebesar -0.122 dan nilal t hitung

langsung de mokrasi

sebesar -0.087. Kemudian diteruskan kriminalitas terhadap pembangunan

harkelanjutan dengan nilai koefisien regresi sabesar -0.0073 dan nilai t

ung sebesar -0.588. Artinya hipotesa (Hab) ditolak.
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Dengan demikian Pengaruh totg|

atas demokrasi terhadap
pembangunan berkelanjutan melaluj

ketimpangan pendapatan dan

"
kriminalitas - merupakan penjumiahan dari pengaruh langsung dan
pengaruh tidak Iangs?ng atas demckrasi terhadap pembangunan

berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan dan kriminalitas, yang
mempunyai hubungan negatif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada
Tabel 5.12 tentang pengaruh total dengan nilai koefisien regresi yakni
sebesar -0.061 (yang merupakan penjumlahan dari nilai koefisien regresi
pengaruh langsung demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan
sebesar -0.083 ditambah dengan nilai koefisien regresi demokrasi
terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui
ketimpangan pendapatan sebesar 0.013, ditambah dengan nilai koefisien
regresi demokrasi terhadap pembangunan berkelanjutan secara fidak

langsung melalui kriminalitas sebesar 0.009).

5.5 Hasil Estimasi Persamaan Struktural
5.5.1 Hasil Estimasi Persamaan (3.1)

Berdasarkan pearsamaan reduced form yang memuat 3 (tiga) fungsi
persamaan struktural yaitu pada Bab IV maka dilakukan estimasi sebagai
berikut. Adapun Persamaan (3.1a) dapat ditulis: (Lampiran 1)

Yo = al+alln X a2 ln Xz + a3 Xan t €

Yy = 39.652-0.3051nXu- 0.342 In Xae — 0052 Xu+ @ - (5:1)
T hitung (8.598) (-2.953) (-2.643) (-3.884)

Sig. (0.000) (0.043) (0.032) (0.020)
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2= ;
Rie 2 = 0.825, F hitung = 1.834, Sig. F =g
090, 8= 1Ry, = 0.418

Pada Persa i
maan (5.1) menjelaskan hubungan antara investasi

swasta, dana bagi hasil sumber daya al
e S Il Yy am, dan demokrasi secara
pendapatan. Adapun hubungan variasi
antara Investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan
demokrasi secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan sebesar
0.825 (82.5 persen). Artinya terdapat hubungan variasi yang kuat yakni
mendekati 100 persen yang memuat variasi ketimpangan pendapatan
secara langsung dapat dijelaskan oleh variasi investasi swasta, dana bagi
hasil sumber daya alam, dan demokrasi. Sisanya 17.5 persen dijelaskan
oleh hubungan variasi yang lain. Sedangkan kesalahan dalam melakukan
estimasi fungsi persamaan simultan ini adalah sebesar 0.418 (41.8)
persen.

Adapun hubungan masing-masing variabel secara keseluruhan
memiliki variasi simultan yang signifikan. Ini dapat dibuktikan dengan nilai
F hitung 1.834 pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen
yaltu sebesar 0.046 (4.6 persen). Artinya investasi swasia, dana bagi hasil
sumber daya alam, dan demokrasi secara langsung memiliki variasi yang
simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan parsial antara

investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demaokrasi

secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan telah dijelaskan pada

Sub Bab 5.2.
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5.5.2 Hasil Estimasi Persamaan (3.2)
Adapun hasil estimasi
estimasi yang telah dilakukan dalam menganalisi
nalkss
Persamaan (3.2) seperti diuraikan sebagai berikut:

Yo = Bo + BrIn X+ Bz In Koy + PaXan + em

Yan = 79.803 -0.272In Xy — 0,251 In Xoy = 0,122 Kan * €
T hitung (9.100) (-2.923) (-2.932)

(5.2)
(-0.087)

Sig. (0.000) (0.047) (0.045) (0.778)

I = i = i
Rz = 0,825, F hitung = 1.863, Sig. F = 0.041, ez = ‘1 — RE, = 0.418

Dari hasil estimasi Persamaan (5.2) yang menjelaskan hubungan
investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi
secara langsung terhadap kriminalitas, terbukti bahwa variasi hubungan
yang kuat. Ini terlihat dari nilai koefisien determinasi (Ran?) sebesar 0.825
(82.5 persen) yang mendekali 100 persen. Sisanya 17.5 persen dijelaskan
oleh varlasi hubungan yang lain. Adapun terjadi kesalahan dalam
melakukan estimasi (error term) sebesar 0.418 (41.8 persen).’

Selain itu untuk melihat tingkat signifikansi varlasi hubungan yang
simultan antara investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan
demokrasi secara langsung tarhadap kriminalitas dapat ditunjukkan pada
Hilai F hitung sebesar 1.863 dengan tingkat kepercayaan yang kurang dafi

5 persen atau sebesar 0.41 (4.1 persen). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kriminalitas dapat dijelaskan oleh investasi swasia,

dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara |angsung dan

simultan. Hubungan masing-masing variabel terhadap kriminalitas telah

dijelaskan pada Sub Bab 5.3.
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5.56.3 Hasil Estimasi Persamaan (3.3)

Pada Bab |
V ditulis Persamaan (3.3a) sebagai berikut: (Lampiran 3)

Ya = 8o+ 61 InXak B2 InXay + Ba¥ai + By
W

fo = yot ysdo+ ysPo = 76.788 + 39.652 + 79.903 = 196.340

g1 =yrtystt + yshr =0.639 + 0076 +0.019 =074

G2 =yztystz+ysfe =0.001+0.085+0018 =0.104

fa = yatyada + ysBa = (-0.083) + 0.013 + 0.0089 = -0.061

Yo = 196.340 + 0.349 In X + 0.276 In ¥an — 0.028 Xa + S1zm - (5.3)

R ? = 0.833, F hitung = 1.801, Sig. F = 0.020, pa = ,l ~ RY, = 0.401

Adapun Persamaan (5.3) menjelaskan hubungan antara investasi
swasta, dana bagi hasil sumber daya alam, dan demokrasi secara total
(kesleuruhan) terhadap pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan
pendapatan dan kriminalitas. Adapun hubungan variasi antara Investasi
swasta, dana bagi hasil cumber daya alam, dan demokrasi secara total
terhadap pembangunan herkelanjutan melalul ketimpangan pendapatan
dan kriminalitas sebesar 0.839 (83.9 persen). Arlinya terdapat hubungan
variasi yang kuat yakni mendekati 100 persen yang memuat variasi
n berkelanjutan dijelaskan oleh variasi investasi swasta,

pembanguna

dana bagi hasil sumber daya alarm, demokrasi, ketimpangan pendapatan,

dan kriminalitas. Sisanya 16.1 persen dijelaskan oleh hubungan variasi

yang lain. Sedangkan kesalahan dalam melakukan estimasi fungsi

persamaan simultan ini adalah sebesar 0.401 (40.1 persen).
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Adapun hubungan masing-masing varigbel secara keseluruhan

memiliki variasi simultan yang signifikan, Ini dapat dibuktikan dengan nilai

F hitung 1.801 pada tingkat kepercayaan yang lebih kecil dari 5 persen

yaitu sebesar 0.020 (2 persen). Artinya investasi swasta, dana bagi hasil

sumber daya alam, demokrasi, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas

secara  keseluruhan memiliki varasi yang simultan terhadap

pembangunan berkelanjutan,
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BAB v

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

6.1 Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Swasta terh adap
Pembangunan Berkelanjutan melalui Kﬂtir;apangan Bk
dan Kriminalitas

Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa secara langsung
investasi swasta dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan
sebagaimana yang diharapkan terhadap pembangunan berkelanjutan
pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis (Hi) yang menyatakan bahwa investasi swasta
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hal ini didasarl atas pertumbuhan pendapatan terus meningkal
sepanjang tahun 2016 hingga 2017. Karena kepercayaan investor mulal
kembali dengan adanya investasi di bidang infrastruktur yang semakin
banyak dan rupiah yang stabil. Penjualan kendaraan bermolor cenderung
naik dan pertumbuhan kredit pun meningkat.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah membaik terutama
dalam hal transportasi logistik dan pengolahan air memajukan
pembangunan ekoonmi, usaha, dan sosial. Global Compelitiveness
Report menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 138 negara dalam

hal infrastruktur. infrastruktur  yang baik mndorong  perdagangan

internasional, daya saing, dan penanaman modal asing dE igtonne.

(OECD, 2016).
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Selain ity |
nvestasi dalam bidang energi dan listrik telah

dikembangkan
g oleh pemerintah, Hal inl disebabkan oleh Perusahaan

Listrik N
istrik Negara (PLN) hanya memiliki sedikit simber days keuangan untuk

berinvesta :
si skala besar, sehingga permintaan melebihi S

Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas pamhaﬁghh listrik sampai
35 GW hingga tahun 2020 serta menghapus nergoutae: kb Balr
minyak yang berbiaya tinggi dan meningkatkan penggunaan batu bara
dan sumber energi terbarukan. Selain itu PLN adalah suatu bentuk
monopoli pemerintah dan sangat bergantung pada subsidi pemerintah
untuk menjembatani selisih antara biaya produksi dan harga jual yang
ditetapkan pemerintah (OECD, 2015).

Dengan adanya penambahan infrastuktur dan reformasi peraturan
yang meringankan investor maka mendaorong investasi tetap kuat dan
ekspor lebih cepat. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
kisaran 5 persen per tahun sejak tahun 2013. Kemudian meningkatkan
pendapatan dan kepercayaan konsumen akan menopang kenaikan
konsumsi rumah tangga (OECD, 201 5).

Perturmbuhan PDB Indonesia berkembang di atas kisaran 5 %
sejak tahun 2013. Kebijakan makroekonomi yang mendukung, keyakinan
yang lebih besar, dan permintaan eksternal yang lebih besar mendorong
kegiatan perekonomian pada tahun 2017, dan mementum ini diperkirakan
berdanjut hingga tahun 2020. Konsumsi terus menjadi penopang
yakinan konsumen elatif tinggi sehingga mendukung

pengeluaran. Ke

kenaikan pendapatan. Investasi infrastruktur meningkat kuat dan impor
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.

harga komoditas
terutama  untuk produk-produk  mineral mendukung

kegiatan pertambangan, Lingkungan usaha secara kesleuruhan lebih
ruhan i

besar bekat i
at reformasi peraturan yang terus berjalan. Hal inl menjadi

tantangan bagi pembangunan berkelanjutan ke depan (OECD, 201 8)

Dengan demikian terjadinya kenaikan investasi swasta di bidang

pembangunan infrastruktur dan sumber daya energi mendorong

pertumbuhan PDB dan menambah konsumsi rumah tangga. Seperti riset

yang dilakukan oleh Hornberg, 2011; Bhnadari, 2008; Babatunde, 2018;
Ahmad; 2017, dan Orellana, 2011.

Lingkungan usaha yang balk merupakan faktor penting yang
mendorong penanaman modal. Peraturan yang tidak tumpang tindih dan
tidak berlebihan di berbagal tingkatan pemerintah mempermudah
pendirian dan pengoperasian usaha, baik pelaku usaha asing maupun
domestik. Indonesia telah melakukan liberaliasi terhadap pembatasan
investasi yang masuk seiring waktu, meskipun bekalangan ini lajunya
lebih lambat {Rostow, 1960 Milanonic, 2003,)

Saat ini terjadi perkembangan positif yaitu adanya revisi daftar
negatif investasi pada bulan Mei 2016 yang menghapus pembatasan
kepemilikan asing di 35 sektor sehingga sektor-sektor tersebut kini dibuka
ntuk kepemilikan asing, dan hal ini menjadi pengaturan

sepenuhnya u

penanaman modal asing Indoensia semakin dekat dengan tingkat

T, asional dan regional. Langkah ini menandakan sikap

lebih positif terhadap investasi swasta-asing, terutama dengan dicabutnya
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atau dikuranginya pembatasan

kepemilikan asing di sektor penting.
Sebagai contoch, asing kinj

diperbolehkan menguasal sepenuhnya
pembangkit listrik panas bumi yang berkapasitas lebin dari 10 MW dan

menguasai 49 % pembangkit listrik yang berkapasitas lebih kecil. Asing

juga akan diperbolehkan menguasal sepenuhnya usaha e-commerce

(perniagaan elektronik), tetapi pembatasan investasi swasta-asing di
sektor ritel masih berlaku. Langkah ini menjadi momen penting karena
daftar negatif sebelumnya, yang dikeluarkan pada tahun 2014, mengambil
pendekatan yang lebih heterogen terhadap investasi swasta-asing
(OECD, 20186).

Meskipun tampak adanya liberaliasasi, daftar 2014 membalik tren
keterbukaan yang ada dalam beberapa periode sebelumnya, dan secara
khusus membuat investasi swasta-asing di beberapa seklor penting,
seperti pertambangan, jadi lebih ketat. Selanjutnya aturan divestasi ini
mengurangi minat penanaman modal asing pada proyek besar jangka
panjang yang padal modal, dan adanya kepulusan yang tampak
serampangan dari pemerintah daerah {seperti kasus Churchil Mining di
Kalimantan Timur) juga menimbulkan keengganan di kalangan investor

‘{Plama Consortium Bulgaria, 2008, Churchill Mining, 2018).

Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa secard tidak langsung

mempunyal pengaruhn positif dan signifikan terhadap

stasi swar! l
bangt erkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan. In
Jmiban A i I
hwa investasi swasta pada sepuluh propins! penghasil
lisebs 3 |
indonesia belum marmpu menciptakan kesempatan kerja

tarr n
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terhadap masyarakat  ataupyn

untuk  mendon
gkrak pendapata
esyarakat. S -
mesy’ elain itu, sebaran investas swasta mampu
meangurangi

ketimpangan distribusi pendapatan karena memanfaatkan t ke
. | enaga kerja
tidak terampil berpendapatan rendah,

Keberadaan tenaga kera asing di Indonesia merupakan fahtﬁr

kebijakan Investasi di Indonesia dengan orientasi kepada efektifitas dan
efisiensi. Jadi kalaulah penggunaan tenaga kerja indonesia itu efisien dan
hasiinya efeklif maka pastilah tenaga kerja Indonesia yang dipakai.
Namun walau efisien tapi tidak efektif karena etos kerja rendah maka
investor tentu menggunakan tenaga kerja sendiri walau mahal. Karena
dalam investasi waktu adalah hal yang sangat penting untuk unggul dalam
persaingan dan penghematan. Hal ini harus disadari sebagaimana prinsip
business as usual (OECD, 2018).

Hal ini berbeda dengan riset dilakukan oleh Brown et al (1993);
Tsai (1995), Wood (1995); Paclo (2006) bahwa investasi sebenarnya
dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan saat diterapkan
pemanfaatan tenaga kerja tidak terampil yang berpendapatan randah. Hal
ini mengakibatkan dengan adanya peningkatan investasi menaikkan
pendapatan golongan rendah. Investasi merangsang pertumbuhan
ekonomi dan manfaat akhiraya menysbar ke seluruh ekonomi. Dan

i vestasi baru menciptakan tempal kerja baru bagi tenaga Kend

berketerampilan re ndah.

pada tahun 2014 terjadi pembangunan infrastruktur ekonomi

dengan pembangunan kawasan industri smelter sebagai akibal uu
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ilegal yang berada di Indonesia
sia. Masalah it
u bukan karena i
pemerintah

sengaja tidak

gaj melakukan pengawasan tetapi lebih karena aturan ya

. N

dibuat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai P
arpras

Nomor 72 fafhun 2014 yang tidak memuat soal pengenaan sanksi dalam
penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudian diperbaharui lagi
di era Presiden Jokowi agar tidak merugikan Indonesia dan investor.
Ditambah lagi bahwa investasi swasta memegang peranan penting
dalam pembangunan nasional. Investasi swasta terbesar berada pada
sektor energi pada tahun 2017. Adapun sektor yang mempunyai nilai
investasi tertinggi setelah sektor energi adalah sektor kelistrikan dengan
total investasi Rp1.035 trilyun untuk 1 program. Kemudian ada sektor
kontruksi jalan sebanyak 74 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp
684 trilyun. Diikuti oleh sektor perkeretaapian sebanyak 23 proyek dengan
nilai investasi sebesar Rp 613 trilyun. Dan terakhir adanya 30 proyek
sektor pemukiman kawasan dengan nilai investasi sebesar Rp 290 trilyun.
Kelima sektor ini merupakan proyek strategis nasional dengan investasi
swasta memiliki nilai investasi terbesar. Ini terlihat bahwa terdapat 12
proyek energi dengan nilai total investasi sebesar Rp 1.242 trilyun.
Berdasarkan hasil studi ini menunjukkan bahwa sacara fidak
asta ftidak memberikan pengaruh terhadap

langsung investasi SW

pembangunan herkelanjutan melalui kriminalitas pada sepulun propinsi

penghasil tambangd di Indonesia. Karena di Indonesia adanya investasi
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gwasta belum dapat Menurunk
an kriminalitas. |
- Investasi swastg

. belum
menyerap tenaga kerja dan mengurangi

Pengangguran serta membuka

£ :

lapangan pekerjaan bary ¥ang mengakibatkan tingkat kriminalitas

meningkat. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Becker (1968)
r "

(Braithwaite, 1979); Bourgiugnon (2000); Kelly {2000)

Investasi swasta yang ada di Indonesia belum menyaerap pasar

tenaga kerja. Walaupun ada reformasi kerangka penetapan upah
minimum melalui kenaikan upah minimum. Tapi menurut survey of adult
skill yang dilakukan oleh OECD tahun 2015 bahwa keterampilan pekerja
tampak masih lemah. Karena rendahnya tingkat kemajuan kemampuan
baca tulis dan berhitung. Kurang dari sepertiga orang dewasa berusia 15
hingga 60 tahun memiliki pendidikan setara SMA. Rentang sebaran angka
kemampuan di kalangan orang dewasa jauh lebih besar dibandingkan
dengan negara lain yang ikut datam survei ini. Sehingga terjadi
kesenjangan keterampilan yang paling besar di antara profil professional
yakni dalam bidang keterampilan berbahasa inggris dan computer dan
diikuti oleh keterampilan dalam berpikir dan berperilaku (OECD, 2016).
Ketidakcocokan keterampilan (skill mismatch) menjadi masalah di

indonesia. Terlepas dari angka pengangguran di kalangan lulusan

perguruan tingai, banyak parusahaan menyatakan bahwa mereka

mengalami kesulitan menemukan pekerja terampil. Pada tahun 2010,

sekitar 55 % dari lulusan pendidikan tinggi rmemiliki kualifikasi berlebih

(nver-quarfﬁed} untuk bekerja di pekerjaan mereka. Hanya 3 9% dari semua

perusahaan di indonesia yand menawarkan pelatihan formal bagl
er
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pekerjaannya. Selain jtu,

terjadinya  dualism Pasar tenaga kerja
menjadikan berbagai pelatihan tersebut

kemungkinan besar tidak
ditawarkan ke sejumlah besar angkatan

kerja yang bekerja di sektor
informal (OECD, 2016).

Selain itu, kondisi angkatan ketja yang didominasi oleh lulusan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah di salah satu propinsi
penghasil tambang di Indonesia yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara tahun
2018 yakni sekitar 733,269 orang atau sekitar 58,63 persen yang
dijelaskan dalam Gambar 6.3, Kemudian dilkuti oleh angkatan kerja
dengan lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebesar 26.28 persen.
Seterusnya angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan tinggl hanya
15.09 persen. Artinya bahwa dengan kemampuan akademis dan keahlian
rendah maka wajarlah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun nilai Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) Propinsi
Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 yakni
sebesar 112.05 menjadi 117.08 (seperti yang tertera dalam Tabel 5.9
pada Bab V). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa walaupun daya
serap tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tinggl ai
pasar tenaga kerja Yyang dibayar dengan upah sesuai _tingkat

pendidikannya letap mendorong ketimpangan pendapatan antar berbagai

i eks
tingkat pendidikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya  ind

pembangunan berkelanjutan di Propinsi Sulawesl Tenggara.

8
mMenurut Stack (1984); {Fajnz',rl.ber, 2002), Van Gestel st all (200 )
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menimbulkan ketidaksetaraan Pendapatan melahirkan ketegangan sosial,
kriminalitas, transaksi fiktif dan praktek pencucian uang
Kemudian orang yang kurang mampu merasa disingkirkan atau

dirampas bila dibandingkan orang yang kaya. Perasaan tidak beruntung

dan tidak adil mendorong si miskin mencari kompensasi dan kepuasan

dengan segala cara. Biasanya hal ini dilakukan karena adanya hubungan

keluarga dan kekerabatan yang sulit untuk diungkap (Ferwerda et al,

,2007); Nelen et al, 2007; Van de Bunt et al, 2007).

6.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam  terhadap Pembangunan  Berkelanjutan  melalul
Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisa studi ini mengenai adanya pengaruh
langsung antara dana bagi hasil sumber daya alam terhadap
pembangunan berkelanjutan yang memiliki hubungan positif dan signifikan
pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Hasil ini
dipengaruhi oleh seiring tumbuhnya pendapatan Indonesia dan sepuluh
penghasil tambang dalam sepuluh tahun ke depan, ekpektasi terhadap
layanan sosial juga akan meningkat. Dengan digunakannya hitungan
belanja sosial publik untuk perekonomian pada proyeksi demografi
menunjukkan terjadi peningkatan besar dalam

Indonesia secara tersirat

program dan belanja sosial per PDB pada tahun 2030. Ekspektasi ini

dianggarkan untuk pemerintah daerah melalui alokasi transfer dana ke

daerah (OECD, 2018).
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Pada tah
un 2015 sebanyak 8g o darl seluruh penerimaan

erint '
pemerintah dikumpulkan oleh Pemerintah pusat yang hanya menangani

9% d ; .
47 ari pengeluaran. Sisanya dikelola oleh pemerintah daerah. Transfer

dana dari pemerintah pusat dialokasikan langsung ketiga tingkat

pemerintah daerah, yaitu propinsi, kabupaten/kota, dan desa. Artinya
pemerintah daerah mempunyai jumlah dana simpanan. Jumlah dana
simpanan ini digunakan untuk membiayai program prioritas daerah untuk
mempercepat pembangunan (OECD, 2013),

Tahun 2015 agar mencapai pembangunan berkelanjutan,
Indonesia mengalokasikan dana publik yang diambil dari transfer dana ke
pemerintah daerah sebesar 5 % untuk pengeluaran kesehatan publik dan
20 % untuk pendidikan. Saat ini menjadi tantangan dalam hal tata kelola
pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut (O ECD, 2018).

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah telah diberl dana hibah
yang jumlahnya dihitung menurut rumus pemerataan fiskal tertentu yang
mencerminkan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Namun, karena
kurangnya kapasitas yang mereka miliki, banyak pemerintah daerah di
Indonesia  kesulitan ~ membelanjakan seluruh  alokasl  anggaran
tahunannya. Jumlah dana simpanan pemerintah daerah meningkat dari
Rp 90 trilyun (USS 6.8 milyar) pada Desember 2015 menjadi Rp 220
trilyun pada tahun 2016 (naik 140 %). Hal ini mengecewakan bagi

konstituen, termasuk dunia usaha setempat, dan menghambat pemerintah

pusat baik dalam upaya mengejar prioritas nasional sepectl raningkutkan
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infrastruktur dan juga memberikan stimulys fiskal

pada masa perlambatan
ekonomi (OECD, 201s).

Dalam
Jangka pendek, kinerja fiskal daerah dapat ditingkatkan

dengan menghubungkan dana hibah secara lebin erat ke program

tert i bi i
ertentu, terutama di bidang prioritas nasional, seperti penanaman modal

di bidang infrastruktur. Salah saty caranya adalah dengan banyak
memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dananya memang

dialokasikan untuk tujuan tertentu. Nilai DAK belakangan ini naik cukup

besar guna mengakomodasi aspirasi daerah dalam mempercepat

pembangunan dan penyediaan fasilitas infrastruktur. Selain itu, agar dapat
mencapai sasarab dengan baik, pemerintah masih terus berupaya
menyempurnakan mekanisme alokasi dan pencairan DAK (OECD, 2018).

Dengan demikaian besarnya transfer dana ke pemerintah daerah
mendorong belanja publik dan mengakomodasi aspirasi daerah dalam
mempercepal pembangunan. Seperti riset yang dilakukan oleh Wilheim &
Fiestas, 2005; Lisna, 2014).

Menurut hasil analisa studi ini bahwa secara tidak langsung antara
dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan
melalui ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh positif dan
signifikan. Hal ini disebabkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam

yang ada mampu mendorong pertumbuhan gkonomi dan distribusi

pendapatan.

Di |ndonesia alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak

bumi sebesar 15.5 persen dan gas bumi sebesar 40.5 persen. Alokasi
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dana Inl diperuntukkan untuk mendanai program atau kegiatan

bidang
pendidikan dan kesehatan,

dan diserahkan kepada daerah atas prioritas
kebutuhan daerah nya (OECD, 2018)

Hal ini sesuai dengan riset Azizi (2018) dan Lisna (2014) bahwa

penerapan desentralisasi melalui dana bagi hasil memiliki hubungan

negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional. Karena
secara iangsu.ng menurut hasil dari studi inl bahwa antara dana bagi hasil
sumber daya alam memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di
Indonesia.

Pada hakikatnya studi yang dilakukan oleh Kajian Pengeluaran
Publik Indonesia (2007) tentang desentralisasi fiskal dan kesenjangan
daerah, dimana tantangan utama bagi keberlanjutan pembangunan
Indonesia bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang
lebih miskin tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut
menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Sumber
dana yang terpenting untuk daerah berupa Dana Alokasi Umum (Dana
DAU) yang mengalami peningkatan nominal hingga 64 persen pada 2006.
Sebagian besar daerah sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk
melakukan berbagai perbaikan taraf hidup warganya. Bahkan daerah-
daerah yang dulunya dianggap miskin, kini memiliki DAU per kap(ia raia:

rata sebesar US $425 sefiap tahun, jumlah alokasi DAU ini telah

mangalami peningkatan sgbesar 75 persen pada tahun 2008, Jika dana

bagi hasil sumber daya alam dialokasikan berdasarkan formula
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kesenjangan fiskal maka daerah yang miskin sumber daya alam akan

menikmati juga hasil sumber daya alam, Agar tidak terjadi ketimpangan
dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (OECD, 2018).

Terkalt dengan sumber pendapatan daerah, ketlka penerimaan

daerah dari DBH meningkat maka pemerintah daerah dituntut juga
memperbesar pengeluarannya. Hal ini karena DBH yang berasal dari

pungutan pajak akan menurunkan pendapatan masyarakat, Turunnya

pendapatan masyarakat berdampak pada turunnya permintaan

masyarakat terhadap barang dan jasa. Penurunan permintaan atas
barang dan jasa tersebut dapat menurunkan kegiatan perekonomian
(OECD, 20186).

Menurut hasil analisa studi bahwa dana bagi hasil sumber daya
alam tidak mempunyai hubungan terhadap pembangunan berkelanjutan
secara ltidak langsung melalui krminalitas selama kurun waktu tahun
2008-2018 pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia. Sepertl
yang diungkapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu di
Surabaya, B Oktober 2013, lentang dana bagi hasil sumber daya alam
(DBH SDA) Indonesia. Dalam paparan ini disebutkan penerimaan negara
dari bukan paiak yang berasal dari sektor migas dan nonmigas cenderung
menurun dari 17,66 % pada tahun 2011 menjadi 6,75 % pada tahun 2015.
| dipertanyakan apakah memang indonesia masih kaya akan

Hal in

sumber daya alam. DEH SDA ini merupakan dana yang bersumber dar

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

ntase uniuk memenuhi  kebutuhan daerah dalam rangka
perse
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| : !
pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Adapun bagian daerah di

Indonesia yang menerima DEH SDA adalah penerimaan sumber daya

kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan

panas bumi (OECD, 2015),

Selain itu sumber daya alam ini harus layak dibagihasilkan karena
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan jikalau
dapat di daur ulang memiliki masa pemulihan lama dan mengandung
upaya dan biaya pemulihan eksploitasifkonsumsi. Di samping itu juga
mengandung biaya eksternalitas dalam bentuk biaya sosial yang tinggi
yang lidak dapat dipulinkan seperti kesenjangan sosial dan kelimpangan
pendapatan; biaya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan
lain-lain: serta biaya rehabilitasi lahan/reklamasi yang tinggi (OECGD,
2013).

Di Indonesia penerimaan sumber daya alam ini cenderung tidak
stabil. Pada tahun 2011, Indonesia menerima sekitar Rp 54 trilyun, tahun
2012 naik sekitar Rp 62.6 trilyun, tahun 2013 malah menurun menjadi Kp
42 5 trilyun, tahun 2014 naik lagi sekitar Rp 65,4 trilyun dan tahun 2015
turun lagi hingga mencapai Rp 55.8 trilyun. Hal ini berpotensi
menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar daerah di Indonesia.
Bahkan bisa saja memicu ketimpangan sosial dan mendoreng kriminalitas
antar daerah di Indonesia. Di tambah lagi dana perimbangan berperan

cukup besar dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi dari 1.21
= |

hun 2013 menjadi 0 68 pada tahun 5015. Artinya semakin tinggl atau
ahun -
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tidak stabi i .
| penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam antar daerah

maka semakin mendarong ’r:atirnp-angan dan kecsmburuan antar daerah

yang selanjutnya meningkatkan jumlah kriminalitas. Hal ini sesual dengan

riset yang dilakukan oleh Azizi (201 8) dan Lisna (2014)

6.3 Analisis dan Implikasi Demokrasi terhadap Pembangunan

Berkelanjutan  melalui  Ketimpangan Pendapatan dan

Kriminalitas

Berdasarkan hasil estimasi studi ini bahwa adanya demokrasi tidak
mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pembangunan
berkelanjutan pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia
selama kurun waktu 2009-2018. Hasil ini berbeda dengan yang ditelill oleh
Packer, 1968 Lothering & Elkington, 2008; Rodrigues, 2006, Zakaria,
2003 bahwa pemerintahan yang demokratis yang diperlihatkan dengan
semakin terbukanya transparansi dan partisipasi masyarakat membuka
tantangan bagi pembangunan berkelanjutan.

Saat ini terjadi di Indonesia ketika demokrasi diwujudkan maka
penyelewengan banyak terjadi. Seperti halnya kasus Korupsi Terjadinya
tindakan korupsi karena adanya penyelewengan atas ftransparansi
keuangan (Godson, 2003; Yukos Universal, 2009; Vogenauer &
Kleinheisterkamp, 2009). Keberhasian dalam memberantas korupst saiaf

satu perwujudan atas transparansi dalam demokrasi.

Meskipun Indonesia talah mencapai kemajuan dalam mengatasi

korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia berada di peringkat 88
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dari 168 negara
gara pada tahun 2015, Telapi hal ini belum optimal {menurut

survey persepsi korupsi dar tr
ansparansi internasional i
ng dila
OECD, 2015). e

Korupsi i
psl menjadi masalah besar dj daerah, karena buruknya

pemahaman mengenai aturan yang ada. Persoalan ini semakin mendesak
karena makin berkembangnya kewenangan daerah dan tanggung jawab
administratif diserahkan ke pemerintah daerah sebagai salah satu wujud
demokrasi. Mengingat kapasitas hukum dan administratif tingkat daerah
yang biasanya lemah, pemantauan dari atas ke bawah sebagai wujud
partisisipasi masyarakat dalam demokrasi yang lebih baik dipandang
sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia
(OECD, 2015).

Jika merujuk pada hasil rilis tranparansi internasional tahun 2011,
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada urulan ke-
100 dari 183 negara yang disurvei. Indonesia berada pada urutan ke-100
dari 183 negara yang disurvei. Pada tahun 2012-2013 IPK Indonesia
mengalami stagnasi pada angka 32 dari skala 0-100. Walaupun
mengalami perbaikan peringkat dari urutan 118 ke 114 dari 176 negara
yang disurvei, namun perbaikan tersebut bukan karena membaiknya
pemberantasan korupsi di indonesia, tetapi IPK di empat negara lain yang
disurvei mengalami penurunan. Di tingkal ASEAN IPK korupsi Indonesia
masih di bawah negara anggota ASEAN yang lain yakni peringkat

pertarna adalah Singapura dengan skor 9,2 Laporan tersebut
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menempatkan Indonesia sebagal

salah satu dari 10 negara terkorup di
dunia (Haryadi, 2014),

Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam

mengurangl kerugian negara akibat suap dan korupsi. Telah dilakukan
perbaikan praklik-praktik korupsi di daerah. Reformasi di tingkat daerah
seperti peningkatan penggunaan e-procurement (pengadaan secara
elektronik) serta penguatan anggaran dan kendali internal. Pada tahun
2018 diluncurkan sebuah sistem elektroni untuk perizinan yaitu sistem
online single submission. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi "Arsitektur
Dan Informasi Kerja (ADIK) untuk kementrian dan lembaga demi
meningkatkan kualitas alokasi anggaran (QECD, 2018).

Dalam riset Meadowcroft et al, (2012); Beckman, (2008);, Bluhdorn,
(2012); dan Lafferty, (2012) bahwa terjadinya perubahan radikal dan
reformasi dalam demokrasi merupakan perwujudan atas implikasi dari
pembangunan.

Kemudian dari hasil studi mengenai demokrasi bahwa secara tidak
langsung memberikan pengaruh positif dan  signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui ketimpangan pendapatan pada
sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia.

Sepertl yang diungkapkan oleh Alesina (1994) bahwa sifat didator
arintahan demokrasi akan menaikkan koefisien gini. Artinya

dalam pem

pemerintahan yang diktator mendorong peningkatan ketimpangan

dapatan. Karena seorang diktator tidak mampu sepenuhnya
pen ]

- e
nuhi  tuntutan sosial, karena takut digulingkan sehingg
meme
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mempengaruhi jumlah suara dan keputusan kebijakan mempengaruhi

distribusi pendapatan. Senada dengan yang diungkapkan dalam riset

Perotti (1993); Saint-Paul & Verdier (1892} Fernandez & Rogerson

(1992); Benhabib & Rustichinj (1991); Pearson (1991 ).

Indonesia telah memberikan legitimasi dan transparansi dalam
pengaturan keuangan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa
pemerintah telah membuat aplikasi dan program keterbukaan anggaran
belanja kementrian dan pemerintah daerah. Tindakan korupsi merupakan
faktor yang paling menjadi masalah dalam berusaha di Indonesia (OECD,
2018).

Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berusaha di
Indonesia selain korupsi antara lain, birokrasi pemerintah tak efisien,
pasokan infrastruktur tak memadai, akses pada pembiayaan, inflasi,
ketidakstabilan kebijakan, buruknya etika kerja pada angkatan kerja, tariff
pajak, angkatan kerja kurang berpendidikan, kerumitan aturan perpajakan,
aturan tentang mata uang asing, ketidakstabilan pemerintahanfkudeta,
kejatan dan pencurian, buruknya kesehatan masyarakat, kapasitas inovasi
tak memadai, dan aturan ketenagakerjaan yang membatasi. Faktor-faktor
inilah yang kemudian menjadi tolak ukur terjadinya reformasi dalam
kebijakan berusaha di Indonesia (OECD, 2016).

Berdasarkan hasil studi ini bahwa antara demokrasi tidak
hubungan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui

mempunyai

i [ i at ini
kriminalitas pada sapuluh penghasil tambang di Indonesia. Karena sa

i p In[ﬂh
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daerah. Des
entralisasi diharapkan dapat meningkatkan kineda dengan
jalan transparansi dan partisipasi masyarakat Hal

ta ini memicu persaingan
antar

daera
b untuk menyediakan layanan secara efisien untuk menarik

dunia u .
nia usaha. Akan tetapi perlu berhati-hati pula untuk menghindari

keadaan ketika persaingan antar daerah yang diniey: desentrailaasi

menyebabkan daerah berlomba-lomba menurunkan biaya dan pungutan,
serta memberikan subsidi untuk menarik investasi usaha (OECD, 2016).
Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam proyek
infrastruktur akan mengurangi tekanan pada BUMN tetapl saat ini
terdesak keluar. Karena pemerintah telah meningkatkan penggunaan
Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) atau public-private
partnership. Pada tahun 2017 terdapat KPBU yang sedang berjalan
dengan nilai keseluruhan mencapai USD 15.4 Milyar. Proyek-proyek
KPBU vyang dirancang belum dapat dikelola dengan tepat yang
memanfaatkan efisinesi dan keahlian sektor swasta. Sehingga calon
investor menghadapi ketidakpastian hukum dan peraturan serta minimnya
informasi proyek yang layak akibat kelemahan dalam siklus proyek.
BUMN terkadang bertindak sebagai penawar awasta “privale buyers” yang
mungkin membuat investor swasta mengurungkan niatnya (OECD, 2018).
Beberapa instrument telah dibuat untuk lebih menarik minat sektor
rhadap KPBU berupa dana dukungan pemerintah {viability gap

swasta te

funding) untuk mensubsidi biaya modal: jaminan pemerintah untuk

i inerj ' amerintah; fasilitas
mengatasi resiko kinerja yang berkaitan dengan pem

nengembangan proyek untuk membantu menyiapkan dokumentasi seperi
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studi kelayakan; dan pembayaran

- . ketersediaan layanan (availiability
nts) u i
payments) untuk meningkatkan kepastian arus kas dengan memberikan

emba i
p yaran berkala bagi layanan infrastruktur yang memenuhi kriteria

ang sudah d
yang s Isepakati sebelumnya. Namun masalah mendasar sepert

hak atas tanah dan bangunan yang belum teratasi (OECD, 2018).

Walaupun pemerintah telah memberikan payung hukum yang kuat
tetapi adanya sengketa atas penguasaan tanah dan bangunan membuat

riset inl menjadi tidak siginifikan. Selain itu kecepatan hilangnya tutupan

lahan telah melambat selama sepuluh terakhir. Pemerintah telah

menerbitkan moratorium  pemberian konsesi perkebunan  serta

penebangan hutan primer dan lahan gambut pada tahun 2011 tetapi
belum sepenuhnya efektif. Kemudian pada bulan September 2018,
Presiden Jokowl menandatangai peraturan yang mengatur maoratorium
pemberian izin usaha kelapa sawit selama 3 tahun. Tetapi hak atas tanah
yang belum jelas dan penegakkan hukum belum lebih baik dalam
membantu mengendalikan deforestasi. Memang telah digagas Prakasra
Kebijakan Satu Peta pada tahun 2015 untuk membentuk suatu kadaster
(pencatatan batas tanah) dan menyelesaikan konflix hak atas tanah dan
bangunan tetapi akan difinalisasi pada tahun 2019 (OECD, 2018).

Hal ini didasarkan atas saat terjadi tindakan kriminal atau kejahatan

seperti pembukaan hutan secara ilegal, pembalakan liar dan

pertambangan ilegal, pemerintah belum sepenuhnya mendedikasikan

sumber daya untuk penegakan hukum (QECD, 2018).
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Memang sejak
Jak tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan telah i
@ mengatasi dan mencegah keglatan pembalakan liar

dengan mene }
rapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam manajemen

hu i di i
o pmdu.km di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu adalah sistem

an |
yang ~memastikan pengelolaan hutan secara lestari  dan

berkesinambungan, serta pelacakan kayu melalui sertifikasi pengelolaan
hutan produksi lestasi dan sertfikat legalitas kayu dan deklarasi kesesuain
pemasok (OECD, 20186.)

Demi terselenggaranya keberlanjutan hutan produksi telah dilakuka
negosiasi persetujuan verifikasi kayu dengan Uni Eropa yang telah
memasuki tahap akhir tahun 2018. Sistem verifikasi legalitas juga telah
diakui oleh Australia dan dapat memenuhi pemastian legalitas kayu
dengan penegakan hukum terkait larangan pembalakan liar. Pelaksanaan
sistem verifikasi legalitas kayu pada tahun 2013 telah berhasil
menurunkan jumlah kasus pembalakan liar, tetapi masih diperlukan

pemantauan lebih lanjuy selama tahun-tahun mendatang.

6.4 Implikasi Teoritis dan Empiris Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini
diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya dalam perkembangan iimu ekonomi, maka penelitian ini

sampai pada suatu temuan empiris sebagai berikut:

pertama: Model struktural yang dibentuk pada sepuluh propinsi panghasl

tambang di Indonesia yang terdiri atas investasi swasta, dana bagi hasil
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ber d
sum aya alam, dan demokrasgi merupakan varighel eksogen (bebas);

pembangunan berkelanjutan merupakan wvariabel

endogen (terikat);
variabel antara (mediasi)

adalah  ketimpangan pendapatan dan
kriminalitas.

Berdasarkan hasil analisis (estimasi) didapatkan pengaruh

langsung antara investasi swasta dan dana bagi hasil sumber daya alam

yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan

berkelanjutan. Sedangkan demokrasl tidak mempunyal pengaruh

terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dari keenam variabel yang diestimasi mewakili keberlanjutan darl
dimensi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Oleh karena itu selama
pericde pengamatan tahun 2009-2018 bahwa tujuan pembangunan
berkelanjutan yang ketiga dan keempat yang telah dicapai oleh sepuluh
propinsi penghasil tambang di Indonesia, yaitu tujuan kehidupan sehat
dan sejahtera serta tujuan pendidikan berkualitas.

Kedua; Berdasarkan model yang terbentuk tersebut, maka untuk
keberlanjutan pembangunan di sepuluh propinsi penghasil tambang di
indonesia secara keseluruhan propinsi yang ada di Indonesia dapat
dilakukan dengan terus merangsang pertumbuhan investasi swasta dalam
negerl agar dapat meningkatkan pembangunan barkeberlanjutan melalui
penurunan ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

Ketiga, untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di sepuluh propinsi

penghasil tambang di Indonesia maupun di seluruh propinsi di Indonesia

bardasarkan model yang terbentuk, maka periu kestabilan penermaan

145



dan transformasi sistem politik demokrasi, Perubahan radika

pada praktik
ekonomi, sosial,

dan lingkungan yang cenderung membutuhkan lebih

banyak koordinasi dan keterlibatan antara pemerintah, masyarakat sipil,

dan bisnis, yang menvyi i
g y_ratkan bentuk politik demokrasi yang berbeda dan
lebih luas.
Ada i
nya kepastian dan payu ng hukum serta regulasi atas peraturan
yang menjamin seluruh pelaku bisnis, investor, masyarakat juga
pemerintah dalam mewujudkan tantangan pembangunan berkelanjutan. |

Selain variabel investasi swasta, dana bagi hasil sumber daya alam
dan demokrasi, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi
pembangunan  berkelanjutan. Di antaranya adalah kebijakan
desentralisasi fiskal, partisipasi gender dan penguatan masyarakat lokal,
produktifitas sektoral, modal manusia, keuangan inkusif, perbankan dan
lain-lain.

Hal ini sangat penting, oleh karena kondisi karakteristik tempat dan
lokasi penelitian serta kelengkapan data yang membatasi sehingga
variabel-variabel tersebut belum diakomodir dalam penelitian ini. Oleh
sebab itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya seyogyanya menggunakan

variabel-variabel tersebut agar terdapat variasi lain dari model selanjutnya.
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dana bagi h
gl hasil sumber daya alam antar daerah agar mend
ndorong

ningkatan
pening pembangunan barhElanJUtan melalui penurunan ketimpangan
pendapatan dan kriminalitas.

Keempat;
pat; untuk mﬂndurm?g keberlanjutan pembangunan di sepuluh

propinsi penghasil tambang di Indonesia maupun seluruh propinsi di
Indonesia b

erdasarkan model yang terbentuk, maka perlu diperluas
konteks demokrasi yang transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi

masyarakat agar mendorong reformasi dalam pembangunan melalui

penurunan ketimpangan pendapatan dan kriminalitas.

6.5 Keterbatasan Penelitian

Selain model yang terbentuk, dalam rangka mendorong
keberlanjutan pembangunan diperiukan peran sera seluruh masyarakat
dan juga pemerintah. Campur tangan pemerintah berupa suatu kebijakan
regulasi terhadap investasi dan alokasi penerimaan g,rang. merata atas
dana bagi hasil sumber daya alam. Regulasi dibutuhkan untuk memberi
ruang bagi investasi dalam mendorong pertumbuhan akonomi sehingga
merangsang keterlibatan masyarakat untuk lebih diberdayakan. Dengan
demikian ada ruang dan kesempatan bagi setiap individu untuk
menawarkan jasa dalam perekonomian. Kaseluruhan potensi yang dimiliki
oleh setiap individu akan diserap pada produktifitas sektoral sehingga
melahirkan sebuah keberlanjutan pembangunan nasional.

Sinergitas antara demokrasi dan pembangunan barkelanjutan tidak

akan menerima perhatian dan implikasi yang cukup, jikalau tanpa e
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BAB v

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesa, model yang terbentuk,
dan hasil estimasi maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pada sepuluh propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun
waktu 2009-2018, secara langsung investasi swasta berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan yang sesual
dengan hipotesis (Hi). Investasi swasta berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung
melalui ketimpangan pendapatan yang berbeda dengan hipotesis (Hia).
Investasi swasta tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan
berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas yang berbeda
dengan hipotesis (Hza).

2. Pada sepuluh propinsi penghasil tambang di indonesia selama kurun
waktu 2009-2018, secara langsung dana bagi hasil sumber daya alam
berpengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan yang sesuai
dengan hipotesis (Hz). Dana bagi hasil sumber daya alam terhadap
pembangunan berkelanjutan  secara tidak langsung melalui
ketimpangan pendapatan berpengarul positif dan signifikan yang
berbeda dengan hipotesis (Hza). Dana bagl hasil sumber daya alam

terhadap pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung melalui
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kriminalitas tida
k mempunyai pengaryn Yang berbeda dengan hipotesis
(Hzb).

+ I S Propinsi penghasil tambang di Indonesia selama kurun

wa -
ktu 2009-2018, secara langsung demokrasi tidak berpengaruh

terhadap pembangunan berkelanjutan yang berbeda dengan hipotesis

(Ha). Demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembangunan  berkelanjutan secara tidak langsung melalul

ketimpangan pendapatan yang berbeda dengan hipotesis (Haa).

Demokrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan
berkelanjutan secara tidak langsung melalui kriminalitas yang berbeda

dengan hipotesis (Hab).

7.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas, maka
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam implementasi investasi swasia terhadap pembangunan
berkelanjutan melalui kriminalitas sebaiknya penyelewengan atas
tindakan kriminalitas yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan
dapat dikurangi agar calon investor swasta memiliki kepercayaan untuk
meningkatkan pertumbuhan akonomi baik pada seluruh propinsi di

Indonesia melalui keterlibatan pemerintah dalam mengambil kebijakan,

aturan dan sanksi yang tegas.

2 Dalam implementasi dana bagi hasil sumber daya alam terhadap

pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas sebaiknya praktek-
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raktek a
P tas dana transfer ke daerah lebih transparan, akuntabel serta

tepat '
pal sasaran sehingga tidak mengundang tindakan kekerasan,

perselisihan, persaingan dan kriminalitas antar daerah agar terjadi

pemerataan pembangunan berkelanjutan,

. Dalam implementasi demokrasj terhadap pembangunan berkelanjutan
sebaiknya diterapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demorasi
seperti adanya transparansi, kebebasan yang terkendali, akuntabilitas

dan melibatkan partisipasi masyarakat agar terwujud keberlanjutan

pembangunan. Dan dalam implementasi demokrasi terhadap
pembangunan berkelanjutan melalui kriminalitas sebaiknya pemerintah
lebih peka dan cepat bertindak mengambil kebijakan apabila
dikhawatirkan terjadinya tindak kejahatan dengan mengeluarkan

peraturan dan payung hukum yang mengejewantahan seluruh lapisan

masyarakat agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
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LAMP
LAMPIRAN 1 IRAN

HASIL ESTIMASI PENGARUH |
NVEST
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAN. DLney
KETIMPANGAN PENDAPATAN
Descriptive Statistics
Std.
Mean | Deviation N
Ketimpangan
Pendapatan 38.09701  3.44508 100
Investasi
swasta 27.8115|  2.55967| 100
DBH SDA 18.5660 1.89261 100
Demokrasi 70.7671 6.57942 100
Correlations
Ketimpangan | Investasi DEH ‘
Pendapatan swasia SDA | Demokrasi
Pearson Ketimpangan 1 000 101 125 178
Correlation Pendapatan
Investasi 101 1.000 - 248 =215
swasta &
DEH SDA -.125 -.248 1.000 -[Ig,;,,g
Demokrasi - 178 -215 -.285 ;
Sig. (1-tailed) Ketimpangan 012 018 021
Pendapatan
Investasi 012 5 000 000
swasta e 000 : 000
DEH SDA
. 021 000 000
Demokrasi
N Ketimpangan 100 100 100 100
Pendapatan
Investasi 100 100 100 100
swasla s i 100 100
DEH SDA e 100 100 100
Demokrasi
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- Adjusted R | 514, Error of the | R Square Fﬂhangﬂ sere
54 1.834 3 96 046
a. Predictors: (Constant), Demokrasl, DBH SDA, Investasi swasta
ANOVAS®
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression B3.675 3 21.225| 1.834| .046°
Residual 1111.314 96 11.576
Total 1174.989 99

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pendapatan
b. Predictors: (Constant), Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta

Coefficients®
Standardize
Unstandardized d
Coefficiants Coefficients

Modal B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 39.652 4.612 B.598 000
vgias) -305 156 .227| -2.953| .043
swasta
DBH SDA -.342 208 -.188] -2.643 A3z

- 020
Demokrasi - 052 059 -.jo0| -3.884

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pendapatan
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LAMPIRAN 2

HA
D SIL ESTIMASI PENGARUH INVESTASI SWASTA
ANA BAGI HASIL SUMBER D .
AYA ALAM, DEMOKRASI
TERHADAP KRIMINALITAS
Descriptive Statistics
Std.
Mean | Deviation N
Kriminalitas 91.8525 6.56178 100
Investasi o7 a1
—— .B115 2 55067 100
DBH SDA 18.5660 1.89261 100
Demokrasi 70.7671 6.57942 100
Correlations
Investasi DEH
Kriminalitas swasta SDA Demokrasi
Pearson Kriminalitas 1.000 -.205 =125 =102
Consiston  imoeatas -.205 1.000| -.148 -.215
swasta
DBH SDA - 125 -.148 1.000 -.185
Demokrasi -.102 -215 -.185 1.000
Sig. (1-talled) Kriminalitas 020 007 043
Investasl 020 000 000
swasta
DBH SDA 007 .000 - 000
Demokrasi 043 000 ':EE 1L‘||L:+
M Kriminalitas 100 100
Investasi 100 100 100 100
swasla
DBH SDA 100 10| 100 100
: 100 100 100 100
Demokras!
Model Summary
Change Statistics
ig. F
Adjusted R std. Error of | R Square i 5| 1:51'::n55_
F Change
tadel = R Square | Sgquare the Estimale Change | __E1 e T o a4
47764 855 :
i 8354 855 825 :

Predictors: (Constant) Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta
a. % ;

179




ANOVA®
Sum of Mean

Model . Squares df Square F Sig.

1 Regression 234 501 3 78.167 1.863 041t
Residual 4028.140 98 41.960
Total 4262 640 99

a. Dependent Variable: Kriminalitas

b. Predictors: (Constant), Demokrasi, DBH SDA, Investasi swasta

Coefficients?®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Madel B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 79.903 8.780 9.100 .000
Investasi 279 098 -123| -2.923 047
swasla
DBH SDA -.251 097 -172| 28932 045
Demokrasi -.122 12 ~022] -0.087 LA

a. Dependent Variable: Kriminalitas
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LAMPIRAN 3

HASIL ESTIMASI PENG
DANA BAGI HASIL SUMB
TERHADAP PEMBAN

ARUH INVESTAS) SWASTA,
ER DAYA ALAM, DEMOKRASI
GUNAN BERKELANJUTAN

Descriptive Statistics
Std,
Mean | Deviation N

FPembangunan
Berkelanjutan | 80-7462 7.73544 100
Irnssiae) 27.8115| 255067 100
swasla
DBH SDA 18.5660 1.89261 100
Demokrasi 70,7671 6.57942 100
Ketimpangan | ¢ 5970]  3.44508| 100
Pendapatan
Kriminalitas 91.8525 6.56178 100
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— ":ﬂﬂ"‘!.a“unﬁ
P‘Hl’ﬂbﬂl‘lgl.lﬁﬂn 1“""&313331 o
Berkelanjutan | swasta mpangan
—— DBH SDA | De
rson Pembangunan mokrasl | Pendapatan | Kriminalitas
elation  Berkelanjutan 1000 287 118 067 B o5
Investasi swasta
e 25T 1.000 A48 A15 A0 208
: ' =125 25
Ketimpangan
Pendapatan -84 101 -125 - 078 1.000 300
Fiwingitas -032 205 125 -002 2300 1,000
.{1-ailed) Pembangunan -
Berkelanjutan i 022 44 028 027
Investasi swasta 05 : OO0 00 048 J20
DBH SDA 022 00 . 000 038 AT
Damokrasi 44 000 000 029 044
Yoli
P:“?“T“" 020 048 038 021 001
ndapatan
Krirninalitas 02T A0 LT D44 001
Pembangunan 100 100 100 100 100 1o0 |
Berkelanjutan .
1040
Investasi swasta 100 100 100 100 100 o
DBH SDA 100 100 100 100 100 0
00 100
Damaokrasi 100 100 100 100 !
Ketimpangan 100 100 100 100 100 100
Pendapalan
o 100 100 100 100 j6o
Kriminalitas 100
Model Summary
Change Statistics
Adjusted R | Std. Error of the | R Square s sig. F Change
a Estimate Changa ange ry
et | R | Rsquare | Sguir aa7 1801] 5| 94 .
96 8AT B39 58354 .

i i enda
redictors: (Constant), Kriminalitas, Demokrast, Ketimpangan P

patan, DBH SDA, Invesiasi swasia
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ANOVA:®
Sum of M
ean
Maodel
1 Regressi =duates . Square E = M
: gﬂ 0 517.911 5| 103.582| 1.801] o200
esidual 5405.948 a4 57.510
Total 5923.859 99
a. DETJEf ndent Variable: Pembangunan Berkelanjutan
b. Predictors: (Constant), Kriminalitas, Demokrasi, Ketimpangan
Pendapatan, DBH SDA, Investasi swasta
Coefficients?®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta I: Sig.

1 (Constant) 76.788 15.467 4.965 000
Investasi B3a 359 11l 2818 019
swasta
DBH SDA 001 AT4 244| 2402\ 015
Demokrasi -.083 132 -o71| -s27| 532
Ketimpangan 950 298 -111| -2.649 01
Pendapatan

2 -.588 558
Kriminalitas -.073 125 062 =

a. Dependent Variable: Pembangunan Berkelanjutan
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LAMPIRAN 4,

ASPEK, VARIABEL
. DAN ID
INDEKS DEMOKRAS| mue;ﬁ;?f

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)
. Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat

1.

Ancaman kekerasan ata
. U penggunaan kekera
il san oleh aparat
5um;11n;ah ¥g menghambat kebebasan berkumpul dan h;-:arsarikat
i ;:Eman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh
yarakat yg menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

Il. Kebebasan Berpendapat

.8

Ancarnran kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintah yg menghambat kebebasan berpendapat.
Jumlah Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh
masyarakat yg menghambat kebebasan berpendapat.

Ill. Kebebasan Berkeyakinan

5.

8.

Aturan tertulis yg membatasi kebebasan atau mengharuskan
masyarakat menjalankan agamanya.

Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yg membatasi
kebebasan atau mengaharuskan masy menjalankan ajaran
agamanya

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu
kelompok masyarakat.

IV. Kebebasan dari Diskriminasi

8.

9.

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau
terhadap kelompok rentan lainnya.

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang
diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakal

karenan alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)

. Hak Memilih dan Dipilin ]
11. Kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat

12, Kejadian yang me nunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas

sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan

hak memilin

13, Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
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15. Persentase perempuan te

e rpilih terhadap total anggota DPRD

V1. Partisipasi Palitik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

16. Persentase demonstrasi/m
ogok yang bersifat keka
total demonstrasi/mogok. SRR
17. Pengaduan masyarakat mengenal penyelenggaraan pemerintahan.

C. LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTION)
VIl. Pemilu yang Bebas dan Adil

18. Kejadian yang menunjukkan keberpihakam KPUD dalam
penyelenggaraan Pemilu.

19. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan
suara.

Vill. Peran DPRD
20. Besaran alckasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD.
21. Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak Inisiatif DPRD
terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan.
22. Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

1X. Peran Partai Politik
23. Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.
24, Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat
provinsi,

X. Peran Birokrasi
25. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah yang

merugikan masyarakat. _
26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

%|. Peran Pengadilan yang Independen
27. Keputusan hakim yang kontroversial. . |
28. Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh |

polisi

aksa atau
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